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ABSTRAK

Nama . Sartika Dwi Waracanova
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Analisis Peranan Audit Internal Terhad&orporate

Governance, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal:
Studi Kasus pada XYZ

Audit internal merupakan pihak independen yang berada di dalam
perusahaan yang membantu manajemen untuk mengevaluasi efektivitas
pelaksanaan proses tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Oleh
karena itu, audit internal dapat memberikan nilai tambah dan membantu dalam
mencapai tujuan perusahaan.

Tesis ini membahas peranan audit internal terhadap penerapan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko dan pengendalian
internal pada PT. XYZ. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana penerapan GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal di
perusahaan serta mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas dari audit internal
dan perannya terhadap GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal
perusahaan.

PT. XYZ telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, akan tetapi masih
diperlukan penyempurnaan terutama pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal secara umum telah
berdasarkan pada kerangkiae Committee of Sponsoring Organizations (COSO).
Penerapan manajemen risiko masih diperlukan penyempurnaan pada komponen
pemantauan (monitoring) sedangkan penerapan pengendalian internal masih
diperlukan penyempurnaan pada komponen lingkungan pengendalian dan
pemantauan (monitoring). Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT. XYZ telah
independen dan memiliki kualitas yang memadai, yaitu tingkat pendidikan dan
kompetensi untuk melakukan pekerjaan auditnya. Untuk melaksanakan
pengawasan yang menjadi ruang lingkup pekerjaannya, maka SPI menggunakan
jasaoutsourcing. Peranan SPI terhadap GCG, manajemen risiko dan pengendalian
internal telah sesuai dengdine Institute of Internal Auditors (lIA) Standard,
tetapi masih belum maksimal karena belum diterapkannya metodosadsased
Audit (RBA). Selain itu, SPI belum melaksanakan penilaian atas tata kelola
teknologi informasi dan manajemen risiko secara keseluruhan serta aktivitas
assurance dan konsultasinya terhadap efektivitas pengendalian internal masih
bersifat parsial.

Kata kunci:
Audit internal, good corporate governance, manajemen risiko, pengendalian
internal
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ABSTRACT

Nama . Sartika Dwi Waracanova

Program Studi : Master of Accounting

Judul Tesis - Analysis of Internal Audit Roles in Corporate Governance,
Risk Management and Internal Control: A Case Study at PT.
XYZ.

Internal audit is an independent party within the company that helps
management to evaluate the effectiveness of corporate governance, risk
management and control implementation in accordance with regulations and
company policies. Therefore, internal audit can give add value and support in
achieving corporate goals.

This thesis discusess the internal audit roles in the implementation of
Good Corporate Governance (GCG) principles, risk management and internal
control at PT. XYZ. The purpose of this study was to determine the
implementation of GCG, risk management and internal control within company
and also to know the quality and quantity of internal audit and its roles in
enhancing GCG, risk management and internal control.

PT. XYZ has applied the GCG principles, but still needs improvement,
especially on the principles of transparency and accountability. Implementation of
risk management and internal control overall have been based on The Committee
of Sponsoring Organizations (COSO) framework. Implementation of risk
management needs improvement in the monitoring component, while
implementation of internal control needs improvement in the control environment
and monitoring components. Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT. XYZ has been
independent and has sufficient quality in education background and competencies
to perform its work. To conduct supervision as the scope of its audit work, SPI
uses outsourcing services. The roles of SPI in GCG, risk management and internal
control are in accordance with the Institute of Internal Auditors (llIA) Standard,
but still not in-a maximum capacity because the Risk Based Audit (RBA) method
hasn’t implemented yet. Furthermore, SPI hasn’'t conducted an assessment of
information technology governance and risk management as a whole and also
assurance and consulting activities of the effectiveness of internal control is only
partial.

Keywords:
Internal Audit, good corporate governance, risk management, internal control
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya dunia usaha maka akan semakin berkembang
juga pengelolaan suatu perusahaan, agar dapat tetap bertahan dalam persaingan
bisnis dan usaha. Perubahan lingkungan bisnis yang menuju persaingan di pasar
global menuntut pengelolaan perusahaan yang bertanggung jawab bukan hanya
untuk shareholder tapi jugastakeholder. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan
harus berdasarkan pada prinsip-prin§pod Corporate Governance (GCG).
Penerapan GCG saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi
kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. GCG menggambarkan
bagaimana cara suatu perusahaan di kelola, di awasi dan bertanggung jawab
terhadap kepentingashareholder dan stakeholdernya yang berlandaskan pada
nilai-nilai etika (Rezaee, 2009). Dengan diterapkannya GCG dapat meningkatkan
kepercayaan investor darstakeholder dalam kualitas, keandalan, dan
pengungkapan keuangan dan informasi yang transparan.

Penerapan GCG perlu didukung oleh berbagai pihak yang saling
berhubungan yaitu pemerintah sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku
pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa. Pemerintah sebagai
regulator telah mendukung penerapan GCG dengan membentuk peraturan-
peraturan yang dapat membantu penerapan GCG di dalam perusahaan. Salah satu
bentuk dukungan penerapan GCG yang dilakukan olen Pemerintah Amerika
Serikat yaitu dengan dikeluarkannya undang-undaanbanes-Oxley Act (SOX)
pada tahun 2002 bagi seluruh perusahaan publik di Amerika Serikat (Rezaee,
2009). Sedangkan Pemerintah Indonesia mendukung penerapan GCG dengan
membentuk Komite Nasional KebijakarGovernance (KNKG) dengan
mengeluarkan Pedoman Umum GCG Indonesia. Pedoman tersebut diharapkan
dapat dijadikan pedoman pokok pelaksanaan GCG dan berlaku bagi semua
perusahaan di Indonesia. Selain itu juga, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan
peraturan-peraturan untuk penerapan GCG di berbagai sektor bisnis, yaitu

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-
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LK) untuk perusahaan publik yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI), Peraturan Bank Indonesia (BI) untuk perusahaan perbankan, Peraturan
Menteri BUMN untuk perusahaan BUMN dan juga melalui peraturan-peraturan
lainnya. Dengan adanya beberapa peraturan-peraturan tersebut, diharapkan dapat
memperkuat akuntabilitas perusahaan dan dapat membangun kembali
kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan melalui penerapan GCG
yang efektif, maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang memadai di
dalam perusahaan. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk menjaga aset
perusahaan, penyalahgunaan wewenang serta mengidentifikasi dan menangani
risiko yang terjadi di dalam perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai.
Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif maka akan menghindari
terjadinya risiko-risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam pencapaian
tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan melalui Direksi harus dapat
memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang ada telah efektif melalui
pengawasan. Dengan demikian perusahaan membutuhkan satuan kerja atau fungsi
pengawasan internal sebagai pihak yang independen di dalam perusahaan untuk
melakukan pengawasan internal terhadap efektivitas sistem pengendalian internal
yang ada di dalam perusahaan.

Fungsi pengawasan internal yang juga disebut sebagai audit internal
merupakan suatu jasa yang dapat memberikan nilai tambah sehingga dapat
meningkatkan kegiatan operasional perusahaan, manajemen resiko, pengendalian
internal, laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang
berlaku. Menurut KNKG, satuan kerja atau fungsi pengawasan internal dapat
membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan perusahaan dengan: (i)
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan, (i) memberikan
saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko, (iii)
melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan,
pelaksanaan GCG dan perundang-undangan, dan (iv) memfasilitasi kelancaran
pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Pentingnya peranan dari fungsi
pengawasan internal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang

dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan penerapan GCG telah
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mewajibkan untuk membentuk fungsi pengawasan internal terutama bagi
perus@aan publik dan BUMN.

Pemerintah Indonesia sebagai regulator telah berusaha untuk
meningkatkan pengelolaan perusahaan melalui penerapan GCG bersama-sama
dengan komunitas bisnis. Sektor bisnis utama yang sangat penting untuk
ditingkatkan dalam pengelolaan perusahaan yaitu BUMN dan pasar modal.
BUMN memiliki peranan yang cukup penting dalam sistem perekonomian
nasional, yaitu berperan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan
dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, agen pembangunan yaitu
pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh usaha
swasta dan pelaksana pelayanan publik dan penyeimbang kekuatan-kekuatan
swasta serta turut membantu pengembangan usaha kecil. Selain itu, BUMN
merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, sampai saat ini
BUMN masih merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Hampir
seluruh sektor perekonomian dilakukan oleh BUMN yaitu terdiri dari 16 sektor
usaha seperti industri, asuransi, energi, kehutanan, konstruksi, logistik,
pembiayaan,  pertanian, perbankan, percetakan, perikanan, perkebunan,
pertambangan, prasarana angkutan, pariwisata dan telekomunikasi (Kementrian
BUMN, 2009).

Pada awal pendiriannya, BUMN bertujuan sebagai agen pembangunan dan
pendorong terciptanya korporasi, akan tetapi kinerja perusahaan masih belum
memadai. Selama tahun 2009, dari 141 BUMN dengan total aset sebesar Rp.
2.234 triliun hanya memperoleh laba sebesar Rp. 88,046 triliun dan masih
terdapat 24 BUMN yang mengalami kerugian sebesar Rp 1,724 triliun
(Kementrian BUMN, 2009). Dengan adanya kerugian tersebut yang akhirnya
akan membebani APBN. Rendahnya laba yang diperoleh jika dibandingkan
dengan aset yang dimiliki menunjukkan buruknya kinerja BUMN. Salah satu
faktor penyebab buruknya kinerja BUMN adalah lemahnya pengendalian internal
dan juga tata kelola perusahaan sehingga menyebabkan banyak terjadi
penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi dan inefiensi di dalam BUMN. Hal
ini yang mendorong dilakukannya reformasi BUMN, karena BUMN memiliki

peran yang signifikan dalam perekonomian nasional maka harus dikelola secara
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efektif dan efisien. Pemerintah Indonesia melalui menteri BUMN telah berusaha
untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan ditetapkannya Surat Keputusan
Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada
BUMN yang telah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No.
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan YangsBadk (
Corporate Governance) pada BUMN serta Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
yang menganjurkan agar BUMN mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang baik.

Sektor minyak dan gas bumi (migas) memiliki peran yang cukup besar
pada perekonomian nasional, karena memberikan kontribusi yang cukup besar
bagi penerimaan negara. Hal ini ditunjukkan dari total penerimaan migas nasional
yang mencapai rata-rata 29% dari total penerimaan dalam negeri pada periode
tahun 2003 sampai 2006. Selain itu juga sektor migas telah menciptakan peluang
kerja bagi masyarakat sekitar 291 ribu orang (Kuncoro et al., 2009). Sektor migas
di Indonesia terdiri sektor hulu dan hilir yang dilakukan oleh PT. Pertamina
(Persero). Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi
dan eksploitasi migas, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan yang
berkaitan dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Dengan
dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi menjadikan Pertamina tidak lagi menjadi menjadi regulator dan pelaksana
kegiatan hulu dan hilir, tetapi hanya sebagai salah satu pelaku bisnis di antara
perusahaan bisnis yang ada. Regulator hulu dilakukan oleh Menteri Energi dan
Ekonomi Sumber Daya Mineral dan pelaksanaannya dipegang oleh BP MIGAS,
sedangkan regulator hilir dilakukan oleh BPH MIGAS.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, kegiatan hulu migas
tidak hanya di dominasi oleh Pertamina, tetapi juga perusahaan migas lainnya.
Oleh karena itu, Pertamina membentuk anak perusahaan yaitu PT. XYZ untuk
meningkatkan dan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan di sektor hulu. PT. XYZ
memiliki wilayah kerja terluas yaitu 138 ribu kilometer persegi atau 48% dari
seluruh perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia. Akan tetapi, produksinya
masih jauh tertinggal dibandingkan perusahaan minyak asing yang memiliki luas

wilayah kerja yang lebih kecil. Pada tahun 2010, laju pengurasan minyak atau
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produksi baru mencapai 4,46% dan masih kalah dibandingkan dengan Chevron
sebear 8,8%, ConocoPhilips sebesar 55,1% dan CNOOC sebesar 21,4%
(Vivanews, 5 Maret 2012). Oleh karena itu, PT. XYZ harus meningkatkan
kinerjanya untuk dapat meningkatkan produksinya dalam menemukan cadangan
migas baru.

Sebagai salah satu anak perusahaan yang memberikan kontribusi terbesar
terhadap laba induk perusahaan, maka PT. XYZ harus dapat dikelola secara
profesional. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasionalnya
serta dapat bersaing dengan para kompetitornya. Pengelolaan perusahaan yang
efektif akan dapat mengatasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi
sehingga strategi perusahaan dapat dijalankan agar tujuan perusahaan dapat
tercapai. Untuk meningkatkan penerapan proses tata kelola, pengelolaan dan
pengendalian atas risiko maka PT. XYZ juga harus meningkatkan peranan audit
internal dalam melaksanakan pengawasan. Dengan adanya pengawasan yang
dilakukan oleh audit internal tersebut dapat meningkatkan efektivitas
pengendalian internal serta dapat mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi
sehingga pengelolaan perusahaan menjadi lebih efektif dan tujuan perusahaan
dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penulisan karya akhir ini penulis ingin
melakukan penelitian sejauh mana audit internal berperan untuk membantu
perusahaan dalam meningkatkan proses tata kelola perusahaan, manajemen risiko,
dan pengendalian internal. Oleh karena itu, penelitian karya akhir ini berjudul
“‘Analisis Peranan Audit Internal Terhadap Corporate Governance,

Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal: Studi Kasus pada PT. XYZ".

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan proses tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian internal yang ada pada PT. XYZ?
2. Apakah fungsi audit internal PT.XYZ telah memadai dari segi kuantitas dan

kualitasnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan?
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3. Bagaimana peranan audit internal dalam meningkatkan proses tata kelola,
mangemen risiko, dan pengendalian internal pada PT. XYZ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan dan pelaksanaan proses tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian internal yang ada pada PT. XYZ.

2. Mengetahui bagaimana kuantitas dan kualitas dari fungsi audit internal PT.
XYZ dalam melakukan pengawasan.

3. Menganalisis dan mengetahui sejauh mana audit internal berperan dalam
meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal
pada PT. XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran kepada
perusahaan untuk meningkatkan proses tata kelola, manajemen dan
pengelolaan risiko serta pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan.
Selain itu juga dapat memberikan masukan kepada fungsi audit internal
dalam meningkatkan perannya untuk membantu manajemen dalam
meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen dan pengelolaan
risiko serta pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan.

2. Bagi Dunia Pendidikan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi sebagai bahan
kajian yang dapat berguna bagi penelitian selanjutnya. Selain itu dapat
memberikan gambaran mengenai peranan fungsi audit internal dalam proses
tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal pada jenis industri

pertambangan dan perminyakan.
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3. Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan
pengetahuan mengenai peranan audit internal dalam proses tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian internal pada perusahaan yang bergerak

di bidang pertambangan dan perminyakan.

1.5 Metodologi Penelitian
Penelitian dan penulisan karya akhir ini dilakukan dengan menggunakan
metode analisa deskriptif, yakni dengan membandingkan antara teori atau konsep
yang ada dengan pelaksanaan di perusahaan. Metode penelitian yang akan
digunakan dalam karya akhir ini meliputi:
1. Penelitian Kepustakaan
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan pedoman
literatur dalam pembahasan masalah dengan melakukan penelitian
kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan
mempelajari buku-buku, jurnal, karya akhir, tesis, disertasi serta peraturan
yang berlaku terkait topik pembahasan. Selain itu, penelitian kepustakaan
juga dilakukan dengan mempelajari catatan atau laporan tertulis yang disusun
oleh PT. XYZ.
2. Penelitian Lapangan
Penelitian ini dilakukan secara langsung pada PT. XYZ untuk mendapatkan
data yang dibutuhkan melalui observasi, dan wawancara langsung dengan

bagian audit internal PT. XYZ serta bagian lainnya yang terkait.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan karya akhir ini, informasi-informasi
pendukung yang digunakan dalam analisis diperoleh dengan metodologi
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dalam penelitian yaitu
fungsi audit internal PT. XYZ. Selain itu juga, penelitian ini dilakukan dengan
membandingkan teori-teori dan ketentuan yang berlaku terhadap penerapan yang
ada di perusahaan berdasarkan laporan dan sumber internal perusahaan.
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1.7 Sistematika Penulisan

Sisematika penulisan yang disajikan dalam karya akhir ini disusun

berdasarkan urutan bab yang merupakan satu kesatuan, yaitu sebagai berikut:

Bab |

Bab Il

Bab Il :

Bab IV :

Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan.

Landasan Teori

Pada bab ini akan dibahas secara teoritis mengenai pengertian dan
konsep mengenai audit internal, proses tata kelola perusahaan atau
GCG, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Teori dan konsep
audit internal akan dibahas mengenai pengertian audit internal secara
umum, independensi, ruang lingkup dan perannya. Teori dan konsep
GCG akan dibahas mengenai pengertian GCG, teori agensi, prinsip-
prinsip GCG, tujuan dan manfaat GCG. Teori dan konsep manajemen
risiko akan dibahas mengenai pengertian risiko, jenis-jenis risiko yang
terdapat pada industri minyak dan gas bumi serta proses manajemen
risiko. Teori dan konsep pengendalian internal akan dibahas mengenai
pengertian pengendalian internal dan COSOinternal Control
Framework. Selain itu, bab ini juga akan membahas peranan audit
internal terhadap GCG, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
Gambaran Umum PT. XYZ

Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai sejarah dan profil
PT. XYZ, visi, misi, dan tata nilai perusahaan, ruang lingkup usaha,
struktur organisasi, dan fungsi audit internal PT. XYZ, yaitu visi, misi,
tugas dan wewenang, kode etik serta struktur organisasi dari fungsi
audit internal PT. XYZ. Selain itu juga pada bab ini membahas
mengenai penerapacorporate governance dan manajemen risiko
pada PT. XYZ serta fungsi Satuan Pengawasan Internal PT. XYZ.
Analisis dan Pembahasan

Bab ini akan menyajikan analisis dan pembahasan mengenai peranan

audit internal di dalam perusahaan. Dan juga menyajikan analisis dan

Universitas Indonesia

Analisis peranan..., Sartika Dwi Waracanova, FE Ul, 2012



Bab V

pembahasan mengenai penerapan GCG, manajemen risiko, dan sistem
pengendahn internal yang ada di dalam perusahaan. Selain itu, bab
ini juga akan menyajikan analisis dan pembahasan mengenai peranan
fungsi audit internal dalam meningkatkan penerapan proses tata
kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang ada di
perusahaan

Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari pembahasan yang telah
dilakukan serta memberikan saran-saran yang dianggap penting dan
berguna untuk meningkatkan peranan audit internal di dalam

perusahaan.
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BAB I
LANDASAN TEORI

2.1 Audit Internal
2.1.1 Pengertian Audit Internal

Definisi auditing internal menuruhe Institute of Internal Auditor@IA)
yang dikutip oleh Moeller (2009) menyatakan bahwa auditing internal merupakan
fungsi penilaian independen yang dibentuk di dalam organisasi untuk memeriksa
dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada
organisasi. Definisi auditing internal tersebut merupakan pendahuluan karena
belum memaparkan lebih jauh mengenai tanggung jawab auditor internal.

[IA terus melakukan perubahan-perubahan dalam merumuskan definisi
dari audit internal. Pada bulan Juli 198hard of DirectorllA mendefinisikan

audit internal sebagai berikut:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting
activity designed to add value and improve an organization’s operations. It
helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic,
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk

management, control, and governance processes”.

Menurut Sawyer (2003) mendefinisikan auditing internal sebagai sebuah
penilaian yang sistematik dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal
terhadap operasi dan pengendalian yang berbeda-beda di dalam organisasi untuk
menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat
diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan
diminimalisasi; (3) peraturan eksternal dan kebijakan serta prosedur internal yang
dapat diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi;
(5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan
organisasi telah dicapai secara efektif — semua dilakukan untuk dikonsultasikan
dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan

tanggung jawabnya secara efektif.
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Definisi audit internal menurut Agoes (2006) adalah proses audit yang
dilakukan oleh audit internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan
catatan akuntansi perusahaan dan juga terhadap kebijakan manajemen puncak
yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah seperti
peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan,
perindustrian, investasi, dan lain-lain serta ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi
yang berlaku.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa audit
internal adalah fungsi penilaian yang sistematik, independen, keyakinan objektif
dan konsultasi yang dibentuk oleh organisasi untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola
dengan memeriksa dan mengevaluasi aktivitas operasi dan pengendalian yang
berbeda-beda di dalam organisasi untuk menentukan bahwa informasi keuangan
dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, risiko yang dihadapi perusahaan
telah diidentifikasi dan diminimalisasi, peraturan eksternal dan kebijakan serta
prosedur internal yang dapat diterima telah diikuti, kriteria operasi yang
memuaskan telah dipenuhi, dan sumber daya telah digunakan secara efisien dan
ekonomis. Dengan demikian tujuan organisasi dapat dicapai dan membantu
anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Proses
audit yang dilakukan oleh auditor internal harus berdasarkan peraturan pemerintah

dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

2.1.2 Independensi Audit Internal

Audit internal harus memiliki independensi dan objektivitas dalam
melaksanakan pekerjaannya untuk memenuhi kewajiban profesionalnya.
Berdasarkamhe International Standards for the Profesional Practice of Internal
Auditing (SPPIA) tahun 2010 dalam Standar Atribut 1100, independensi adalah
kebebasan dari kondisi yang dapat yang dapat mengancam kegiatan audit internal
dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam cara yang tidak bias. Sedangkan
objektivitas merupakan sikap mental yang tidak bias yang harus dimiliki oleh
auditor internal dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga memiliki keyakinan

yang jujur dalam hasil pekerjaan dan tanpa kompromi dalam kualitas. Oleh karena
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itu, auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan
mengndari dari kemungkinan terjadinya suatu benturan kepentirggarilict of
interes).

Audit internal dapat dikatakan independen apabila dapat melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya secara bebas dan objektif. Independensi dan
objektivitas dapat dicapai melalui kedudukan dalam organisasi dan sikap yang
objektif dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan pekerjaannya,
auditor internal harus mendapatkan dukungan dari manajemen senior dan dewan,
sehingga dapat bekerja dalam lingkungan yang kooperatif dan terbebas dari segala
gangguan.

Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam
melaksanakan tanggung jawab atas kegiatan audit internal secara Efieletif,

Audit Executive (CAE) harus memiliki komunikasi yang memadai serta akses
secara lansung dan tidak terbatas terhadap pimpinan organisasi, manajemen senior
dan dewan. Independensi dan objektivitas dari fungsi audit internal juga tercermin
dalam penyampaian laporan auditnya. CAE diharuskan untuk melaporkan hasil
pekerjaan audit internal kepada seseorang dengan posisi level tertentu untuk dapat
mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan adanya
dukungan dari pimpinan dan manajemen senior maka auditor internal diberi
kebebasan dalam 'menentukan ruang lingkup auditnya dan bebas
mengkomunikasikan hasil audit dan saran perbaikan yang diusulkan.

Tingkat independensi dan efektivitas dari fungsi audit internal dapat
terlihat dari penyampaian laporan hasil pekerjaannya. Audit internal memiliki dua
kewajiban pelaporan, yaitu:

1. Pelaporan Fungsional
Pelaporan fungsional merupakan kewajiban menyampaikan laporan kepada
pihak yang memberikan fungsi audit internal untuk mendapatkan
independensi dan wewenangnya. CAE secara fungsional akan menyampaikan
laporannya kepada Dewan Komisaris yaitu Komite Audit.
Pelaporan fungsional meliputi:
a. Menyetujui piagam audit internal.

b. Menyetujui penilaian risiko audit internal terkait dengan rencana audit.
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c. Menerima komunikasi dari CAE mengenai hasil kegiatan audit internal
seta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh CAE, termasuk pertemuan
pribadi dengan CAE tanpa kehadiran manajemen serta konfirmasi
tahunan atas independensi organisasional aktivitas audit internal.

d. Menyetujui keputusan mengenai evaluasi kinerja, penunjukkan atau
pemberhentian CAE.

e. Menyetujui kompenasi dan penyesuaian gaji tahunan dari CAE.

f. Membuat pertanyaan yang tepat kepada manajemen dan CAE untuk
menentukan apakah terdapat pembatasan lingkup pekerjaan audit atau
pembatasan anggaran yang dapat menghalangi aktivitas audit internal
dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

2. Pelaporan Administratif

Pelaporan administratif adalah hubungan pelaporan di dalam struktur

manajemen organisasi, yang memfasilitasi aktivitas operasional audit internal

sehari-hari.

Pelaporan administratif meliputi:

a. Anggaran dan akuntansi manajemen.

b. Administrati sumber daya manusia, termasuk penilaian dan kompensasi
pegawai.

¢. Komunikasi internal dan arus informasi.

d. Administrasi kebijakan dan prosedur aktivitas audit internal.

2.1.3 Ruang Lingkup Audit Internal
Ruang lingkup audit internal di dalam perusahaan menurut Pickett (2005)
berdasarkan IIA Standard 2110.A2 terdiri dari empat elemen utama, yaitu:
1. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional
Auditor internal melakukan riview keandalan dan integritas atas informasi
keuangan dan operasional dengan cara mengidentifikasi, mengukur,
mengklasifikasikan dan melaporkan berbagai informasi yang diperoleh dalam

melaksanakan pekerjaan auditnya.
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2. Efektivitas dan efisiensi operasi
Auditor internal harus menilai ekonomi dan sumber daya yang dipekerjakan
atau digunakan dalam perusahaan. Selain itu, auditor internal juga harus
meriview operasi atau program yang terdapat di perusahaan untuk
memastikan bahwa hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan serta operasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang
direncanakan.

3. Keamanan aset
Auditor internal harus meriview keamanan, kesesuaian dan memverifikasi
keberadaan atas aset-aset perusahaan.

4. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perjanjian
Auditor internal harus meriview sistem yang dibangun untuk memastikan
kepatuhan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum, peraturan dan
kontrak penting yang mungkin memiliki dampak yang signifikan dalam
operasional perusahaan. Auditor internal juga harus melaporkan dan

menentukan kepatuhan dari organisasi tersebut.

Menurut SPPIA dalanPerformance Standard2100 —Nature of Work
telah menyebutkan bahwa audit internal harus melakukan evaluasi dan
memberikan kontribusi dalam meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko,
dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematik dan teratur.
Audit internal meriview sejauh mana manajemen perusahaan membangun sistem
pengendalian internal sehingga tujuan yang telah ditetapkan dan sumber daya
yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut digunakan secara efisien. Hal ini
juga dapat melindungi dari kehilangan dan penyalahgunaan sumber daya tersebut.
Kecukupan sistem informasi yang memadai harus dibentuk untuk memungkinkan
manajemen menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tersebut tercapai
dalam berbagai laporan yang sesuai. Pengendalian diperlukan untuk mengatasi
risiko untuk mencapai suatu tujuan dan hal tersebut merupakan area yang menjadi

perhatian audit internal.
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2.1.4 Peran Audit Internal

Sebagasuatu fungsi yang independen di dalam perusahaan, audit internal
berperan dalam membantu manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan
yang telah ditentukan. Peran audit internal telah berkembang tidak hanya menjadi
fungsi yang berperan sebagai anjing penjagatdhdog) yang meliputi aktivitas
inspeksi, observasi, perhitungan, cek dan cek ulang yang bertujuan untuk
memastikan ketaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan
yang telah ditetapkan. Audit internal berperan dalam membantu dalam memenuhi
kebutuhan manajemen dan juga perusahaan yang tercermin dari aktivitas-
aktivitasnya. Menurut Sawyer (2003) audit internal berperan dalam membantu
manajemen dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh

manajemen puncak

b. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko

c. Memvalidasi laporan ke manajemen senior

d. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis

e. Membantu proses pengambilan keputusan

f. ~ Menganalisis masa depan dan bukan hanya untuk masa lalu

g. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan
Peranan audit internal pada saat ini telah mengalami perubahan dan telah

berorientasi pada kepuasan jajaran manajemen sebagai pelanggannnya. Peran
audit internal tidak dapat lagi hanya sekedar berperan sebagai anjing penjaga
(watchdog), tapi telah berperan sebagai mitra bisnis bagi manajemen yang
berperan sebagai pemberi keyakinass(irancg dan konsultasi sehingga dapat
memberikan nilai tambah bagi organisasi. Peranan audit internal sebagai pemberi
keyakinan (assurangedan konsutasi menurut Rezaee (2009) dapat dijabarkan
sebagai berikut:
1. Peran Audit Internal sebagai Pemberi Keyakirfsss(irancg

Audit internal telah dilatih dan ditempatkan untuk menyediakan berbagai jasa

pemberi keyakinan. Pemberian keyakinan ditekankan pada pengukuran

kinerja dan keberhasilan organisasi terhadap tata kelola perusahaan, etika,

tangung jawab sosial, dan masalah lingkungan. Pelaporan atas pemberian
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keyakinan tersebut harus dilakukan oleh fungsi audit internal dalam
organissi. Oleh karena itu, objektivitas dan kredibilitas jasa pemberian
keyakinan bergantung pada independensi dan kompetensi dari fungsi audit
internal. Audit internal juga dapat menbantu auditor eksternal dalam
pelaksanaan auditnya terhadap pengendalian internal dan laporan keuangan.
Dalam melakukan perannya sebagai pemberi keyakinan, audit internal harus
mengkonfirmasikan bahwa jasa pemberian keyakinan yang dilakukan telah
sesuai dengan standar profesionalnya dan berdasarkan juga didukung oleh
bukti audit yang cukup dan kompeten. Audit internal harus lebih
memperhatikan penilaian risiko dan menggunakan pendekatan berbasis risiko
dalam cakupan auditnya dengan mengadopsi suatu proses pendekatan

terhadap perencanaan dan penilaian risiko.

Peran Audit Internal sebagai Konsultan

Audit internal dapat menyediakan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris,

Komite Audit, Direksi, manajemen, dan bagian lainnya pada semua tingkatan

di dalam organisasi. Menurut Rezaee (2009) peran audit internal sebagai

konsultan terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Jasa Konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit
Dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Dewan Komisaris dan
Komite Audit sehingga diperlukan peran audit internal dalam
menyediakan jasa konsultasi terhadap pengawasan laporan keuangan,
pengendalian internal, manajemen risiko, prograhistleblowey dan
pedoman perilaku bisnisdde of business eth)csAudit internal telah
dilatih dengan baik untuk menyediakan jasa konsultasi kepada Dewan
Komisaris dan semua komite-komite, terutama Komite Audit, untuk
meningkatkan efektivitasnya dalam fungsi pengawasan terhadap
organisasi.

b. Jasa Konsultasi kepada Manajemen
Peran audit internal telah didefinisikan sebagai pemberi jasa konsultasi
kepada Direksi dan manajemen pada semua tingkatan untuk menilai

efektivitas dan efisiensi dari kinerja manajemen. Jasa konsultasi yang
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diberikan kepada manajemen ditujukan pada efektivitas dan efisiensi
areaarea operasional, penilaian pengendalian internal, manajemen risiko,
laporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap hukum,
peraturan dan standar-standar yang berlaku. Untuk memelihara
independensi dan objektivitasnya, audit internal harus dapat memastikan
untuk menahan diri dari pengambilan keputusan untuk kepentingan
manajemen.
c. Internal Auditor Training Services

Audit internal menyediakan beberapa jasa pelatihan kepada semua
personil dalam organisasi, termasuk pelatihan terhadap teknologi
informasi, prosedur dan penilaian pengendalian internal, manajemen
risiko, laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan
yang berlaku serta kegiatan-kegiatan lainnya tanpa mengurangi
independensi dan objektivitasnya. Sebagai pelatih dan ahli pendidikan
organisasi, audit internal membawa lebih banyak pengetahuan ke dalam
organisasi dan membantu semua personel dalam melaksanakan tanggung

jawabnya.

2.1.5 Hubungan Audit Internal dengan Komite Audit

Setelah terjadi perubahan atas CG dan dengan dikeluark&anlyanes-
Oxley Act(SOX) pada tahun 2002, semakin memperkuat hubungan antara Komite
Audit dengan audit internal di dalam tata kelola perusaltsection 302 dan 404
yang mewajibkan manajemen untuk menilai pengendalian internal yang ada di
perusahaan sertgection 301 dan 401 yang mewajibkan Komite Audit untuk
membentuk progranwhistleblower dan mengungkapkan kode etik organisasi
(Grambling, 2004). Untuk memenuhi aturan-aturan tersebut, Komite Audit
memerlukan bantuan audit internal terutama untuk membantu menilai efektivitas
pengendalian internal yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu, audit internal
dalam melakukan perannya terhadap proses tata kelola bertanggung jawab kepada
Komite Audit dan Komite Audit harus menjamin independensi dari audit internal
agar dapat menjalankan perannya dengan efektif.
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Menurut Rezaee (2009), kedekatan hubungan pekerjaan antara Komite

Audit dengan audit internal selain dapat meningkatkan efektivitas CG tetapi juga

dapat meningkatkan fungsi audit internal, antara lain:

1.

Independensi dan objektivitas fungsi audit internal dapat meningkat ketika
temuan-temuan auditnya dapat secara langsung dilaporkan kepada Komite
Audit.

Reputasi dan status dari audit internal dapat diperkuat ketika bekerja sama
dengan seluruh tingkatan manajemen

Audit internal dapat menjadi sumber daya potensial yang signifikan untuk
membantu Komite Audit melaksanakan tanggung jawabnya dalam fungsi
pengawasan, seperti laporan keuangan, pengendalian internal, manajemen

risiko, whistleblowing, eksternal audit, dan etika.

Komite Audit harus mengadakan pertemuan tertutup secara reguler dengan CAE

untuk membahas dan mendisuksikan mengenai bisnis, laporan keuangan,

pengendalian internal dan isu-isu audit lainnya. Dengan demikian audit internal

dianggap sebagai “mata dan telinga” dari Komite Audit.

Komite Audit memiliki tanggung jawab utama terhadap fungsi audit

internal perusahaan. Hubungan antara Komite Audit dengan audit internal harus

dinyatakan dalam piagam audit internal. Tanggung jawab Komite Audit terhadap

fungsi audit internal menurut Moeller (2009) sebagai berikut:

1.

Meriview pengangkatan atau penunjukan, kinerja, dan penggantian CAE
Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan independensi dari fungsi
audit internal, terutama saat harus berbicara secara terus terang mengenai
identifikasi masalah dalam meriview dan menilai pengendalian internal serta
aktivitas perusahaan lainnya. Oleh karena itu, Komite Audit bertanggung
jawab dalam pengangkatan dan pemberhentian CAE. Untuk meningkatkan
kualitas dari fungsi audit internal, terutama dalam penyampaian laporan audit
secara langsung kepada Komite Audit, maka kinerja dan kompensasi akan
dinilai, ditentukan dan diawasi oleh Komite Audit.

Menyetujui piagam audit internal

Persetujuan atas piagam audit internal oleh Komite Audit sangat penting

untuk meningkatkan kekuatan dari fungsi audit internal dalam melaksanakan

Universitas Indonesia

Analisis peranan..., Sartika Dwi Waracanova, FE Ul, 2012



19

tugasnya. Peran, tanggung jawab dan wewenang fungsi audit internal dalam
perus@aan serta hubungannya dengan Komite Audit harus terdokumentasi
dan terdefinisi secara jelas dalam piagam audit internal. Komunikasi antara
Komite Audit dengan CAE atau fungsi audit internal termasuk penyampaian
laporan secara perodik dan jadwal pertemuan atau rapat dengan Komite Audit
secara reguler serta hak dan kewajiban audit internal dalam akses secara
langsung terhadap Komite Audit harus secara jelas diatur dalam piagam audit
internal.

Menyetujui rencana, sumber daya, dan anggaran fungsi audit internal

Komite Audit bertanggung jawab untuk meriview dan menyetujui semua
rencana audit pada level tertinggi atau bagian audit yang harus dilakukan
berdasarkan penilaian risiko beserta anggaran dan sumber dayanya. Audit
internal harus menyediakan dokumen perencanaan tahunan audit yang
komprehensif kepada Komite Audit sebagai bentuk rencana jangka panjang
dari fungsi audit internal. Rencana audit tahunan harus dikembangkan melalui
proses analisis risiko dan diskusi dengan manajemen senior dan Komite
Audit. Manajemen senior dan Komite Audit dapat memberikan saran
mengenai area-area potensial yang perlu diriview oleh audit internal.

Meriview semua laporan audit internal dan tindakan atas temuan audit yang
signifikan

Audit internal harus menyediakan laporan atas seluruh aktivitas audit serta
laporan atas hasil audit sebelumnya termasuk penilaian kembali atas suatu
area signifikan yang telah diriview sebelumnya kepada Komite Audit. Audit
internal juga harus mengungkapkan keterbatasan dan masalah secara jelas
kepada Komite Audit atas tidak dilaksanakannya beberapa area khusus yang
telah direncanakan untuk diriview sesuai dengan yang disarankan oleh
Komite Audit. Komite Audit memiliki tanggung jawab yang sangat penting
untuk meriview dan mengambil tindakan atas temuan audit yang signifikan
yang dilaporkan oleh audit internal. Audit internal secara berkala harus
melaporkan semua temuan audit yang signifikan serta status dan penyelesaian
atas termuan-temuan tersebut. Audit internal juga harus bertindak secara

agresif tidak hanya melaporkan temuan-temuan signifikan tersebut tetapi
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harus melakukan tindakan pengawasan secara terus-menerus untuk menilai
apakahtindakan koreksi yang tepat telah diambil dan melaporkannya kepada
Komite Audit.

2.2 Corporate Governance
2.2.1 Pengertian Corporate Governance

Menurut Sir Adrian Cadbury dala@lobal Corporate Governance Forum
(2003), Corporate Governance(CG) berkaitan dengan mempertahankan
keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial dan antara tujuan individu dan
komunitas. Kerangka CG yang ada bertujuan untuk mendorong penggunaan
sumber daya yang efisien dan bersama-sama untuk meminta pertanggungjawaban
atas pengelolaan sumber daya tersebut. Tujuan dari CG adalah menyesuaikan
sedekat mungkin kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)
mendefinisikan Corporate Governancesebagai seperangkat peraturan yang
menetapkan hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah,
karyawan dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan
dengan hak-hak dan tanggung jawabnya, atau suatu sistem yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan. Tujuan CG adalah untuk menciptakan suatu nilai
tambah kepada para stakehotdex.

Indonesian Institute of Corporate GovernanCG) mendefinisikan
corporate governanceebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh
organ-organ perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan
agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku
kepentingan (stakeholdgrsehingga dapat memberikan nilai tambah perusahan
secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Good Corporate Governancg&CG) menurut Daniri (2006) merupakan
suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan
(Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada
pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap
memperhatikan kepentingarstakeholder lainnya berlandaskan peraturan

perundangan dan norma yang berlaku.
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Kementrian BUMN dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baid (
Corporate Governange pada BUMN mendefinisikarcorporate governance

sebagai:

“Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan
perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika

berusaha”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bagywad
corporate governancenerupakan suatu sistem, struktur, proses, dan seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, Direksi, manajemen
dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam menentukan
tujuan perusahaan. GCG dapat digunakan sebagai dasar untuk mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuannya sehingga dapat
memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentsigkeholder
lainnya yang berlandaskan pada peraturan dan nilai-nilai etika. Dengan
diterapkannya GCG dalam perusahaan-perusahaan maka akan tercipta
keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial yang dapat menunjang

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

2.2.2 Teori Agensifgency Theory)

Konsep CG muncul berdasarkan pada teori agewggnCy theoryyang
pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori agensi
merupakan suatu teori yang menjabarkan mengenai hubungan agensi yang biasa
terjadi pada suatu perusahaan yaitu hubungan yang terjadi antara agen dan
prinsipal di dalam perusahaan. Manajemen suatu perusahaan disebut sebagai agen
dan para pemegang saham disebut sebagai prinsipal. Para pemegang saham,
selaku pemilik perusahaan ataarihcipal yang memiliki dana, mendelegasikan
wewenang dalam pengambilan keputusan sehari-hari di perusahaan kepada

direktur atau manajemen, yaitlagent$ dari para pemegang saham untuk
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menjalankan dan mengelola perusahaan sesuai dengan kesepakatan antara kedua
pihak ersebut. Hubungan agensi antara manajemen dan pemegang saham tersebut
tidak selalu berjalan dengan selaras dan harmonis sesuai dengan tujuan
perusahaan. Adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dalam
pengelolaan perusahaan sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan dalam
hubungan agensi, atau yang lebih dikenal dengan masalah aggesicy(
problem).

Adanya pembagian dan pendelegasian pekerjaan serta wewenang yang
berbeda antara prinsipal dan agen di dalam suatu perusahaan sehingga terjadinya
asimetris informasi antara prinsipal dan agen merupakan penyebab terjadinya
masalah agensi. Masalah tersebut terjadi karena adanya perbedaan tujuan atau
keingingan dari prinsipal dan agen yang saling berlawanan. Agen sebagai
manajemen perusahaan akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk lebih
mementingkan kepentingannya sendiri seperti berusaha untuk memperoleh bonus
yang tinggi daripada sebagai suatu pihak yang arif dan bijaksana serta adil
terhadap pemegang saham untuk meningkatkan nilai para pemegang saham
tersebut. Dengan demikian teori agensi lebih memandang bahwa manajemen tidak
dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik
pada umumnya maupun pemegang saham pada khususnya.

Dengan adanya masalah agensi maka para pemegang saham memiliki
keperluan untuk mengendalikan manajemen. Prinsipal harus memeriksa pekerjaan
agen agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Akan tetapi untuk menyelaraskan
kepentingan pemegang saham dan manajemen cukup sulit dan memerlukan biaya
yang cukup besar. Oleh karena itu, dengan adanya masalah agensi maka
diperlukan biaya-biaya untuk mengatasinya dan biaya-biaya itu disebut sebagai
biaya agensi ggency co3t Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam
Darmawati, Khomsiyah dan Rahayu (2005), biaya-biaya agensi terdiri dari biaya
pengawasanponding expenditureatau bonding costserta kerugian residual
(residual los¥ Biaya pengawasan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh
prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Biaya pengawasan tersebut
dirancang untuk membatasi aktivitas-aktivitas yang menyimpang yang dilakukan

oleh agenBonding expenditurenerupakan pengeluaran agen (manajemen) untuk
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meyakinkan prinsipal bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang dapat
merugkan perusahaan. Sedangkan kerugian residealdal los3 merupakan
nilai uang yang setara dengan pengurangan nilai kesejahteraan yang dialami oleh
prinsipal dan juga merupakan biaya yang timbul dari hubungan agensi tersebut.
Dengan adanya masalah agensi tersebut, maka pengelolaan perusahaan
harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan
dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, diperlukannya suatu sistem untuk mengawasi dan mengendalikan
perusahaan agar kepentingan prinsipal dan agen dapat berjalan secara selaras dan
seimbang dengan tujuan perusahaan. Sistem yang dapat secara jelas mengatur
mengenai fungsi dari perangkat organisasi dalam suatu perusahaan agar dapat

berjalan secara efektif dan optimal disebut dengan Corporate Governance

2.2.3 Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Dalam pelaksanaan GCG diperlukan prinsip-prinsip dasar yang
melandasinya. Perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG
diterapkan pada bisnis dan dilaksanakan di seluruh perusahaan. Oleh karena itu,
prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha
perusahaan dengan tetap memperhatikan para pemangku kepentingannya.

Dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance(KNKG) pada tahun 2006 menyatakan prinsip-prinsip
dasar GCG sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus
mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku

kepentingan lainnya
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2. Akuntabilitas (Accountability)

Peausahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,
terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai
kinerja yang berkesinambungan.

ResponsibilitasResponsibility

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.

Independensi (Independency)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ
perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak
lain.

Kewajaran dan Kesetaradrafrnesg

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip GCG untuk BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri

Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang BaikG0od Corporate Governangepada BUMN sebagai
berikut:

1.

2.

Transparansi (Transparency)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai
perusahaan.

Akuntabilitas (Accountability)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
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Pertanggungjawaban (Responsibility)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kemandirian (hdependengy

Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.

Kewajaran (Fairness)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan
(stakeholder)yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2.2.4 Tujuan dan Manfaat Corporate Governance

Hakikat GCG adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan

dan pengawasan kinerja manajemen dan akuntabilitas manajemen terhadap

pemangku kepentingan lainnya yang berdasarkan peraturan-peraturan yang

berlaku. GCG juga dapat memberikan kerangka acuan agar pengawasan

perusahaan menjadi efektif. Tujuan dari penerapan GCG bagi perusahaan menurut
KNKG (2006) sebagai berikut:

1.

Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan
yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ
perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS).

Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan.
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Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan
tethadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar

perusahaan.

Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap
memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional,
sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus
investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN berdasarkan

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan

Tata Kelola Perusahaan Yang Batkopd Corporate Governang@ada BUMN

sebagai berikut:

1.

Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang
kuat, balk secara nasional maupun internasional, shingga mampu
mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai
maksud dan tujuan BUMN.

Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien dan efektif serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero.
Mendorong agar Organ Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial
BUMN terhadap pemangku kepentinganmaupun kelestarian lingkungan di
sekitar BUMN.

Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Penerapan GCG dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja

perusahaan karena dapat menciptadtacks and balancgaitu pengawasan dan

pengelolaan perusahaan. Manfaat dari penerapan GCG dalam perusahaan menurut
Daniri (2005) sebagai berikut:

1.

Mengurangi agency cqstaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham
sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-

biaya tersebut dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat
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penyalahgunaan wewenamgréng-dong), ataupun berupa biaya pengawasan
yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Mengurangi biaya modalc@st of capitdl, yaitu sebagai dampak dari
pengelolaan perusahaan yang baik sehingga menyebabkan tingkat bunga atas
dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring
dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra
perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.

4. Menciptakan dukungan paratakeholder dalam lingkungan perusahaan
terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang
diambil perusahaan, karerstakeholdermendapat jaminan dan manfaat
maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan

kemakmuran dan kesejahteraan.

2.2.5 Penerapan Good Corporate Governamzda BUMN

Secara umum, struktugovernancepada BUMN tidak jauh berbeda
dengan perusahaan swasta lainnya di Indonesia yang melibatkan beberapa
stakeholderkunci yang menjaga kepentingan publik. Yang membedakan antara
perusahaan sektor swasta dengan BUMN yaitu terletak gia@@holdersya.
BUMN merupakan perusahaan yang berfungsi sebagai pengelola kekayaan negara
dan juga untuk melayani kepentingan publik, mskareholdersya diwakili oleh
pemerintah. Setiap BUMN akan melibatkan tiga departemen atau lembaga lainnya
yang mewakili kepentingan pemerintah, yaitu Kementerian BUMN, Kementerian
Keuangan dan Kementerian Teknis. Ketiga kementerian tersebut dianggap sebagai
bagian dari suatu mekanisme yang mewakili kepentingan pemerintah dalam
pengelolaan BUMN. Kementerian Teknis akan berbeda-beda untuk setiap BUMN
yang disesuaikan dengan karakteristik dan jenis usaha atau industrinya. Sebagai
contoh, untuk BUMN yang bergerak di bidang eksplorasi minyak bumi dan gas
alam seperti Pertamina, maka departemen teknis yang terlibat adalah Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sedangkan untuk BUMN pada
industri keuangan seperti Bank Mandiri maka departemen teknis lain yang terlibat
adalah Bank Indonesia (Syakhroza, 2005).
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Untuk implementasi penerapan GCG pada BUMN, pemerintah telah
mengeliarkan peraturan yaitu Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-
MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN dan telah
disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada
BUMN. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka BUMN wajib
menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan serta menjadi dasar
operasioanl perusahaan. Dengan berdasarkan pada peraturan tersebut, BUMN
wajib membentuk Komite Audit yang bertugas untuk membantu Dewan
Komisaris dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dan juga Sekretaris
Perusahaan. Selain itu, Direksi wajib menyelenggarakan manajemen risiko, sistem
pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi di dalam perusahaan.
Direksi juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pengawasan internal dengan
membentuk Satuan Pengawasan Internal. Satuan Pengawasan Internal tersebut
berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal,
manajemen risiko, proses tata kelola perusahaan dan efisiensi dan efektivitas
kegiatan-kegiatan operasional perusahaan.

Implementasi GCG di lingkungan BUMN juga mewajibkan untuk
memiliki Statement of Corporate Intef6Cl) yang merupakan komitmen dari
Direksi kepada pemegang saham dalam bentuk perjanjian yang menekankan peran
dan tanggung jawabnya serta di dukung oleh Dewan Komisaris dalam mengelola
perusahaan. Penerapan GCG pada BUMN wajib dilakukan pengukurang dengan
melakukan penilaian aésessmept untuk mengidentifikasi pelaksanaan dan
penerapan GCG di BUMN dan evaluasinya secara berkala setiap dua tahun.
Pelaksanaan penilaian tersebut dilakukan oleh peasae&sgrindependen yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses pengadaan barang dan jasa atau

juga menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.

2.2.6 Good Corporate Governandan Kinerja Perusahaan
Esensi GCG adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui adanya
supervisi atau pemantauan atas kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas dari

manajemen terhadap para pemangku kepentingan yang berdasarkan pada
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peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan diterapkannya GCG pada perusahaan
makadapat meningkatkan kinerja perusahaan karena adanya keseimbangan antara
pengawasan dan pengelolaan perusahaan (Daniri, 2005). Biaya agensi yang
timbul untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan dapat
dikurangi dengan adanya tata kelola yang baik. Selain itu juga dengan
diterapkannya tata kelola yang baik akan dapat mengurangi biaya roostab{
capital) sehingga akan dapat memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham.
Tujuan akhir dari penerapan GCG adalah memaksimalkan nilai pemegang
saham ghareholders melalui peningkatan kinerja perusahaan dan juga dapat
meningkatkan citra perusahaan. Nilai atau hasil yang diperoleh oleh para
pemegang saham dapat diukur dengan tingkat pengembalian ekuité&eatau
on Equity(ROE). ROE menjadi satu ukuran yang tepat dari segi akuntansi dan
ukuran atas hasil akhir kinerja yang sebenarnya (Ross, Westerfield & Jeffre,
2010). ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

. Net Income
e T8 &

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuktikan bahwa penerapan GCG
pada perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian-penelitian
yang menunjukan bahwa penerapan GCG mempengaruhi kinerja perusahaan
dengan ukuran ROE terdapat pada tabel 2.1. Berdasarkan beberapa penelitian
tersebut maka menunjukkan bahwa penerapan GCG dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan terutama kinerja operasional perusahaan dengan ukuran ROE dengan
asumsi tanpa melihat faktor-faktor lainnya. Hal ini berarti bahwa semakin
efektifnya penerapan GCG di suatu perusahaan maka kinerja perusahaan juga
akan semakin meningkat. Oleh karena itu, kinerja perusahaan yang meningkat

akan juga meningkatkan nilai dari pemegang saham.
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Tabel 2.1
Penditian-Penelitian Hubungan Good Corporate Governanagengan ROE

Nama Peneliti Judul Penelitian Penditian
Darmawati, HubungarCorporate | = Tujuan Penelitian adalah untuk menguji hubungain
Khomsiyah dan | Governancalan variabelcorporate governancéCG) terhadap
Rahayu (2005) Kinerja Perusahaan kinerja perusahaan.

= Sampel Penelitian adalah perusahaan-perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2001
dan 2002 dengan kriteria masuk ke dalam
pemeringkatan penerapan CG yang dilakukan ol¢h
The Indonesian Institute for Corporate Governance
(IICG), yaitu sebanyak 53 perusahaan (21
perusahaan tahun 2001 dan 32 perusahaan tahun
2002).
= Variabel penelitian terdiri variabel dependen yaitu
kinerja perusahaan menggunakabin’s Quntuk
ukuran kinerja pasar dan ROE untuk ukuran kinefja
operasional pasar. Variabel independen adalah CG
yang diukur berdasarkan kritei@orporate
Governance Perception IndégGP1I). Variabel
kontrol yaitu komposisi aktiva perusahaan,
kesempatan pertumbuhan dan ukuran perusahaan.
= Hipotesis penelitian adalah terdapat hubungan
positif antara penerapan CG dengan perusahaan.
= Hasil penelitian adalah CG mempengaruhi ROE
tetapi tidak mempengaruhi satupun variabel kontfol,
dan CG maupun variabel kontrol tidak
mempengaruhi kinerja pasar perusahaan.

Tutun Sugiharto | Hubungan Antara = Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan

(2009) Kepemilikan mengenai hubungan antara kepemilikan manajerial,
Manajerial,Return on ROE, NPM darTobin’s Qdengan penerapan GCG
Equity (ROE),Net yang diukur melalui CGPI.

Profit Margin = Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdgftar
(NPM), danTobin’s di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2002-
Q dengarGood 2006 dan memiliki indeks penerapan CG yang
Corporate dilakukan oleh 1ICG dari tahun 2002-2006 (75
Governancgada perusahaan untuk periode 2002-2006 yaitu 29
Perusahaan yang perusahaan yang berbeda setiap tahunnya).
terdaftar di Bursa = Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu
Efek Indonesia kepemilikan manajerial, ROE, NPM daobin’'s Q

Variabel terikat yaiti penerapan GCG yang diukur
dengan nilai indeks CGPI melalui indeks IICG.
= Hipotesis penelitian adalah: (a) Terdapat hubungan
positif antara kepemilikan manajerial dengan
penerapan GCG yang diukur melalui CGPI, (b)
Terdapat hubungan positif antara ROE dengan
penerapan GCG yang diukur melalui CGPI, (c)
Terdapat hubungan positif antara NPM dengan
penerapan GCG yang diukur melalui CGPI, dan |(d)
Terdapat hubungan positif antarabin’s Qdengan
penerapan GCG yang diukur melalui CGPI.
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Tabel 2.1
Penditian-Penelitian Hubungan Good Corporate Governanaengan ROE
(Sambungan)

No.

Nama Peneliti Judul Penelitian Penditian

= Hasil penelitian ini adalah: (a) Terdapat hubungan
positif antara kepemilikan manajerial dengan
penerapan GCG yang diukur melalui CGPI, (b)
Terdapat hubungan positif antara ROE dengan
dengan penerapan GCG yang diukur melalui CGPI,
(c) Tidak terdapat hubungan positif antara NPM
dengan penerapan GCG yang diukur melalui CGPI,
dan (d) Terdapat hubungan negatif anfeshin’s Q
dengan penerapan GCG yang diukur melalui CGPI.

Tatap Maria Any | Pengaruh Penerapar) = Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan

Napitu (2011) Good Corporate mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap
Governance kinerja akuntansi dan nilai perusahaan diukur
Terhadap Kinerja melalui CGPI.

Perusahaan Yang = Sampel penelitian adalah seluruh perusahaan publik

Terdaftar pada Bursa  yang terdaftar dindonesian Capital Market

Efek Indonesia Directory (ICMD) untuk periode tahun 2007 yang
memiliki Corporate Governance Ind€<Gl) dari
lembaga IICD (139 perusahaan).

= Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen
yaitu kinerja akuntasi yang diukur menggunakan
ROE dan nilai perusahaan yang diukur
menggunakairice to Book ValugPBV). Variabel
independen yaitu CG yang diukur melalui CGlI.
Variabel kontrol adalah pertumbuhagrgwth), dan
ukuran perusahaasize.

= Hipotesis penelitian adalah CGI berpengaruh positif
terhadap ROE dan CGI berpengaruh positif terhgdap
PBV.

» Hasil penelitian adalah CGI memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap ROE tetapi tidak
mempengaruhi variabel kontrol dan CGI maupun
variabel kontrol tidak mempengaruhi nilai
perusahaan.

Sumber: Telah diolah kembali dari Hasil Penelitian

2.3 PeranAudit Internal Terhadap Corporate Governance

Audit internal merupakan bagian intergral dan komponen penting dari
kerangka tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, audit internal memiliki peranan
yang sangat penting dalam meningkatkan penerapan GCG pada perusahaan. II1A
telah menetapkan peran audit internal dalam proses tata kelola yang terdapat pada
SPPIA Performance Standard 2110 yang menyatakan bahwa aktivitas audit

internal dalam proses tata kelola yaitu harus menilai dan memberikan
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rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola dalam mencapai

tujuantujuan berikut:

a) Meningkatkan etika dan nilai-nilai yang sesuai dalam organisasi.

b) Memastikan kinerja manajemen dan akuntabilitas organisasi yang efektif.

c) Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian kepada bidang-
bidang yang sesuai di dalam organisasi.

d) Mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi di antara
Dewan Komisaris, auditor eksternal dan internal, serta manajemen.

Dengan adanya perubahan atas GCG serta dikeluarkannya SOX pada
tahun 2002 telah memperluas dan memperkuat peran audit internal dalam
meningkatkan proses tata kelola perusahaan. Saat ini organisasi telah diwajibkan
untuk memiliki fungsi audit internal yang bertanggung jawab dan bekerja sama
kepada Komite Audit serta dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi.
Perbedaan antara peran audit internal sebelum dan sesudah adanya perubahan
GCG dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Perbandingan Peran Audit Internal Sebelum dan Sesudah Perubahan
Corporate Governance

Sebelum Perubahan CG Seelah Perubahan CG
Sukarela fungsi audit internal Fungsi audit internal yang wajib
Fungsi audit internal secara outsourcing | Fungsi audit internal berdasarkan

tujuannya
Jasa audit terhadap manajemen Menyediakan jasa keyakinan dan

konsultasi terhadap area-area
manajemen risiko, pengendalian internal,
pelaporan keuangan, dan tata kelola

perusahaan.
Ketidakcukupan sumber daya dan Kecukupan sumber daya dan wewenang
organisasi
Pengawasan fungsi audit internal yang | « Pengawasan oleh Komite Audit
tidak tepat « Tanggung jawab pelaporan terhadap

Komite Audit

Kurangnya kerjasama dengan eksternal | Kerjasama yang baik dengan eksterna|
auditor auditor
Dianggap sebagai “mata dan telinga” Dianggap sebagai “mata dan telinga”
manajemen Komite Audit

Sumber: Rezae€orporate Governance and Ethjd2009, p.229)
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Menurut Marks (2007), audit internal berperan untuk meriview kebijakan,
proses dan praktik tata kelola dapat dilakukan dengan dua cara vyaitu: (a)
memberikan keyakinaragsurancgbahwa kebijakan dan praktek tata kelola telah
berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi termasuk
kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan (b)
memberikan jasa konsultasi untuk membantu manajemen dalam implementasi dan
meningkatkan proses tata kelola yang telah ada. Pada organisasi yang telah
memiliki struktur tata kelola yang baik, audit internal lebih berperan dalam
memberikan keyakinan atas kebijakan dan proses tata kelola yang efektif dan
sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan bagi organisasi yang sedang
dalam proses pengembangan tata kelola, peran audit internal akan lebih efektif
sebagai konsultan.

Demikian juga menurut Gramling (2006) yang menguitfp a position
paper “Organizational Governance: Guidance for Internal Auditorgéran audit
internal dalam proses tata kelola adalah memberikan keyalasanrénce dan
konsultasi agar proses dan fungsi tata kelola yang telah dirancang dan ditentukan
telah berjalan dengan efektif. Dalam menjalankan perannya sebagai pemberi
keyakinan (assurangeersebut, yang harus dilakukan oleh audit internal yaitu:

a) Mengevaluasi apakah komponen tata kelola yang ada di dalam organisasi
telah bekerja atau berjalan bersama sesuai dengan yang diharapkan.

b) Menganalisi tingkat transparansi dari laporan yang merupakan bagian dari
struktur tata kelola

c) Membandingkan dengdest practicedari tata kelola.

d) Mengidentifikasi kepatuhan terhadap kode tata kelola yang diakui dan
berlaku.

Audit internal juga lebih baik berperan sebagai katalis untuk perubahan,

memberikan nasihat atau mendukung dalam meningkatkan proses tata kelola

suatu organisasi.

Untuk dapat meningkatkan perannya dalam proses tata kelola, rencana
audit harus disusun dan dikembangkan berdasarkan penilaian risiko yang dihadapi
oleh organisasi. Oleh karena itu, seluruh proses tata kelola harus dipertimbangkan

dalam penilaian risiko organisasi. Rencana audit harus mencakup proses tata
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kelola yang memiliki risko tinggi dan juga proses atau area risiko yang diminta

oleh manajemen eksekutif dan Dewan Komisaris. Tata kelola yang efektif juga

bergantung pada pengendalian internal dan komunikasi efektivitas pengendalian
tersebut kepada dewan, karena pengendalian merupakan tindakan yang diambil
untuk mengelola risiko agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Menurut

Marks (2007), saat menentukan perencanaan audit baik sebagai pemberi

keyakinan atau konsultan dalam tata kelola, auditor internal harus memperhatikan

hal-hal berikut:

a) Setuju akan definisi dari tata kelola untuk mendukung definisi dari ruang
lingkup pelaksanaan audit yang akan dilaksanakan.

b) Menentukan apakah tujuan utama dari pelaksanaan audit adalah memberikan
keyakinan atau sebagai konsultan, atau kombinasi dari keduanya.

c) Mendefinisikan ruang lingkup pelaksanaan audit dalam tata kelola, hanya
terbatas untuk meriview aktivitas-aktivitas tertentu atau menilai aktivitas tata
kelola secara keseluruhan.

d) Memastikan kecukupan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk
melaksanakan pekerjaan audit.

e) Mengkomunikasikan rencana penugasan dan memastikan semua yang terlibat
memahami perannya.

Dengan demikian rencana audit tersebut harus mendefinisikan secara jelas
mengenai sifat pekerjaan yang akan dilakukan, proses tata kelola yang dituju, dan
sifat penilaian yang akan dibuat. Apabila ditemukannya kelemahan dari
pengendalian atau proses tata kelola yang belum sempurna, maka CAE dapat
mempertimbangkan metode yang berbeda untuk meningkatkannya melalui jasa
konsultasi. Penilaian audit internal terhadap proses tata kelola dapat didasarkan
pada informasi yang diperoleh dari berbagai penugasan audit dari waktu ke waktu.
Selama tahap perencanaan, evaluasi dan pelaporan, audit internal harus peka
terhadap sifat dan konsekuensi potensial dari hasil penilaian dan memastikan

komunikasi yang tepat dengan dewan dan manajemen eksekutif.
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2.4 Manajemen Risiko
2.4.1 Pengrtian Risiko

Menurut Peter L. Bernstein dalam Pickett (2005), kata ‘risiko’ berasal dari
bahasa italia yang berarti ‘berani’. Oleh karena itu, risiko adalah sebuah pilihan
yang daripada sebuah nasib. Tindakan yang diambil untuk menghadapi risiko
tersebut akan bergantung pada kebebasan untuk menentukan pilihan berdasarkan
informasi yang diketahui mengenai risiko tersebut.

Menurut The Institute of Risk Managemer(fRM), risiko dapat
didefinisikan sebagai kombinasi dari probabilitas kejadian dan konsekuensinya.
Dalam semua jenis usaha, terdapat potensi untuk peristiwa dan konsekuensi yang
merupakan suatu peluang untuk manfaat (sisi atas) atau ancaman terhadap
keberhasilan (sisi bawah).

Menurut llA, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang
akan berdampak pada pencapaian suatu tujuan. Risiko dapat diukur dalam hal
dampak dan kemungkinan terjadinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu peristiwa
yang merupakan kombinasi dari probablitas atas suatu kejadian dan
konsekuensinya yang mungkin dapat terjadi sehingga akan berdampak atas
tercapainya suatu tujuan. Risiko bukanlah sebuah nasib tapi merupakan suatu

pilihan yang dapat diukur terutama dampak dan kemungkinan terjadinya.

2.4.2 Risiko-Risiko Dalam Industri Minyak dan Gas Bumi
Industri minyak dan gas bumi memiliki karakteristik dan sifat yang

kompleks dan berbeda dengan industri lainnya. Industri minyak dan gas bumi
membutuhkan dana yang besar dan teknologi yang tinggi. Adapun kegiatan usaha
minyak dan gas bumi terdiri dari:
1. Kegiatan usaha hulu, yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi.
2. Kegiatan usaha hilir, yang mencakup pengelolahan, pengangkutan,

penyimpanan, dan niaga atau pemasaran.
Oleh karena itu, persiapan yang cermat harus dilakukan untuk menghindari risiko-
risiko yang timbul dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Universitas Indonesia

Analisis peranan..., Sartika Dwi Waracanova, FE Ul, 2012



36

Risiko-risiko yang melekat dalam industri minyak dan gas bumi menurut
BAPEPAM-LK melalui Surat Edaran No. SE-02/BL/2008 tanggal 31 Januari

2008 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten

atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah

sebagai berikut:

1. Risiko Umum

Risiko umum terdiri dari:

a. Risiko pasar dan ketidakstabilan harga

Berfluktuasinya harga minyak dan gas bumi dunia akan berpengaruh

secara langsung terhadap industri eksplorasi dan produksi yang

dijalankan oleh perusahaan serta pendapatan dari penjualan minyak dan

gas bumi.

b. Risiko berfluktuasinya nilai tukar rupiah

Nilai tukar rupiah dapat berfluktuasi dan terlihat dari beberapa sisi, antara

lain:

1)

2)

3)

4)

5)

Depresiasi rupiah dapat berakibat buruk terhadap perusahaan. Hal ini
dikarenakan sebagian besar perusahaan minyak dan gas bumi
membutuhkan peralatan berat serta teknologi perdagangan yang
diimpor.

Bagi perusahaan minyak dan gas bumi yang mengandalkan pasar
lokal sebagai komponen utamanya, depresiasi rupiah akan
menyebabkan penurunan penjualan yang sebagai akibat dari
melemahnya daya beli masyarakat.

Depresiasi rupiah dapat merugikan perusahaan yang memiliki hutang
dalam mata uang asing yang jumlahnya cukup material.

Dari sisi lain, depresiasi rupiah dapat menguntungkan bagi
perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor.

Sedangkan apresiasi rupiah pada sisi sebaliknya dapat berpengaruh
terhadap perusahaan yang mengandalkan penjualan pada pasar

ekspor.

Universitas Indonesia

Analisis peranan..., Sartika Dwi Waracanova, FE Ul, 2012



37

Risiko persaingan

Senakin banyaknya pesaing dalam bidang usaha minyak dan gas bumi
maka dapat mengurangi pangsa pasar perusahaan serta akhirnya dapat
mengurangi pendapatan perusahaan.

Risiko kebijakan pemerintah

Perubahan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah dari waktu ke waktu
dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan juga dapat
mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan. Selain itu, dengan berlakunya
Undang-Undang Otonomi Daerah maka terdapat biaya tambahan yang
harus ditanggung oleh perusahaan.

Risiko bencana alam

Dikarenakan kegiatan utama perusahaan dilakukan di alam terbuka,
sehingga kondisi alam pada tempat penambangan berpengaruh secara
langsung terhadap aktivitas perusahaan. Dengan terjadinya bencana alam
seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau badai dapat menimbulkan
kerugian secara material terhadap perusahaan. Kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana alam tersebut diantaranya adalah rusaknya
fasilitas penambangan dan jatuhnya korban jiwa.

Risiko leverage

Risiko leverage adalah risiko-risiko yang berhubungan dengan kewajiban
perusahaan karena pendanaan yang berasal dari luar perusaie@mi(
financing).

Risiko kapasitas yang menganggur

Risiko kapasitas yang menganggur adalah risiko penggunaan sumber

daya yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Risiko Khusus

Risiko khusus dalam industri minyak dan gas bumi terdiri dari:

a.

Risiko eksplorasi, pengembangan dan produksi, dan operasi
Kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi serta operasi memiliki
beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan

dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, antara lain:
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1) Risiko Eksplorasi
Kegatan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan memiliki risiko
yang tinggi yaitu kemungkinan ditemukannya atau tidak sumber
tambang baru. Akan tetapi, walaupun ditemukannya sumber
tambang baru tersebut belum tentu dapat memberikan tingkat
keuntungan secara komersial terhadap perusahaan.

2) Risiko Pengembangan dan Produksi
Beberapa risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatan
pengembangan dan produksi antara lain risiko terhadap terjadinya
ledakan, kebocoran, pencemaran lingkungan, dan kerusakan fasilitas
produksi yang dijalankan oleh perusahaan.

3) Risiko Operasi
Dalam pengoperasian dari penambangan atau pengeboran minyak
dan gas bumi sangat dipengaruhi oleh beberapa risiko antara lain
risiko ledakan, kebakaran sumur minyak dan gas, runtuhnya situs
pertambangan, pencemaran lingkungan, dan bencana lain yang dapat
merugikan perusahaan. Apabila risiko-risiko tersebut terjadi, akan
menimbulkan korban jiwa, kerusakan lokasi penambangan,
kerusakan ring pengeboran, kerusakan sumur minyak dan gas,
bendungan, dan fasilitas produksi lainnya.

b. Risiko cadangan bahan tambang
Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tidak
memungkinkan untuk diperbaharui lagi. Oleh karena itu, salah satu risiko
yang dihadapi oleh perusahaan yang bergerak dalam industri
pertambangan minyak dan gas bumi yaitu berkurangnya cadangan yang
ada sehingga diperlukan usaha yang berkelanjutan untuk menambah dan
menggantikan cadangan yang ada.

c. Risiko yang berhubungan dengan siklus kontrak penambangan
Perusahaan dapat menghadapi risiko tidak diperpanjangnya kontrak
penambangan serta izin terkait yang digunakan untuk dapat melakukan
kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi.
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Risiko dampak lingkungan

Uséha dan bisnis perusahaan sangat tergantung pada beberapa undang-
undang dan peraturan yang mengatur mengenai eksplorasi,
pengembangan, produksi bahan tambang, serta dampak lingkungan dan
keselamatan kerja. Pembuangan sisa minyak dan gas atau limbah dari
bahan pertambangan lain dapat mengakibatkan pencemaran terhadap
udara, tanah, dan air sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap
negara dan atau pihak ketiga dan perusahaan harus mengganti rugi atas
kerusakan yang ditimbulkan.

Risiko yang berhubungan dengan BP MIGAS

BP MIGAS adalah pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (Kontraktor KKS) dalam menjalankan kegiatan eksplorasi,
eksploitasi dan pemasaran minyak dan gas bumi Indonesia. BP MIGAS
menandatangani kontrak bagi hasil dengan perusahaan energi pada area
tertentu dan akan memperoleh persentase dari hasil produksi atas lada-
ladang pada area tertentu sesuai yang tertera di dalam kontrak tersebut.
Kontrak bagi hasil tersebut berisi persyaratan-persyaratan yang spesifik
antara lain mengenai kualitas dari jasapital expendituredan status
hukum dari kontraktor. Apabila perusahaan gagal untuk memenuhi
persyaratan yang telah disetujui di dalam kontrak, maka akan
mengakibatkan kerugian material yang dapat mempengaruhi kinerja
keuangan, dan akhirnya dapat mempengaruhi operasi dan prospek
perusahaan.

Perusahaan harus mendapatkan persetujuan BP MIGAS untuk
dapat melakukan aktivitas yang berhubungan dengan produksi bagi hasil,
termasuk eksplorasi, pengembangan, produksi, pengeboran, operasional
lainnya, penjualan minyak dan gas, pengangkatan tenaga kerja serta
untuk mengakhiri perjanjian. Seluruh fasilitas, properti, dan peralatan
yang dibeli dan digunakan oleh perseroan dalam rangka kontrak
merupakan milik BP MIGAS. Selain itu juga, BP MIGAS dapat
membuat kebijakan berupa tidak diberikannya wilayah-wilayah kerja

baru atau tidak diperpanjangnya lagi kontrak-kontrak pada wilayah-
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wilayah kerja yang sekarang. Hal ini dapat mengurangi kegiatan
pengeboma dan membatasi kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan
gas bumi oleh perusahaan.

f. Risiko-risiko lain
Risiko-risiko lainnya antara lain klaim asuransi, kemampuan untuk
mengelola program ekspansi, tenaga kerja, teknologi, tidak tercapainya

proyek, dan distribusi.

2.4.3 Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Pickett (2005), manajemen risiko adalah sebuah proses yang
dinamis untuk mengambil semua tahapan yang sesuai untuk mengetahui dan
menangani risiko yang berdampak pada tujuan perusahaan.

Setiap perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya akan menghadapi
suatu ketidakpastian atau risiko. Menurut Moeller (2009), manajemen risiko
merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan asuransi yaitu seorang
individu atau perusahaan menggunakan mekanisme asuransi untuk menyediakan
perlindungan atas berbagai risiko.

MenurutThe Committee of Sponsoring Organizati@g@®SO0),Enterprise
Risk Managemen{manajemen risiko perusahaan) adalah suatu proses yang
dilakukan oleh Direksi, manajemen dan personil lainnya di dalam perusahaan,
diterapkan dalam menetapkan strategi dan di seluruh perusahaan, dirancang untuk
mengidentifikasi  peristiwa-peristiwva potensial yang dapat mempengaruhi
perusahaan dan mengelola risiko yang terdapat das&nappetite(selera risiko),
untuk menyediakan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan
perusahaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah
suatu konsep yang berkaitan dengan asuransi dan sebuah proses yang dinamis
yang dilakukan oleh Direksi, manajemen dan personil lainnya di dalam
perusahaan yang diterapkan dalam menetapkan strategi di seluruh perusahaan.
Proses tersebut dirancang dengan mengambil semua tahapan yang sesuai untuk
mengetahui dan mengidentifikasi risiko atau peristiwa-peristiwa yang potensial

yang dapat mempengaruhi perusahaan serta mengelola atau menangai risiko yang
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terdapat dalamisk appettite(selera risiko) agar tujuan perusahaan dapat tercapai.
Selain itu juga, manajemen risiko menyediakan keyakinan yang memadai atas

pencapaian perusahaan.

2.4.4 Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko yang efektif dibangun dengan beberapa tahap
dan harus diimplementasikan pada seluruh tingkatan di dalam perusahaan serta
didukung oleh seluruh pihak di dalam perusahaan. Menurut Moeller (2009),
proses manajemen risiko yang efektif terdiri dari empat tahap, yaitu:
1. Identifikasi Risiko Risk ldentification)

Manajemen harus berusaha untuk mengidentifikasi semua
kemungkinan risiko yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan
perusahaan, mulai dari risiko bisnis keseluruhan yang besar atau lebih
signifikan kemudian turun ke risiko yang kurang begitu penting berpengaruh
terhadap proyek individual atau unit bisnis terkecil. Proses identifikasi risiko
membutuhkan sebuah pembelajaran, yaitu pendekatan secara hati-hati untuk
melihat risiko potensial di berbagai area operasional kemudian
mengidentifikasi lebih banyak terhadap area-area yang memiliki risiko
signifikan yang dapat mempengaruhi berbagai operasi dalam jangka waktu
yang wajar. Proses identifikasi risiko harus terjadi pada berbagai tingkat
dengan memahami bahwa sebuah risiko dapat mempengaruhi unit bisnis
secara individual atau proyek yang tidak memiliki dampak yang besar
terhadap perusahaan.

Salah satu cara yang terbaik untuk memulai proses identifikasi risiko
adalah dengan bagan organisasi tingkat tertinggi pada tingkat korporat
maupun unit operasi. Agar proses indentifikasi berjalan secara efektif adalah
dengan mengidentifikasi orang-orang di semua tingkat perusahaan yang
bertugas sebagai penilai risikask assessQr Manajemen harus meriview
risiko-risiko yang telah teridentifikasi dan menyoroti risiko-risiko yang lebih
mempengaruhi perusahaan. Setelah itu, perusahaan harus menyiapkan daftar
akhir dari risiko-risiko yang telah teridentifikasi tersebut secara keseluruhan

dan secara unit organisasi yang spesifik.
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2. Penilaian RisikoRisk Assessment

Setelah mengidentifikasi risiko-risiko perusahaan yang signifikan, langkah

selanjutnya adalah menilai kemungkinan dan signifikansi atas risiko-risiko

tersebut. Penilaian risiko dilakukan untuk membantu manajemen dalam

memutuskan urutan risiko-risiko yang menjadi fokus utama. Berbagai

pendekatan dapat digunakan dalam menilai risiko, mulai dari pendekatan

kualitatif dan analisis kuantitatif secara matematis. Dalam melaksanakan

penilaian risiko, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

Probabilitas dan Ketidakpastian

Saat sejumlah besar risiko telah diidentifikasi, manajemen harus
melakukan estimasi atas kemungkinan dan terjadinya risiko-risiko
tersebut. Dalam proses penilaian risiko, manajemen harus melihat lebih
dalam dan mengumpulkan informasi yang lebih banyak terhadap risiko-
risiko yang telah teridentifikasi tersebut. Tambahan informasi akan
diperlukan sebelum semua risiko-risiko yang telah teridentifikasi tersebut
dapat dinilai secara akurat.

Risk Interdepencie@<etergantungan Risiko)

Ketergantungan risiko harus selalu dipertimbangkan dan dievaluasi oleh
seluruh struktur organisasi perusahaan. Walapun perusahaan harus
memperhatikan risiko pada seluruh tingkat perusahaan, akan tetapi
pengendalian yang lebih atas risiko di dalam lingkup usahanya sendiri.
Setiap unit operasi bertanggung jawab untuk mengelola risikonya sendiri
tetapi dapat merupakan suatu konsekuensi dari peristiwa risiko pada unit
diatasnya atau dibawahnya di dalam struktur organisasi.

Risk Ranking (Peringkat Risiko)

Setelah perusahaan memiliki daftar atas risiko-risiko yang telah
teridentifikasi, selanjutnya adalah melakukan estimasi atas signifikansi
dan kemungkinannya. Estimasi tersebut dilakukan dengan menghitung
peringkat atas risiko-risiko tersebut dan mengidentifikasi risiko yang
paling signifikan di dalam perusahaan. Manajemen harus

mengidentifikasi dengan menilai risiko dari unit per unit untuk
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memastikan bahwa estimasi kemungkinan dan signifikansi risiko yang

sesuatelah dilakukan di seluruh perusahaan.

3. Analisis Risiko Risk Analysis
Berdasarkan hasil dari penilaian risiko-risiko yang telah diidentifikasi serta
peringkatnya, selanjutnya adalah melakukan analisis atas risiko-risiko
tersebut. Analisis risiko dilakukan untuk memperkirakan dampak biaya yang
ditimbulkan dari risiko-risiko yang telah teridentifikasi dan kemudian
menetapkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurangi risiko tersebut.
Dalam melakukan analisis risiko juga menentukan tindakan antisipasi dan
perbaikan yang akan diambil apabila risiko tersebut terjadi. Hasil analisis
risiko tersebut dapat dimasukkan ke dalam perencanaan perusahaan sehingga
tindakan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut
dapat diambil serta menyiapkan anggaran yang diperlukan apabila risiko

tersebut memang terjadi.

4. Pengawasan Risikdr{sk Monitoring)
Perusahaan harus melakukan pengawasan dan penyesuaian secara langsung
sesuai kebutuhan atas risiko-risiko yang telah teridentifikasi tersebut serta
dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan
lingkungan sehingga dapat berpengaruh terhadap penilaian risiko. Oleh
karena itu, penilaian risiko tidak cukup jika hanya dilakukan satu kali saja.
Pengawasan risiko tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang bertanggung

jawab atas suatu proses atau pihak lain yang independen.

2.4.5 COSO Enterprise Risk Management — Integrated Framework

The Committee of Sponsoring OrganizatioGOSO) menerbitkan
metodologi risiko perusahaan yaitu COSEhterprise Risk Management
Integrated FrameworKCOSO ERM) pada bulan September 2004. COSO ERM
adalah sebuah kerangka dasar untuk membantu perusahaan secara konsisten
dalam mendefinisikan risiko-risikonya. COSO ERM merupakan salah satu model
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yang digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan pengendalian internal

yangmenjadi dasar dalam mematuhi SOX section 404.

COSO ERMframeworkdigambarkan dengan menggunakan model kubus
tiga dimensi, seperti pada gambar 2.1. Model COSO ERM framework tersebut
terdiri dari:

a. Dimensi pertama, vyaitu bagian atas yang menggambarkan dan
mempresentasikan tujuan strategi dari manajemen risiko perusahaan. Dengan
kerangka manajemen risiko tersebut, perusahaan diarahkan untuk mencapai
tujuannya dalam empat kategori, yaitu:

1. Strategik Gtrategig, merupakan tujuan perusahaan pada tingkat tertinggi
yaitu sejalan dengan dan mendukung misi perusahaan.

2. Operasi QOperation3, yaitu menggunakan sumber daya dengan efektif
dan efisien.

3. Pelaporan (Reporting), yaitu keandalan pelaporan yang dihasilkan oleh
perusahaan.

4. Kepatuhan (Compliangeyaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan
dan hukum yang berlaku.

b. Dimensi kedua, yaitu bagian samping yang menggambarkan struktur
organisasi suatu perusahaan. Struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari
tingkat entitas kantor pusat sampai anak perusahaan dalam melaksanakan
proses manajemen risiko. Bagian ini tergantung dari ukuran suatu
perusahaan.

c. Dimensi ketiga, yaitu bagian depan yang menggambarkan delapan komponen

dari manajemen risiko di dalam perusahaan.

Gambar 2.1
COSO Enterprise Risk Management — Integrated Framework

Sumber: MoellerBrink’'s Modern Internal Auditing(2005, p.126)
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2451 Komponen COSO Enterprise Risk Management — Integrated

Framework

Komponen-komponen dari kerangka COE@terprise Risk Management

(ERM) adalah sebagai berikut:

1.

Lingkungan Internallfiternal Environment

Lingkungan internal merupakan komponen tingkat teratas dalam COSO

ERM, dan hampir sama dengan bagian atas dalam struktur organisasi yaitu

Chief Executive Office(CEQ) yang ditunjuk sebagai kepala suatu fungsi di

perusahaan. Lingkungan internal merupakan dasar dari seluruh komponen
lainnya dalam model manajemen risiko suatu perusahaan, yang dapat

mempengaruhi bagaimana strategi dan tujuan harus dibangun, bagaimana

risiko yang berhubungan dengan aktivitas bisnis distrukturisasi, dan
bagaimana risiko-risiko diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Komponen lingkungan internal terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

a. Filosofi Manajemen Risiko

Filosofi manajemen risiko merupakan sikap dan keyakinan bersama yang
menjadi karakteristik bagaimana perusahaan memperhatikan risiko dalam
segala hal. Dan juga sikap yang harus mengijikan para pemangku
kepentingan pada semua tingkat untuk menanggapi usulan dan
kemungkinan risiko tertinggi di dalam perusahaan.

Selera Risiko (Risk Appetite)

Selera risiko adalah jumlah risiko suatu perusahaan yang dapat diterima
dalam mencapai tujuannya. Jumlah risiko tersebut dapat diukur secara
kuantitatif dan kualitatif, akan tetapi semua manajemen harus memiliki
pemahaman yang umum terhadap keseluruhan selera risiko perusahaan.
Sikap Direksi dan Dewan

Dewan Komisaris dan komite mempunyai peranan yang sangat penting
dalam mengawasi dan membimbing lingkungan risiko sebuah
perusahaan. Pihak yang independen, diluar Direksi perusahaan harus
meriview tindakan manajemen, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan

melayani sebagai pengendalian checks dan balamta& perusahaan.

Universitas Indonesia

Analisis peranan..., Sartika Dwi Waracanova, FE Ul, 2012



46

Integritas dan Nilai-Nilai Etika

Elemen lingkungan pengendalian dalam manajemen risiko perusahaan
memerlukan lebih dari sekedar pedoman perilaku atau kode etik yang
telah dipublikasi termasuk pernyataan misi yang baik dan standar
integritas. Hal-hal tersebut dapat membantu untuk membangun budaya
yang kuat dalam membimbing perusahaan di seluruh tingkatan dan
membantu untuk membuat keputusan berdasarkan risiko.

Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Manajemen memutuskan
bagaimana tugas-tugas yang penting dicapai melalui pengembangan
strategi dan menempatkan orang yang tepat untuk melaksanakannya.
Dengan komitmen terhadap kompetensi yang kuat, manajer pada semua
tingkat harus mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuannya.
Struktur Organisasi

Sebuah perusahaan harus mengembangkan suatu struktur organisasi
dengan garis wewenang, tanggung jawab dam pelaporan yang sesuai
dengan jelas.

Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab

Komponen ERM ini mengacu pada sejauh mana wewenang dan
tanggung jawab diberikan atau didelegasikan. Semua individu di dalam
perusahaan harus mengetahui bahwa tindakannya dapat saling
berhubungan dan berkontribusi terhadap keseluruhan tujuan perusahaan.
Standar Sumber Daya Manusia

Praktik tentang mempekerjakan, pelatihan, kompensasi, promosi, disiplin
karyawan serta semua tindakan yang mengirimkan pesan mengenai hal-
hal yang disukai, ditoleransi dan dilarang di dalam perusahaan. Standar
yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan sumber daya
manusia dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan

ditegakkan.
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Penetapan Tujuai©pjective Setting)

Penetapan tujuan menguraikan kondisi-kondisi penting untuk
membantu manajemen menciptakan proses manajemen risiko perusahaan
yang efektif. Agar lingkungan pengendalian efektif, sebuah perusahaan harus
menetapkan serangkaian tujuan strategis yang sejalan dengan misi dan
meliputi aktivitas operasi, pelaporan dan kepatuhan. Misi merupakan
pernyataan umum yang sangat penting dalam merumuskan pernyataan tujuan
untuk mengembangkan strategi fungsional tertentu. Pernyataan misi harus
mendorong perusahaan untuk mengembangkan tujuan tingkat tinggi dan
kemudian membantu memilih dan mengimplementasikan tujuan-tujuan
operasional, pelaporan dan kepatuhan.

Perusahaan harus mendefinisikan risiko yang terkait dengan strategi
dan tujuan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus menentukan selera dan
toleransi terhadap risiko tersebut. Perusahaan harus menentukan tingkat risiko
yang dapat diterima dan memberikan peraturan mengenai toleransi risiko,
seberapa jauh penyimpangan yang dapat diterima dalam pengukuran tersebut.
Diawali dengan penetapan misi, penetapan tujuan dilakukan dengan
pendekatan sebagai berikut:

a. Mengembangkan tujuan strategi untuk mendukung pencapaian misi.

b. Menetapkan strategi untuk mencapai tujuan.

c. Mendefinisikan tujuan-tujuan yang terkait.

d. Mendefinisikan selera risiko untuk melengkapai strateqgi.

Dalam rangka mengelola dan mengendalikan risiko pada seluruh tingkatan,
perusahaan perlu menetapkan tujuan dan mendefinisikan toleransi terhadap
untuk terlibat dalam praktik-praktik yang berisiko dan kepatuhan terhadap

peraturan-peraturan.

Identifikasi PeristiwaEvent Identification)

Suatu peristiwva atau kejadian adalah insiden-insiden yang terjadi di dalam
perusahaan baik internal atau eksternal dapat mempengaruhi implementasi
strategi manajemen risiko perusahaan dan juga dalam mencapai tujuan.

Peristiwa-peristiwa tersebut harus diidentifikasi untuk membedakan antara
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risiko dan peluang. Perusahaan perlu mendefinisikan risiko yang signifikan

sec@a jelas sehingga dapat melakukan suatu pengawasan dan mengambil

beberapa tindakan yang memadai untuk mengatasi risiko tersebut. Dalam
melaksanakan proses identifikasi suatu peristiva dan kinerja, perusahaan
dapat menggunakamonitoring tools untuk mengawasi biaya, anggaran,
kualitas penilaian dan kepatuhan. Dalam melakukan proses pengawasan,
maka harus meliputi:

a. Peristiwva ekonomi eksternal, seperti kenaikan tingkat suku bunga pasar
dan kenaikan harga suatu komoditas seperti harga minyak yang dapat
mempengaruhi perekonomian.

b. Peristiwa lingkungan alam, seperti kebakaran, banjir atau gempa bumi
yang dapat mengakibatkan kerugian dalam mendapatkan bahan baku,
hancurnya fasilitas fisik atau tidak tersedianya sumber daya manusia.

c. Peristiwa politik, seperti diberlakukannya hukum dan peraturan baru
hasil dari pemilihan umum yang berisiko secara signifikan terhadap
perusahaan.

d. Faktor sosial, seperti suatu peristiwa gempa bumi yang mengakibatkan
perubahan populasi penduduk, dematografi dan sosial.

e. Peristiwa infrastruktur, seperti perubahan kebijakan pelayanan pelanggan
yang disebabkan karena banyaknya keluhan dari pelanggan.

f. Peristiwa yang berhubungan dengan proses internal, adanya perubahan
infrastruktur yang menyebabkan perubahan pada suatu proses utama.

g. Peristiwa teknologi eksternal dan internal, perubahan teknologi yang

dapat mempengaruhi perusahaan dalam setiap aktivitasnya.

Penilaian RisikoRisk Assessmgnt

Komponen COSO ERM penilaian risiko menyarankan agar perusahaan
memperhatikan dampak dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan risiko
yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian risiko
harus dilakukan dari dua perspektif yaitu kemungkinkkelihood) dan
dampak apabila risiko tersebut terjadi. Kemungkinhkel{hood) adalah

probabilitas bahwa suatu risiko akan terjadi. Penilaian yang dilakukan oleh
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manajemen atas kemungkinan terjadinya risiko tersebut dinyatakan dalam
tingkaan tinggi, medium atau rendah. Untuk mengembangkan estimasi
kemungkinan terjadinya risiko tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan
dengan cara kualitatif dan kuantitatif serta harus didukung dengan data yang
kuat. Sedangkan untuk estimasi atas dampak dari terjadinya suatu risiko lebih
mudah dilakukan karena akan mengikuti kemungkinan dari terjadinya risiko-
risiko tersebut.

Dalam melakukan proses penilaian risiko yang paling penting adalah
mempertimbangkan jenis dari risiko tersebut. Oleh karena itu, risiko-risiko
tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Risiko Bawaanlfherent Risk
Risiko bawaan adalah risiko yang melekat pada aktivitas-aktivitas
perusahaan. Risiko-risiko ini terdapat diluar kendali manajemen dan
biasanya berasal dari faktor-faktor eksternal.

b. Risiko ResidualResidual Risk
Risiko residual adalah risiko yang tersisa setelah manajemen menanggapi
atau merespon dan menerapkannya terhadap ancaman dari risiko

tersebut.

Tanggapan RisikaRisk Responge
Setelah dilakukannya penilaian dan identifikasi atas risiko-risiko yang
signifikan dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya
terhadap biaya dan manfaatnya, maka manajemen harus mengembangkan
strategi yang memadai untuk menanggapi risiko-risiko tersebut. Untuk
menanggapi risiko-risiko tersebut dapat dilakukan dengan empat cara sebagai
berikut:
a. Avoidance (Menghindari)
Strategi ini adalah dengan melarikan atau menghindari risiko sejauh
mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual unit bisnis yang dapat
menimbulkan suatu risiko, keluar dari area geografi yang beresiko, atau

menurunkan lini produk.
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b. Reduction (Mengurangi)
Demgan keputusan bisnis dapat mungkin dapat mengurangi risiko
tertentu. Contohnya adalah diversifikasi lini produk dapat mengurangi
risiko pada satu produk dan membagi operasi Tl ke dalam dua lokasi
geografi yang terpisah.

c. Sharing (Membagi)
Perusahaan dapat membagi beberapa risikonya dengan pihak lain,
sehingga pihak lain tersebut yang akan menanggung risikonya. Membagi
risiko ini salah satunya dilakukan dengan cara membeli asuransi atau
dengan cara lainnya yang tersedia.

d. AcceptancéMenerima)
Strategi ini adalah suatu strategi tanpa adanya tindakan untuk
mengurangi risiko  potensial yang terjadi. Perusahaan telah
mempertimbangkan kemungkinan dan dampak dari suatu risiko dan

kemudian memutuskan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.

6. Aktivitas Pengendaliangontrol Activitieg

Aktivitas pengendalian ERM adalah kebijakan dan prosedur yang
diperlukan untuk memastikan tindakan dalam menanggapi risiko yang
diidentifikasi. Setelah memilih tanggapan yang sesuai terhadap risiko,
perusahaan harus memilih aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk
memastikan bahwa tanggapan risiko tersebut telah dilaksanakan tepat waktu
dan efisien. Setelah melalui proses identifikasi, pengujian dan proses
menanggapi risiko, maka diperlukannya pengawasan atas proses tersebut
yang dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

a. Mengembangkan pemahaman yang kuat atas risiko-risiko signifikan dan
membangun prosedur pengendalian untuk mengawasi atau mengoreksi
risiko tersebut.

b. Menciptakan prosedur pengujiafire drill-type untuk menentukan
prosedur pengendalian terkait risiko berjalan dengan efektif.

c. Melakukan pengujian atas proses pengawasan risiko untuk menentukan

apakah berjalan dengan efektif sesuai dengan yang direncanakan.
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d. Membuat penyesuaian atau pengembangan yang diperlukan untuk
menngkatkan proses pengawasan terhadap risiko.

Banyak aktivitas pengendalian berada dibawah COSO pengendalian
internal dan lebih mudah untuk diidentifikasi dan diuji. Aktivitas-aktivitas
pengendalian yang umumnya termasuk dalam area pengendalian internal
yaitu: (a) pemisahan tugas, @ydit trails, (c) keamanan dan integritas, dan
(d) dokumentasi. Prosedur-prosedur pengendalian tersebut serta yang lainnya
dikenal dengan baik dan berlaku untuk semua proses pengendalian internal di
dalam perusahaan serta dapat juga diaplikasikan terhadap berbagai peristiwa

yang berkaitan dengan risiko.

Informasi dan Komunikasirifformation and Communication)

Informasi dan komunikasi merupakan bagian yang sedikit terpisah dalam
menentukan proses yang berhubungan dengan risiko daripada alat dan proses
yang berkaitan dengan komponen COSO ERM lainnya. Komponen
tanggapan risikorisk responsemenerima masukan atas risiko bawaan dan
residual dari penilaian risiko dan toleransi risiko yang mendukung komponen
penetapan tujuan. Tanggapan risiko dalam ERM kemudian menyediakan data
atas tanggapan risiko dan portofilio risiko untuk aktivitas pengendalian serta
sebagai umpan balik dalam penilaian risiko. Komponen pengawasan berdiri
sendiri dan tidak memiliki hubungan secara langsung tetapi memiliki

tanggung jawab secara keseluruhan untung meriview seluruh fungsi.

Pemantauan (Monitoring

Pemantauan ditempatkan sebagai komponen dasar dalam kerangka ERM. Hal
ini dikarenakan pemantauan diperlukan untuk menentukan apakah komponen
ERM yang terpasang berjalan dengan efektif. Komponen pemantauan

membantu untuk memastikan bahwa ERM berjalan dengan efektif dan terus
menerus baik dalam proses internal dan eksternal. Manajemen perusahaan
harus bertanggung jawab terhadap pemantauan ERM. Untuk membangun
kerangka ERM yang efektif, pemantauan harus dilakukan termasuk riview

secara terus menerus terhadap keseluruhan proses ERM dari identifikasi
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tujuan sampai perkembangan aktivitas pengendalian ERM. Pemantauan harus

dilakukan dalam beberapa tipe aktivitas sebagai berikut:

a. Implementasi mekanisme pelaporan manajemen secara terus-menerus,
seperti terhadap posisi kas, unit penjualan dan data keuangan utama.
Sebuah perusahaan tidak harus menunggu sampai bulan pada tahun fiskal
berakhir untuk status pelaporan tersebut dan tanggapan yang cepat atas
laporan tersebut harus dimulai.

b. Proses pelaporan secara periodik atas peringatan yang berhubungan
dengan risiko harus mengawasi aspek-aspek utama dalam membangun
kriteria risiko, termasuk tingkat kesalahan yang dapat diterima atau yang
dapat dikendalikan. Pelaporan ini harus menekankan tren statistika dan
perbandingan dengan periode terjadinya dan sektor industri.

c. Pelaporan status secara periodik atau saat ini atas temuan dan
rekomendasi yang terkait dengan risiko dari laporan audit internal dan
eksternal.

d. Pembaharuan atas infomasi yang berkaitan dengan risiko dari beberapa
sumber daya seperti perubahan peraturan pemerintah, tren industri, dan
berita ekonomi umum. Tipe pelaporan atas ekonomi dan operasional

harus tersedia untuk semua manajer dari berbagai tingkatan.

2.5 Peran Audit Internal Terhadap Manajemen Risiko

Audit internal adalah suatu fungsi yang independen di dalam perusahaan
yang membantu Direksi dan Dewan Komisaris untuk memberikan keyakinan
yang objektif dan aktivitas konsultasi terhadap pengendalian internal, manajemen
risiko, dan proses tata kelola. Peran audit internal terhadap manajemen risiko telah
diperjelas oleh IIA dalam SPPIRerformance Standard 2120 yaitu audit internal
harus mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap peningkatan proses
manajemen risiko di dalam perusahaan. Aktivitas audit internal harus
mengevaluasi eksposur risiko yang berkaitan dengan tata kelola, operasi, dan
sistem informasi perusahaan yang meliputi:
a. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional.

b. Efektivitas dan efisiensi operasi dan program.
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c. Keamanan aset.
d. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak.
Audit internal dapat memberikan keyakinan yang objektif yaitu dengan
memeriksa, mengevaluasi, melaporkan, dan merekomendasikan perbaikan atas
kecukupan dan efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan kepada Dewan
Komisaris.

Peran audit internal sebagai pemberi keyakinan yang objektif dalam
manajemen risiko menurut Pickett (2005) adalah sebagai berikut:
Memberikan keyakinan atas proses manajemen risiko.
Memberikan keyakinan bahwa risiko-risiko telah dievaluasi dengan benar.
Mengevaluasi proses manajemen risiko.

Mengevaluasi pelaporan atas risiko-risiko utama.

a kr 0N PF

Meriview manajemen atas risiko-risiko utama.

Sedangkan dalam menilai kecukupan atas proses manajemen risiko, menurut

Pickett (2005) maka audit internal harus memastikan bahwa:

1. Risiko yang timbul dari strategi dan aktivitas bisnis telah diidentifikasi dan
diprioritaskan.

2. Manajemen dan dewan telah menentukan tingkat risiko yang dapat diterima
bagi organisasi.

3. Aktivitas mitigasi risiko telah dirancang dan diimplementasikan untuk
mengurangi, atau mengelola, risiko pada tingkat yang dapat diterima oleh
manajemen dan dewan.

4. Aktivitas pengawasan yang sedang berlangsung telah dilakukan secara
berkala dalam menilai kembali risiko dan efektivitas pengendalian dalam
mengelola risiko.

5. Dewan dan manajemen menerima laporan secara berkala terhadap hasil dari
proses manajemen risiko.

Dengan adanya penilaian atas manajemen risiko tersebut maka dapat membantu

untuk memastikan bahwa semua risiko bisnis utama telah teridentifikasi dan

dikelola dengan tepat sehingga sistem pengendalian internal dapat berjalan
dengan efektif.
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Menurut The Institute of Risk ManagemefiRM), peran audit internal
terhadap manajemen risiko akan berbeda di setiap organisasi. Peran audit internal
dapat mencakup beberapa atau semua hal berikut:

1. Memfokuskan pekerjaan audit internal pada risiko yang signifikan, seperti
yang telah diidentifikasi oleh manajemen, dan audit atas proses manajemen
risiko di seluruh organisasi.

Memberikan keyakinan atas pengelolaan risiko.

3. Memberikan dukungan dan keterlibatan yang aktif dalam proses manajemen
risiko.

4. Memfasilitasi identifikasi atau penilaian risiko dan mendidik staf dalam
manajemen risiko dan pengendalian internal.

5. Mengkoordinasikan pelaporan risiko kepada dewan, Komite Audit, dan pihak
lain yang independen.

Aktivitas audit internal harus memperhatikan risiko-risiko yang mungkin
terjadi di dalam perusahaan. Audit internal dapat memanfaatkan proses
manajemen risiko di dalam perusahaan, apabila proses tersebut telah berjalan.
Dalam merencanakan penugasan audit, audit internal perlu mempertimbangkan
risiko signifikan yang diperoleh dari proses manajemen risiko dan juga sarana
yang digunakan oleh manajemen untuk memperkecil risiko tersebut pada tingkat
yang dapat diterima. Oleh karena itu, audit internal harus menerapkarased
auditing (RBA) untuk memberikan pemahaman dasar atas proses manajemen
risiko dalam menyusun rencana auditnya. Tahapan-tahapan RBA menurut
Moeller (2005) adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan proses yang mencakup seluruh operasional perusahaan ke
dalam area-area yang dapat diaualitdjt universg

2. Menentukan dan melaksanakan proses peringkat dan skor berdasarkan risiko
relatif yang ada.

Menilai risiko dalam proses dengan menekankan pada area berisiko tinggi
Memulai tindakan dan menempatkan pengendalian pada proses yang berisiko
tinggi.

Dengan dilakukannya tahapan RBA tersebut maka area-area yang memiliki risiko

terbesar atau tinggi akan dipilih ke dalam rencana kegiatan audit internal untuk
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selanjutnya dilaksanakan audit. Dalam melaksanakan aktivitas auditnya, maka
auditinternal juga akan meriview kecukupan pengendalian internal pada area-area
yang terdapat risiko yang signifikan didalamnya.

Selain sebagai pemberi keyakinan, audit internal juga dapat berperan
sebagai konsutan yang membantu manajemen dalam meningkatkan proses
manajemen risiko perusahaan. Tingkat konsultasi yang diberikan oleh audit
internal dalam proses manajemen risiko sangat bergantung pada sumber daya
lainnya baik internal dan eksternal serta pengetahuan para auditor internal
terhadap risiko. Dalam berperan sebagai konsultasi, auditor internal harus
memperhatikan tingkat independensi yang dimilikinya karena proses manajemen
risiko merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Dalam melakukan
perannya terhadap manajemen risiko, beberapa tindakan yang tidak boleh
dilakukan oleh audit internal menurut Pickett (2005) adalah sebagai berikut:
Penetapan risk appetitselera risiko).

Penerapan proses manajemen risiko.
Pengelolaan keyakinan atas risiko.
Mengambil keputusan mengenai tanggapan risiko.

Menerapkan tanggapan risiko atas nama manajemen .

o o o o S b R

Akuntabilitas terhadap manajemen risiko.

2.6 Pengendalian Internal
2.6.1 Pengertian Pengendalian Internal
Menurut Moeller (2009), pengendalian internal merupakan suatu proses
yang diimplementasikan oleh manajemen dan dirancang untuk memberikan
keyakinan yang memadai atas:
a. Keandalan informasi keuangan dan operasional
b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perencanaan, hukum, peraturan,
dan undang-undang yang berlaku
c. Keamanan aset
d. Efisiensi operasi
e. Pencapaian suatu misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

perusahaan
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f. Integritas dan nilai etika

Menumt lkatan Akuntan Indonesia (IAl) dalam Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 319 Paragraf 6 (2011), Pengendalian internal
adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan
personel lain entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai
mengenai pencapaian tiga golongan tujuan berikut, yaitu:

a. Keandalan laporan keuangan
b. Efektivitas dan efisiensi operasi
c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut IIA International Standards for the Practice of Internal Auditing,
pengendalian internal adalah berbagai tindakan yang diambil oleh manajemen,
dewan dan bagian lain di dalam organisasi untuk mengelola risiko dan
meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan akan
tercapai. Manajemen merencanakan, mengelola, dan mengarahkan tindakan-
tindakan memadai yang akan dilakukan untuk memberikan keyakinan yang
memadai bahwa tujuan dan sasaran akan tercapai.

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) telah mengembangkémernal Control — Integrated Frameworkada
tahun 1992. Menurut COSQnternal Control — Integrated Framework
mendefinisikan pengendalian internal adalah sebuah proses yang dilakukan oleh
Direksi, manajemen, dan personil lain suatu entitas yang dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori
sebagai berikut:

a. Efektivitas dan efisiensi operasi
b. Keandalan laporan keuangan
c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses dan
tindakan yang dilakukan dan diimplementasikan oleh Direksi, manajemen, pihak
lain atau personil lain suatu organisasi atau entitas yang dirancang untuk
mengelola risiko dan meningkatkan kemungkinan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dapat tercapai. Manajemen merencanakan, mengelola, dan

mengarahkan tindakan-tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan
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yang memadai atas efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan informasi
keuan@n dan operasional; keamanan aset; kepatuhan terhadap kebijakan,
prosedur, hukum, peraturan dan undang-undang yang berlaku; pencapaian misi,

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; serta integritas dan nilai etika.

2.6.2 COSO - Internal Control Framework
Berdasarkan definisi umum atas pengendalian internal, COSO
mengembangkan dan menggunakan model tiga dimensi untuk menggambarkan
sistem pengendalian internal di dalam organisasi seperti pada gambar 2.2. Model
pengendalian internal tersebut terdiri dari:
a. Dimensi pertama, yaitu bagian atas yang merupakan tujuan utama dari
pengendalian internal.
Tujuan dirancangnya pengendalian internal adalah untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut
Arrens (2010), manajemen merancang sistem pengendalian internal yang
efektif terdiri dari tiga tujuan utama, yaitu:
1. Efisiensi dan Efektivitas Operasi
Dengan adanya sistem pengendalian internal di dalam perusahaan akan
mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk
mengoptimalkan sasaran perusahaan. Oleh karena itu, tujuan yang penting
dari pengendalian internal adalah memperoleh informasi keuangan dan
non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan
pengambilan keputusan.
2. Realibilitas Pelaporan Keuangan
Manajemen organisasi bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan
keuangan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen
memikul tanggung jawab baik hukum maupun profesional untuk
memastikan bahwa informasi tersebut telah disajikan secara wajar sesuai
dengan persyaratan pelaporan keuangan seperti prinsip akuntansi yang
berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan
keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.
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3. Ketaatan terhadap Hukum dan Peraturan
Setap organisasi-organisasi publik, non publik, dan nirlaba diwajibkan
untuk mematuhi berbagai hukum dan peraturan. Beberapa contoh
peraturan-peraturan adalah undang-undang perlindungan lingkungan dan
hak sipil, atau peraturan yang berkaitan dengan akuntansi, seperti
peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.
b. Dimensi kedua, yaitu bagian samping yang merupakan tingkat unit entitas
dan aktivitas yang ada di dalam organisasi.
Pengendalian internal dilaksanakan dan dieveluasi dalam dua tingkat yaitu
tingkat entitas dan aktivitas. Pada tingkat entitas, pengendalian internal akan
berlaku terhadap keseluruhan unit di dalam organisasi. Sedangkan pada
tingkat aktivitas, pengendalian internal dirancang dan dilaksanakan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu di dalam organisasi. Keberadaan dari kedua
tingkat tersebut tergantung pada struktur dari organisasi.
c. Dimensi ketiga, yaitu bagian depan yang merupakan lima komponen dalam
pengendalian internal
Lima komponen pengendalian internal digunakan untuk memberikan batasan
dan kerangka kerja dalam melaksanakan dan mengevaluasi pengendalian
internal yang ada di dalam organisasi agar tujuan dari pengendalian internal
dapat tercapai. Kriteria penilaian untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan

pengendalian internal diklasifikasikan ke dalam lima komponen tersebut.

Gambar 2.2
COSO - Internal Control Framework

Sumber: MoellerBrink’s Modern Internal Auditing(2009, p.33)
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2.6.2.1 Komponen COSO - Internal Control Framework
Lima komponen pengendalian internal berdasarkan COSM@ternal
Control Frameworkadalah sebagai berikut:
1. Lingkungan Pengendalia@¢ntrol Environmerjt
Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari seluruh komponen
pengendalian internal entitas dan memiliki pengaruh yang luas tentang
bagaimana seluruh aktivitas terstruktur dan penilaian risiko. Lingkungan
pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, kebijakan, dan
tindakan yang dilakukan oleh Direksi, manajemen, dan pihak lain yang
menyadari pentingnya pengendalian internal di dalam organisasi. Setiap
organisasi memiliki dasar pengendalian internal yang unik untuk mendukung
struktur pengendalian internal lainnya. Sejarah dan kebudayaan organisasi
berperan penting dalam membentuk lingkungan pengendalian.
Komponen dari lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:
a. Integritas dan Nilai-Nilai Etika
Integritas dan nilai-nilai etika perusahaan merupakan elemen lingkungan
pengendalian yang penting. Nilai-nilai tersebut sering didefinisikan
sebagai pesan dari atas ke bawah yang dikomunikasikan oleh manajemen
senior. Produk dari integritas dan nilai-nilai etika adalah standar etika dan
pedoman perilaku entitarta bagaimana standar tersebut dikomunikasikan
dan dberlakukan dalam prakteknydika perusahaan telah mengembangkan
standa etika dan pedoman perilaku dengan kuat yang menekankan
integritas dan nilai etika, serta jika pemangku kepentingan telah
mengikuti pedoman tersebut maka semua pemangku kepentingan akan
memiliki keyakinan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki nilai yang
baik. Pedoman perilaku menjelaskan mengenai perilaku etis. Manajemen
senior harus mengirimkan pesan etika yang cukup di seluruh perusahaan
agar dapat menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan bagi
karyawan untuknelakukan tindakan tidak jujur, ilegal atau tidak etis. Dengan
membeikan penghargaan atas pencapaian kinerja dan tujuan bagi karyawan

dapat mengurangi praktek kecurangan dalam mencapai pgrasahaan

Universitas Indonesia

Analisis peranan..., Sartika Dwi Waracanova, FE Ul, 2012



60

b. Komitmen terhadap Kompetensi
Lingkungan pengendalian suatu perusahaan dapat terkikis jika sejumlah
posisi yang signifikan diduduki oleh orang-orang yang kurang memiliki
keterampilan kerja yang diperlukan. Kompetensi merupakan pengetahuan
dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dalam
mendefinisikan pekerjaan. Perusahaan perlu menentukan tingkat
kompetensi yang diperlukan untuk berbagai tugas pekerjaan dan untuk
menerjemahkan kebutuhan tersebut dalam tingkat pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan. Komitmen pada kompetensi meliputi
pertimbangan manajemen mengenai tingkat kompetensi terhadap
pekerjaan tertentu, dan bagaimana tingkatan tersebut diterjemahkan
menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Dikarenakan
semua manusia memiliki tingkat keterampilan dan kemampuan yang
berbeda-beda, supervisi dan pelatihan yang cukup harus tersedia untuk
membantu orang-orang tersebut meningkatkan atau memiliki
keterampilan yang cukup.

c. Dewan Komisaris dan Komite Audit
Lingkungan pengendalian sangat dipengaruhi oleh tindakan dari Direksi
dan Dewan Komisaris atau Komite Audit suatu perusahaan. Dewan
Komisaris atau Komite Audit yang aktif dan independen merupakan
komponen yang penting dalam lingkungan pengendalian ini. Dengan
menentukan tingkat kebijakan yang tinggi dan meriview perilaku
perusahaan secara keseluruhan, Dewan Komisaris dan Komite Audit
memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan bahwa kebijakan
tersebut berjalan pada bagian atas organisasi. Dewan Komisaris dan
Komite Audit juga berperan untuk memastikan bahwa Direksi dan
manajemen telah mengimplementasikan pengendalian internal yang
memadai.

d. Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi
Filosofi dan gaya operasi dari manajemen senior memiliki pengaruh yang
besar atas lingkungan pengendalian organisasi. Pendekatan atas tindakan

yang diambil oleh manajemen puncak terhadap aktivitas operasional

Universitas Indonesia

Analisis peranan..., Sartika Dwi Waracanova, FE Ul, 2012



61

perusahaan akan berbeda-beda sesuai dengan yang menjadi perhatiannya.
Pendektan-pendekatan tersebut harus disetujui dan terdokumentasi.
Filosofi manajemen dan gaya operasional merupakan bagian dari
lingkungan pengendalian organisasi suatu organisasi. Tidak ada satu gaya
operasional dan filosofi yang terbaik untuk semua perusahaan, tetapi
merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan komponen lain dari
lingkungan pengendalian pada suatu perusahaan.

Struktur Organisasi

Komponen pengendalian internal menyediakan sebuah kerangka untuk
aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk membantu
mencapai seluruh tujuan. Faktor lingkungan pengendalian ini berkaitan
dengan bagaimana fungsi-fungsi dikelola dan diorganisir mengikuti
bagan organisasi. Beberapa perusahaan tersentralisasi dan juga
terdesentralisasi berdasarkan produk, geografi, atau faktor lainnya.
Struktur organisasi merupakan aspek penting dalam lingkungan
pengendalian organisasi, tetapi lingkungan pengendalian tidak
menyediakan struktur yang lebih disukai. Struktur organisasi adalah cara
atau pendekatan dalam usaha kerja individual untuk disetujui dan
diintegrasikan dalam pencapaian tujuan secara keseluruhan. Setiap
entitas, baik bisnis, pemerintah, atau organisasi non profit memerlukan
perencanaan organisasi. Dengan adanya perencanaan perusahaan maka
kelemahan dari pengendalian perusahaan dapat dihindari.

Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab

Struktur organisasi perusahaan mendefinisikan tugas dan integrasi dari
keseluruhan tugas yang ada di dalam perusahaan. Penugasan wewenang
pada dasarnya adalah cara pertanggung jawaban yang didefinisikan pada
deskripsi pekerjaan dan bagan struktur perusahaan. Walaupun penugasan
pekerjaan tidak dapat sepenuhnya luput dari tanggung jawab yang
tumpang tindih atau bersama, lebih tepatnya tanggung jawab tersebut
dapat dinyatakan dengan baik. Kegagalan untuk mendefinisikan secara
jelas tentang wewenang dan tanggung jawab pekerjaan sering

menyebabkan kebingungan dan konflik antara usaha kerja individual dan
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kelompok. Sebuah lingkungan pengendalian yang kuat dapat terlihat dari
pengethuan dan kekuatan yang dimiliki oleh karyawan tingkat bawah
untuk membuat keputusan yang sesuai dengan area operasionalnya.

g. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia
Praktik sumber daya manusia meliputi area seperti mempekerjakan,
orientasi, pelatihan, evaluasi, konsultasi, promosi, kompensasi, dan
mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Fungsi sumber daya manusia
harus memiliki kebijakan yang memadai dan pedoman yang material,
serta praktik-praktik yang mengirimkan pesan kepada karyawan
mengenai tingkat kepatuhan pengendalian internal, perilaku etis dan
kompetensi yang diharapkan. Praktek dan kebijakan sumber daya
manusia yang sangat penting meliputi area-area berikut: (1) rekruitmen
dan mempekerjakan, (2) orientasi karyawan baru, (3) evaluasi, promosi
dan kompensasi, dan (4) tindakan disiplin. Efektivitas kebijakan dan
prosedur sumber daya merupakan komponen yang penting dalam
lingkungan pengendalian secara keseluruhan. Pesan dari struktur
perusahaan tingkat atas akan sampai sedikit jika sebuah perusahaan tidak

mempunyai kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang kuat.

2. Penilaian RisikoRisk Assessmegnt
Kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan dapat berisiko baik

dari faktor internal dan eksternal. Memahami dan mengelola lingkungan
risiko merupakan elemen dasar dari pondasi pengendalian internal dan
perusahaan harus memiliki proses untuk mengevaluasi potensi risiko yang
dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Penilaian risiko harus menjadi
proses terdepan yang dilaksanakan pada semua tingkat dan aktivitas di dalam
perusahaan. COSO menggambarkan penilaian risiko ke dalam tiga langkah
yaitu:
a. Estimasi risiko yang signifikan.
b. Menilai kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko.
c. Mempertimbangkan bagaimana risiko harus dikelola dan dinilai serta

tindakan yang harus diambil.
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Proses penilaian risiko menempatkan tanggung jawab manajemen
dalam menilai apakah risiko tersebut signifikan dan mengambil tindakan
yang sesuai. Sebagai bagian dari penilaian keseluruhan atas pengendalian
internal, manajemen harus mengambil langkah-langkah untuk menilai risiko
yang mungkin berdampak pada keseluruhan perusahaan dan yang berkaitan
dengan kegiatan perusahaan atau entitas. Berbagai risiko yang disebabkan
oleh sumber internal atau eksternal mungkan akan memberikan dampak
kepada perusahaan secara keseluruhan.

Menurut COSO -Internal Control Framework risiko-risiko harus
dipertimbangkan dari tiga perspektif, yaitu:

a. Risiko perusahaan karena faktor eksternal
Risiko ini meliputi pengembangan teknologi yang dapat mempengaruhi
sifat dan waktu penelitian produk baru dan pengembangan atau
menyebabkan perubahan pada proses pengadaan. Risiko karena faktor
eksternal lainnya termasuk perubahan kebutuhan atau ekspektasi
pelanggan, harga, garansi atau aktivitas pelayanan.

b. Risiko perusahaan karena faktor internal
Risiko yang mungkin terjadi karena faktor internal antara lain gangguan
pada server Teknologi Informasi (TIl) perusahaan atau fasilitas
penyimpanan data yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan secara
keseluruhan, kualitas dari karyawan yang dipekerjakan serta
penyalahgunaan sumber daya oleh karyawan.

c. Risiko pada tingkat aktivitas khusus
Selain dilihat dari tingkat perusahaan secara luas, risiko juga harus
dipertimbangkan untuk setiap unit bisnis dan aktivitas utama, seperti
pemasaran, TI, dan keuangan. Tingkat aktivitas tersebut harus
diidentifikasi secara terus-menerus dan dipertimbangkan dalam proses

perencanaan.

3. Aktivitas PengendalianQontrol Activitie3
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu

untuk memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasikan untuk mengatasi
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risiko telah dilakukan dan diikuti aktivitas pengendalian pada sub proses.

Aktivitas pengendalian ada pada semua tingkat di dalam perusahaan. COSO —

Internal Control Frameworkmengidentifikasi serangkaian aktivitas menurut

jenis prosesnya. Aktivitas pengendalian biasanya meliputi baik kebijakan

yang menetapkan apa yang harus dilakukan dan prosedur atas dampak dari

kebijakan tersebut. Aktivitas pengendalian juga harus berhubungan dengan

risiko yang telah diidentifikasi dari penilaian risiko.

Aktivitas pengendalian di dalam perusahaan menurut COB@rnal

Control Frameworksebagai berikut:

a.

Riview tingkat atas

Manajemen pada semua tingkat harus meriview hasil atau kinerjanya dan
perbedaan hasilnya dengan anggaran, statistik kompetitif dan pendekatan
benchmarklainnya. Tindakan manajemen untuk menindaklanjuti hasil
dari riview tingkat atas dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang
merupakan aktivitas pengendalian.

Fungsional langsung atau aktivitas manajemen

Manajer pada semua tingkat harus meriview laporan operasional dari
sistem pengendalian dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai.
Pengelolahan informasi

Sistem TI mengandung banyak pengendalian yang terdapat sistem
pengawasan internal terhadap kepatuhan pada area-area tertentu
kemudian melaporkan setiap pengecualian dari pengendalian internal.
Laporan pengecualian tersebut harus menerima tindakan perbaikan oleh
prosedur sistem otomatis, oleh personil operasional atau oleh
manajemen. Aktivitas pengendalian lainnya meliputi pengendalian yang
melebihi pengembangan sistem baru atau akses terhadap data dan
program.

Pengendalian fisik

Sebuah perusahaan harus memiliki pengendalian yang cukup terhadap
aset fisik, termasuk peralatan yang telah terpasang, persediaan dan surat
berharga.
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e. Indikator kinerja
Mangemen harus menghubungkan data-data, baik operasional dan
keuangan, satu sama lain dan melakukan analisis yang sesuai, investigasi
atau tindakan perbaikan. Proses tersebut merupakan aktivitas
pengendalian perusahaan yang penting dan dapat memenuhi persyaratan
laporan keuangan dan operasional.

f. Pemisahan tugas
Tugas harus dipisahkan dengan orang yang berbeda untuk mengurangi

risiko kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai.

Informasi dan Komunikasirfformation and Communication)

Informasi dan komunikasi merupakan komponen terkait tetapi berbeda
dalam kerangka pengendalian internal. Kecukupan informasi didukung oleh
sistem TI, harus dikomunikasikan dari atas ke bawah di dalam perusahaan
dengan cara dan waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan
tanggung jawabnya. Perusahaan harus memiliki prosedur yang efektif untuk
berkomunikasi dengan pihak internal dan eksternal. Sebuah perusahaan
membutuhkan informasi di seluruh tingkatan untuk mencapai tujuan
operasional, keuangan dan kepatuhan. Informasi tersebut harus mengalir dari
tingkat atas perusahaan ke tingkat bawah dan sebaliknya dari tingkat bawah
ke tingkat atas. Perusahaan yang efektif harus memiliki sistem informasi
untuk mendengarkan permintaan dan keluhan pelanggan dan untuk
meneruskan informasi tersebut ke personil yang tepat. Pengendalian internal
pada sistem Tl menekankan pentingnya untuk menjaga informasi dan sistem
pendukung yang konsisten sesuai kebutuhan perusahaan secara keseluruhan.
Sistem informasi yang efektif beradaptasi untuk mendukung perubahan di
berbagai tingkat.

Komunikasi memungkinkan individu untuk melaksanakan tanggung
jawab pelaporan keuangan, operasional dan kepatuhan. Komunikasi harus
terjadi pada tingkat dewan, termasuk kesepakatan dengan individual atau
kelompok dan dengan yang diharapkannya. Saluran komunikasi yang

memadai merupakan elemen yang penting dalam kerangka pengendalian
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internal secara keseluruhan dan perusahaan perlu membangun saluran
terebut dalam berbagai tingkatan organisasi dan aktivitas serta dengan pihak
luar. Komponen yang paling penting dari elemen komunikasi adalah bahwa
para pemangku kepentingan harus menerima pesan dari manajemen senior
dan mengingatkan tanggung jawabnya terhadap pengendalian internal.
Komunikasi harus berjalan dalam dua arah, bahwa pemangku kepentingan
harus memiliki mekanisme pepaloran ke atas di dalam perusahaan.
Perusahaan juga perlu membangun saluran komunikasi dengan pihak
luar termasuk pelanggan, pemasok, pemegang saham, bank, regulator, dan
lainnya. Informasi yang disediakan untuk pihak luar harus relevan dengan
kebutuhan pihak luar tersebut dan membangun pemahaman yang baik dengan

perusahaan.

Pemantauan (Monitoring

Proses pemantauan harus ditempatkan untuk menilai efektivitas
komponen pengendalian internal yang dibangun dan mengambil tindakan
perbaikan jika diperlukan. Sebuah perusahaan perlu membangun berbagai
aktivitas pemantauan untuk mengukur efektivitas pengendalian internal. Hal
tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi secara terpisah dengan aktivitas
yang sedang berlangsung untuk mengawasi kinerja dan mengambil tindakan
perbaikan apabila diperlukan. Frekuensi dan sifat dari riview secara terpisah
tergantung dari luasnya perusahaan dan risiko signifikan yang harus
dikendalikan. Evaluasi tersebut harus dilakukan secara langsung oleh
manajemen melalui penilaian sendgelf-assessment

Kelemahan pengendalian internal yang diidentifikasi melalui proses di
dalam sistem pengendalian internal itu sendiri, melalui aktivitas pemantauan,
atau melalui kejadian eksternal lainnya, harus dilaporkan kepada tingkat
manajemen perusahaan yang sesuai. Menurut pedoman pengendalian internal
COSO, temuan atas kelemahan pengendalian internal harus dilaporkan tidak
hanya kepada individu yang bertanggung jawab pada fungsi atau aktivitas
yang terlibat, yang berada dalam posisi untuk mengambil tindakan perbaikan,

tetapi juga setidaknya kepada satu tingkat manajemen di atas yang secara
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langsung bertanggung jawab. Proses ini memungkinkan individu untuk
membeikan dukungan yang diperlukan atau pengawasan untuk mengambil
tindakan perbaikan, dan untuk berkomunikasi dengan yang lainnya di
perusahaan yang aktivitasnya mungkin akan terpengaruh. Ketika temuan
melewati batas-batas organisasi, maka laporan juga harus melewati dan
diarahkan ke tingkat yang cukup tinggi untuk memastikan tindakan yang

tepat.

2.7 Peran Audit Internal Terhadap Pengendalian Internal

Audit internal memiliki peranan yang sangat penting terhadap efektivitas
pengendalian internal di dalam perusahaan. IIA telah menjelaskan peran audit
internal terhadap pengendalian internal dalam SPPé&formance Standard
2130. Audit internal harus membantu perusahaan dalam memelihara pengendalian
yang efektif dengan cara mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan
meningkatkan perbaikan secara terus-menerus. Berdasarkan hasil penilaian risiko,
aktivitas audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas
pengendalian internal yang meliputi tata kelola perusahaan, operasi, dan sistem
informasi, mengenai:
a. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional.
b. Efektivitas dan efisiensi operasi dan program.
c. Keamanan aset.
d. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak.
Audit internal dapat membantu manajemen dengan mengevaluasi sistem
pengendalian internal dan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam
pengendalian internal tersebut. Audit internal hanya dapat membantu manajemen
dan bukan berperan sebagai manajemen. Selain itu, audit internal dapat juga
berperan sebagai konsultan manajemen terhadap sistem pengendalian internal.
Audit internal dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang
diperlukan kepada manajemen untuk meningkatkan efektivitas pengendalian
internal.

Dalam melaksanakan perannya terhadap pengendalian internal, audit

internal harus memiliki keahlian terhadap aspek-aspek pengendalian serta
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pengetahuan mengenai prinsip-prinsip manajemen. Peran audit internal terhadap

sisem pengendalian internal menurut Pickett (2005) meliputi:

1. Menilai area-area yang paling beresiko terhadap tujuan utama yang telah
ditentukan.

2. Menentukan dan melaksanakan program untuk meriview profil sistem
tertinggi yang dapat menarik risiko tertinggi.

3. Meriview masing-masing sistem dengan memeriksa dan mengevaluasi sistem
yang terkait dengan pengendalian internal untuk menentukan sejauh mana
tujuan utama pengendalian telah terpenuhi.

4. Memberi nasehat kepada manajemen apakah pengendalian telah beroperasi
dengan sesuai dan efektif atau tidak sekaligus untuk meningkatkan
pencapaian tujuan dari sistem pengendalian.

5. Merekomendasikan perbaikan yang diperlukan untuk memperkuat
pengendalian.

6. Menindaklanjuti hasil kerja audit untuk mengetahui apakah manajemen telah
melaksanakan tindakan rekomendasi audit yang telah disepakati.

Laporan audit internal terhadap pengendalian internal harus merinci tujuan
dan ruang lingkup pemeriksaan dan juga harus akurat, objektif, jelas, singkat,
lengkap, dan tepat waktu. Laporan tersebut juga harus menguraikan dengan jelas
kekuatan dan kelemanan dari pengendalian internal serta tindakan perbaikan yang
dapat diambil untuk mengatasi kelemahan tersebut. Apabila terdapat rekomendasi
perbaikan yang belum dilaksanakan oleh manajemen, maka harus dilaporkan juga
oleh audit internal serta pernyataan mengenai risiko dan kemungkinan yang akan
terjadi apabila tindakan perbaikan tidak dilakukan.

Peran audit internal terhadap pengendalian internal semakin penting
setelah dikeluarkannya SOX vyaitsection 302 dan 404Section 302 yang
mengharuskan manajemen secara kuartalan melaporkan laporan keuangan dan
laporan pengendalian keuangan. Sedangsaction 404 yang mengharuskan
manajemen untuk menilai efektivitas rancangan dan pelaksanaan pengendalian
internal di dalamnternal Control Over Financial Reporting (ICoFR). Walaupun
untuk mematuhi kedusection itu adalah tanggung jawab manajemen, audit

internal dapat sangat membantu manajemen dalam mematuhi tanggung jawabnya
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tersebut. Audit internal harus mempertahankan indenpendensi dan objektivitasnya
dalam dalam membantu manajemen. CAE harus berkonsultasi dengan Komite
Audit terkait dengan sumber daya untuk memaséudtion 302 dan 404 tanpa
memisahkan aktivitas audit internal untuk memberikan nilai tambah bagi kinerja
perusahaan. Manajemen memiliki tanggung jawab utama terhadap rancangan,
implementasi, dan pemeliharaan pengendalian internal, sedangkan audit internal

hanya memberikan keyakinan dan konsultasi.
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BAB |11
GAMBARAN UMUM PT. XYZ

3.1 Profil PT. XYZ
3.1.1 Sgarah PT. XYZ

Pemboran sumur minyak di Indonesia pertama kali dilakukan oleh
Belanda pada tahun 1871 di daerah Cirebon. Akan tetapi sumur Telaga Said yang
berada di wilayah Sumatera Utara merupakan sumur produksi pertama yang
dibor. Dengan didirikannya Royal Dutch Company di Pangkalan Brandan pada
tahun 1885, yang menandakan bahwa kegiatan eksploitasi minyak di Indonesia
dimulai. Setelah sumur Telaga Said diproduksikan, maka kegiatan industri
perminyakan di tanah air terus berkembang. Penemuan demi penemuan sumber
minyak terus bermunculan. Penemuan sumber minyak baru banyak ditemukan di
wilayah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Kalimantan Timur.
Akan tetapi pada masa itu, sumber-sumber minyak masih dikuasai oleh Belanda
dan juga Jepang. Setelah berakhirnya Perang Asia Timur Raya dan Indonesia
mulai menjalankan pemerintahan yang teratur, maka seluruh lapangan minyak dan
gas bumi yang ditinggalkan oleh Belanda dan Jepang dikelola oleh negara.

Untuk mengelola aset perminyakan yang ditinggalkan oleh Belanda dan
Jepang, pemerintah mendirikan sebuah perusahaan minyak nasional pada tanggal
10 Desember 1957 dengan nama PT. Perusahaan Minyak Nasional yang disingkat
menjadi PT. PERMINA. Namun pada tahun 1960, PT. PERMINA
direstrukturisasi menjadi PN. PERMINA sebagai bentuk tindak lanjut dari
kebijakan bahwa yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia
adalah negara. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah oleh Presiden pada
tanggal 20 Agustus 1968, PN. PERMINA yang bergerak di bidang produksi
digabung dengan PN. PERTAMIN yang bergerak di bidang pemasaran.
Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN. Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi Nasional (Pertamina). Penggabungan tersebut bertujuan untuk menyatukan
tenaga, modal dan sumber daya yang jumlahnya sangat terbatas.

Untuk memperkuat perusahaan gabungan yang baru dibentuk tersebut,

Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1971 tentang
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Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menempatkan
Peramina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk
melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, semua perusahaan minyak yang yang
hendak menjalankan usaha di Indonesa wajib bekerja sama dengan Pertamina.
Oleh karena itu, Pertamina memainkan peran ganda yaitu sebagai regulator bagi
mitra yang menjalin kerja sama melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS)
di wilayah kerja (WK) Pertamina. Selain itu, Pertamina juga bertindak sebagai
operator untuk mengerjakan sendiri sebagian wilayah kerjanya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi oleh Pemerintah, maka kedudukan Pertamina berubah.
Sebagai konsekuensi dari penerapan Undang-Undang tersebut, maka Pertamina
beralin bentuknya menjadi Perusahaan Terbatas (Persero) dengan nama PT.
Pertamina (Persero) melalui Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2003 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
menjadi Perusahaan Perseroan. Pertamina tidak lagi melaksanakan peran
gandanya dan juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha minyak dan
gas bumi (migas) di sisi hulu dan hilir. Peran regulator diserahkan ke lembaga
pemerintah sedangkan Pertamina hanya berperan sebagai operator murni. Peran
regulator di sektor hulu dijalankan oleh BP MIGAS sedangkan peran regulator
hilir dijalankan oleh BPH MIGAS. Untuk mengelola usaha di sektor hulu maka
Pertamina membentuk sejumlah anak perusahaan sebagai entitas bisnis yang
merupakan kepanjangan tangan dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi minyak, gas dan panas bumi, pengelolaan transportasi pipa migas, jasa
pemboran, dan pengelolaan portofolio di sektor hulu.

Dengan adanya konsekuensi pemisahan usaha hulu dan hilir, maka
Pertamina membentuk PT. XYZ pada tanggal 13 September 2005 sebagai anak
perusahaan yang menjalankan usaha di sektor hulu. Saham PT. XYZ dimiliki oleh
PT. Pertamina (Persero) sebesar 99,99% atau 246.975 lembar saham perseroan
dan Koperasi Energi Indonesia (KEI) sebesar 0,01% atau 25 lembar saham
perseroan. PT. XYZ menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu yang

meliputi eksplorasi dan eksploitasi migas. Selain itu, PT. XYZ juga melaksanakan
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kegiatan usaha penunjang lain yang secara langsung maupun tidak langsung
mendukung kegiatan usaha utamanya. Wilayah kerja PT. XYZ merupakan
wilayah kerja yang dahulu dikelola oleh PT. Pertamina (Persero) setelah
dilakukan pemisahan wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS)
dengan BP MIGAS baik yang dahulu dikelola oleh PT. Pertamina (Persero)
sendiri maupun yang dikelola melaliachnical Assistance Contract (TAC), Joint
Operating Body Enhanced Oil Recovery (JOB-EOR). Dengan wilayah kerja
tersebut, maka PT. XYZ memiliki modal yang kuat untuk meningkatkan produksi

migas nasional serta menjadi penyumbang laba terbesar PT. Pertamina (Persero).

3.1.2 Vis, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan PT. XYZ
A. Vis
Dalam menjadi produsen minyak dan gas bumi terkemuka, PT. XYZ telah
membagi visinya ke dalam masa perencanaan strategis tiga tahun yang selaras
dengan tiga tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang
diwujudkan pada akhir setiap Rencana Pembangunan Tiga Tahun (Repetita)
sebagai berikut:
a. Visi Repetita | (2006 — 2008), yaitu: “Menjadi Produsen Minyak dan Gas
yang Efektif, Efisien dan Terpandang”.
b. Visi Repetita Il (2009 — 2011), yaitu: “Menjadi Produsen Minyak dan
Gas Nomor 1 di Indonesia”.
c. Visi Repetita 11l (2012 — 2014), yaitu: “PT. XYWorld Class’.

B. Mis
Melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas secara efisien dan
efektif dengan berwawasan lingkungan yang sehat dan mengutamakan
keselamatan serta keunggulan yang memberikan nilai tambah bagi pemangku

kepentingan.

C. TataNilai Perusahaan
Nilai-nilai PT. XYZ adalah sebagai berikut:
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1. Sncere
PT. XYZ dalam menjalankan usahanya selalu bertindak jujur dan bersih
dari konflik kepentingan.
2. Srong
PT. XYZ melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri,
kukuh dan kompeten.
3. Sensible
PT. XYZ senantiasa berwawasan luas dan peduli pada lingkungan dalam
menjalankan operasinya.
Sncere, Srong dan Sensible (3S) merupakan nilai-nilai yang menjadi
landasan moral PT. XYZ dalam menjalankan misi dan mewujudkan visi
menjadi PT. XYZWorld Class.

3.1.3 Wilayah Kerja PT. XYZ

Berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan BP MIGAS yang telah
ditandatangani oleh pada tanggal 17 September 2005, PT. XYZ mendapatkan hak
untuk pengelolaan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas seluas + 138.611
Km? dengan pola kerjasama bagi hasil dengan pemerintah. Operasional
pengeblaan wilayah kerja tersebut dibagi menjadi pengoperasian seodgiti (
operation) dan melalui kerjasama kemitraan. Sedangkan dalam mengelola dan
mengoperasikan wilayah kerjanya, perusahaan mengelompokkan aset area
produksi menjadi tiga kawasan, yaitu: Region Sumatera, Region Jawa, dan
Region Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sampai dengan tahun 2011, aset area
produksi terdiri dari 11 area operasi sendiri, 7 Unit Bisnis PT. XYZ (UBEP), 3
proyek pengembangan minyak dan gas serta 45 area kontrak kerjasama kemitraan
yang terdiri dari 28 kontraKechnical Assistant Contract (TAC) dan Kerja Sama
Operasi (KSO). Rincian lokasi kegiatan operasi PT. XYZ akan disajikan dalam
tabel 3.1.
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Tabel 3.1
Lokas Kegiatan Operasi PT. XYZ
No. Region/Unit Bisnis/Mitra L apangan Daerah Geogr afis
. SUMATERA
a. Operas Sendiri
1. | Region Sumatera Rantau NAD
2. | Region Sumatera Pangkalan Susu Sumatera Utaral
3. | Region Sumatera Pendopo Sumatera Selatan
4. | Region Sumatera Prabumulih Sumatera Selatan
5. | Unit Bisnis PT. XYZ (UBEP) Lirik | Lirik Riau
6. | Unit Bisnis PT. XYZ (UBEP) Limay Limau Sumatera Selatan
7. | Unit Bisnis PT. XYZ (UBEP) Aderal Adera (Abab, Sumatera Selatan
Dewa, Raja)
8. | Unit Bisnis PT. XYZ (UBEP) Ramba Sumatera Selatan
Ramba
b. Proyek
1. | Proyek Pengembangan Gas Subah Suban | Sumatera Selatan
c. Kemitraan
1. | TAC P —Blue Sky Langsa Ltd. Langsa NAD
2. | PT. HASEBA Kuala Simpang | NAD
Timur
3. | KSO PT. XYZ — Pasific Oil & Gas | Perlak Sumatera Utara
(Perlak) Ltd.
4. | TAC P — Putra Kencana Diski Diski Sumatera Utara
Petroleum
5. | TAC P — Pertalahan Arnebatara | Udang Natuna
Natuna
6. | TAC P — Eksindo Telaga Said Darat Telaga Said Sumatera Selatan
7. | TAC P — Salamander Energy NSL Kambuna Sumatera Selatan
8. | TAC P — Gold Water TMT Pte. Ltd| Tanjung Miring | Sumatera Selatan
Timur
9. | TAC P — Pilona Petro Tanjung Tanjung Lontar Sumatera Selatan
Lontar Ltd
10. | TAC P — Radiant Ramok Senabing Ramok Senabjng  Sumatera Selatan
11. | TAC P — Indojaya Sukaraja Sukaraja — Sumatera Selatan
Pendopo
12. | TAC P — Indama Putra Kayapratama Kaya Sumatera Selatan
13. | TAC P — Binatek Reka Kruh Kruh Sumatera Selatan
14. | KSO PT. XYZ — Formasi Sumatera Tanjung Tiga Sumatera Selatan
Energi Timur
15. | KSO PT. XYZ — Geo Minergy Sungai Lilin Sumatera Selatar
Sungai Lilin
16. | KSO PT. XYZ — Geraldo Putra Ibul Tenggara Sumatera Selatan

Mandiri

un
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Tabe 3.1
Lokas Kegiatan Operasi PT. XY Z (Sambungan)
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No.

Region/Unit Bisnis/Mitra

L apangan

Daerah Geogr afis

17.

KSO PT. XYZ — Benakat Barat
Petroleum

Benakat Barat

Sumatera Selatan

18.

KSO PT. XYZ — Indrilco Hulu
Energy

Uno Dos Rayu

Sumatera Selatan

19.

KSO PT. XYZ — Santika Pendopo
Energy

Talang Akar
Pendopo

Sumatera Selatan

20.

KSO PT. XYZ — Cooper Energy
Sukananti

Tangai Sukananti

Sumatera Selatan

21. | KSO PT. XYZ — Samudera Energy Tanjung Lontar Sumatera Selatan
Tanjung Lontar

22. | TAC P — Babat Kukui Energi Babat Kukui Jambi

23. | TAC P — Prakarsa Bt. Meruo Senanieruo Senami Jambi
Jambi

24. | TAC P — Insani Mitrasani Gelam Sungai Selam Jambi

25. | TAC P — Akar Golindo Tuba Obi East Jambi

26. | KSO PT. XYZ — Ramba Energy | West Jambi Jambi
West Jambi

27.| TAC P — Binawahana Petrindo Meruap Jambi

Meruap

28.

KSO PT. XYZ — Prisma Kampung
Minyak Ltd

Kampung Minyak

Sumatera Selatal

=)

. JAWA

a. Operas Sendiri

1. | Region Jawa Subang Jawa Barat
2. | Region Jawa Tambun Jawa Barat
3. | Region Jawa Jatibarang Jawa Barat
4. | Region Jawa Cepu JawaTengah —
Jawa Timur
b. Proyek
1. | Proyek Percepatan Pondok Tengah Pondok Tengah Jawa Barat
2. | Proyek Pengembangan Gas Jawa Gundih Jawa Tengah
c. Kemitraan
1. | KSO PT. XYZ — PD Migas Kota Jatinegara Jawa Barat
Bekasi
2. | TAC P — Pelangi Haurgeulis Haurgeulis Jawa Barat
Resources
3. | TAC P — Rainbow Emerald PMS Pamanukan Jawa Barat
Selatan
4. | TAC P — Ellipse Energy Jatirarangon Jatirarangon Jawa Barat
5. | TAC P — Bangadua Petroleum Bangadua Jawa Barat
6. | KSO PT. XYZ — Kendal Oil & Gas | Blok Kendal Jawa Tengah
7. | TAC P — Korea Dev. (Poleng) Co. | Poleng Jawa Timur

Ltd
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Lokas Kegiatan Operasi PT. XYZ (Lanjutan)
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No. Region/Unit Bisnis/Mitra L apangan Daerah Geogr afis
8. | TAC P — Radiant Energi Sukatani Sukatani Jawa Timur
9. | KSO PT. XYZ - Inderlberg Blok Suci Jawa Timur

Indonesia Perkasa

KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)

a. Operas Sendiri

e

mur

-

1. | Region KTI Sangatta Kalimantan Timur
2. | Region KTI Bunyu Kalimantan Timur
3. | Region KTI Papua Papua Brat
4. | Unit Bisnis PT. XYZ (UBEP) Tanjung Kalimantan
Tanjung Selatan
5. | Unit Bisnis PT. XYZ (UBEP) Sangasanga Kalimantan Tim
Sangasanga Tarakan
6. | Unit Bisnis PT. XYZ (UBEP) Tarakan Kalimantan Timur
Sangasanga Tarakan
b. Proyek
1. | Proyek Pengembangan Gas Matindok Sulawesi Tengah
Matindok
c. Kemitraan
1. | TAC P — Medco EP Sembakung Sembakung Kalimantan T
2. | TACP — Semco Semberah Kalimantan Timy
3. | KSO PT. XYZ — Patina Group Bangkudulis Kalimantan Timur
(Bangkudulis)
4. | TAC P — Intermega Sabaku Sabaku Papua Barat
5. | TAC P — Intermega Salawati Salawati Papua Barat
6. | TAC P — IBN Holdico Linda/Sele Linda/Sele Papua Barat
7. | TAC P — Patrindo Persada Maju Mogoi Wasian Papua Barat
8. | KSO PT. XYZ — Petroenergy UtamawWiriagar Papua Barat
Wiriagar
9. | KSO PT. XYZ — Kamundan Energy  Bintuni Basin Papua Barat

Sumber: Laporan Tahunan PT. XYZ Tahun 2011

3.1.4 AktivitasBisnisPT. XYZ

Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PT. XYZ dalam pengusahaan sektor

hulu minyak dan gas terbagi dalam tiga aktivitas utama, yaitu: eksplorasi,

eksploitasi, dan penjualan minyak dan gas.

A.

Eksplorasi

Aktivitas ekplorasi memiliki

peranan penting untuk menjaga tingkat

cadangan minyak dan gas serta mencegah terjadinya penurunan produksi.

Analisis peranan..
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Aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh PT. XYZ bertujuan untuk
mempeoleh cadangan minyak dan gas baru baik di dalam maupun di luar
negeri. Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh PT.
XYZ meliputi kegiatan studi Geologi dan Geofisika, pematangad dan
prospek, kegiatan survei Geologi dan Geofisika serta pemboran eksplorasi.

B. Eksploitasi
Aktivitas eksploitasi berkaitan dengan produksi minyak dan gas melalui
pengelolaan aset atas wilayah kerja PT. XYZ. Pengelolaan atas wilayah kerja
tersebut dilakukan dengan menerapkan dua pola pengelolaan vyaitu
pengelolaan operasi sendiri dan kemitraan. Hal ini dilakukan bertujuan agar
perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasi dengan lebih fokus dan
terarah. Pengelolaan kemitraan yaitu kerjasama antara perusahaan dengan
para mitra dalam mengelola lapangan eksplorasi dan produksi untuk
mengoptimalkan wilayah kerja dengan mengutamakan aspek keuangan,
engineering, serta tidak mengabaikan unsur keamanan, kesehatan, dan

keselamatan kerja serta kepedulian terhadap lingkungan.

C. Penjualan Minyak dan Gas
Komersialitas atas minyak dan gas adalah kegiatan lifting minyak dan gas
bumi yang berasal dari hasil operasi sendiri, Unit Bisnis PT. XYZ (UBEP),
Kemitraan TAC ataupun KSO. Produksi minyak mentah yang dihasilkan dari
wilayah kerja tersebut akan disalurkan untuk selanjutnya diolah ke kilang
minyak domestik PT. Pertamina (Persero). Sedangkan hasil produksi gas

bumi akan disalurkan kepada konsumen.

3.1.5 Struktur Organisasi PT. XYZ
Struktur organisasi PT. XYZ dapat disajikan pada gambar 3.1.
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Struktur Organisas PT. XYZ
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3.2 Corporate Governance pada PT. XYZ
Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN No. 117/MBU/2002
tentang Penerapaood Corporate Governance (GCG) pada BUMN vyang
disempurnakan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Badod( Corporate
Governance) pada BUMN, telah melandasi PT. XYZ untuk menerapkan GCG di
seluruh aktivitas perusahaan. Untuk melaksanakan keputusan tersebut, maka
dibutuhkan komitmen dari seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pekerja
PT. XYZ untuk menerapkan GCG dengan standar tertinggi di dalam perusahaan.
Prinsip-prinsip GCG vyaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab,
kemandirian dan kewajaran telah tertanam dalam nilai-nilai perusahaan sekaligus
mejadi budaya kerja perusahaan.
Penerapan tata kelola perusahagovdrnance) pada PT. XYZ dilakukan

melalui tiga tahapan sebagai berikut:
1. Comprehension (Pemahaman secara mendalam)

Tahapan comprehension merupakan tahapan awal dalam penerapan tata

kelola perusahaan. Pada tahapan ini dilakukan serangkaian kegiatan yang

bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan olkéy persons yaitu: Pemegang Saham,

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Sekretaris Perusahaan, Satuan

Pengawasan Internal, dan Komite Etika & GCG. Kegiatan-kegiatan yang

dilakukan pada tahapaomprehension adalah sebagai berikut:

a. Internalisasi GCG kepada manajemen

b. Dibentuknya Komite Etika dan GCG

c. Pelatihan (training) GCG kepada Komite Etika & GCG
d. Penyusunan kerangka dasar Etika Kerja dan Bisnis
e

Dilakukannya pre-assessmentGCG

2. Consolidation (Konsolidasi manusia dan sistem)
Tahapan selanjutnya adalah tahapan konsolidasi antara manusia dan sistem
yang ada di perusahaan untuk mengimplementasi tata kelola perusahaan.

Pada tahapan ini terdapat dua unsur utama yaitu sistem dan komitmen.
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Tujuan dari tahapan ini adalah pembangunan sarana dan prasarana tata kelola
perushaan serta komitmen manajemen. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
untuk pada tahapan consolidation adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Etika Kerja dan Bisnis

b. Penyusunan Board Manual

c. Pelaksanaan penilaian GCG oleh penilai atau assassbependen

d

Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada manajemen

3. Continuous Improvement (Perbaikan terus-menerus)
Tahapan selanjutnya adalah melakukan perbaikan secara terus-menerus atas
penerapan tata kelola perusahaan yang telah diterapkan oleh perusahaan.
Unsur utama pada tahapan ini adalah belajar dan berbagi dengan sasaran
menjadi perusahaan yang memiliki kompetensi dalam praktik bisnis yang
berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada
tahap perbaikan secara terus-menerus adalah sebagai berikut:
a. Perbaikan praktik bisnis secara terus-menerus berdasarkan prinsip-
prinsip GCG
b. Learning dan sharing atas penerapan GCG
Internalisasi dan sosialisasi GCG kepada seluruh manajemen dan pekerja
d. Penilaian (assessment GCG yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya
oleh lembaga penilai independen.

Pada saat ini, PT. XYZ telah berada pada tahapan ketigacgattnuous
improvement (perbaikan terus-menerus) dalam meningkatkan penerapan tata
kelola perusahaan dalam setiap aktivitas bisnisnya. Dengan diterapkannya proses
tata kelola dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan, maka dapat membantu
pencapaian visi dan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip
GCG dan praktik terbaik GCG pada perusahaan menjadi suatu keharusan untuk

dapat mewujudkan visi perusahaan menj&dirid Class Company”.
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3.2.1 Tujuan dan Manfaat Penerapan Corporate Governance

Peneapan prinsip-prinsip dan praktik terbaik GCG pada PT. XYZ

merupakan suatu keharusan dalam rangka untuk mewujudkan visi perusahaan

menjadi ‘World Class Company”. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip dan
praktik terbaik GCG adalah sebagai berikut:

1.

Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan
yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ
perusahaan.

Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar
perusahaan.

Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap
memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional.

Adapun manfaat dari penerapan prinsip-prinsip dan praktik terbaik GCG

adalah sebagai berikut

1.

Kejelasan tugas, kewenangan dan tanggung jawab antar fungsi baik di organ
utama maupun organ pendukung. Hal tersebut mengarah pada iklim kerja dan
budaya koordinasi yang lebih baik.

Terciptanya komitmen bersama yang kuat dalam pencapaian visi perusahaan.
Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan yang dapat dilihat dari
semakin baiknya hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan utama
seperti pemegang saham (PT. Pertamina (Persero)) serta manajemen BP
MIGAS maupun pemerintah (Dirjen Migas).
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Terciptanya iklim kerja yang kondusif yang mendorong pada peningkatan
kineja perusahaan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka produksi

serta keuntungan perusahaan.

3.2.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh PT. XYZ adalah sebagai

berikut;

1.

Transparansi (Transparency)

PT. XYZ menyediakan informasi yang material dan relevan secara tepat
waktu, memadai, jelas, akuran dan dapat diperbandingkan serta mudah
diakses oleh pemangku kepentingan.

Akuntabilitas (Accountability)

PT. XYZ mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar
untuk kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
Pertanggungjawabarésponsibility)

PT. XYZ mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta nilai-nilai sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
masyarakat dan lingkungan.

Kemandirian (ndependency)

PT. XYZ dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat.

Kewajaran dan Kesetaraara{rness)

PT. XYZ memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

3.2.3 Organ-Organ Perusahaan

Dalam implementasi atau penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan,

akan sangat berkaitan dengan lembaga pendukung atau organ-organ utama

perusahaan. Organ perusahaan merupakan struktur GCG yang berperan penting
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dalam pelaksanaan GCG yang efektif. Organ perusahaan dari PT. XYZ adalah
RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi yang

merupakan organ utama perusahaan. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi
pengawasan atas tindakan Direksi dalam melaksanakan perusahaan. Selain itu,

organ-organ pendukung juga diperlukan untuk meningkatkan penerapan GCG.

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang

memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi di dalam perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab dari Direksi. Dalam

menyelenggarakan RUPS, pemanggilan peserta rapat dilakukan melalui

pemanggilan tertulis yang disertai dengan adanya tanda bukti penerimaan.

Tugas dan tanggung jawab dari RUPS adalah sebagai berikut:

a. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAMJork Program & Budget
(WP&B) dan Laporan Tahunan yang diajukan oleh Direksi.

b. Menetapkan dan menyetujui kebijakan yang berhubungan dengan Dewan
Komisaris dan Direksi, termasuk dalam hal penunjukkan auditor

eksternal.

B. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar
serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan kepentingan dan tujuan
perusahaan. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan
Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada
pemberhentian sementara. Dewan Komisaris dan anggotanya harus
memenuhi kualifikasi dari sisi hukum, kompetensi, independensi dan pribadi
yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dewan Komisaris harus memiliki
latar belakang dan kemampuan akuntansi dan/atau keuangan, bidang hulu
minyak dan gas serta manajemen. Pemilihan, pengangkatan dan

pemberhentian Dewan Komisaris dan anggotanya dilakukan oleh RUPS.
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Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit satu bulan sekali atau
sew&tu-waktu apabila diperlukan. Komposisi Dewan Komisaris pada PT.
XYZ pada 31 Desember 2011 adalah berjumlah 5 orang, terdiri dari:
Komisaris Utama dan 4 orang Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan Direksi dalam
melaksanakan pengurusan perusahaan dan melaporkan hasil
pengawasannya secara tertulis kepada pemegang saham.

b. Memberi nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan RIJPP, RKAP,
WP&B serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran atau target
yang ingin dicapai dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemegang
saham.

d. Mereviw kebijakan dan strategi manajemen risiko, serta memberikan
masukan atau arahan kepada Direksi terkait dengan pengelolaan risiko.

e. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dewan Komisaris harus:

1) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang—undangan yang
berlaku serta wajib melaksanakan prinsip—prinsip profesionalisme,
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung
jawaban serta kewajaran

2) Bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha perusahaan
serta bertanggung jawab kepada perusahaan yang dalam hal ini
diwakili oleh RUPS.

f. Dewan Komisaris tidak boleh mengambil keputusan kegiatan
operasional, kecuali dalam keadaan tertentu pada saat Dewan Komisaris
menjabat sebagai Direksi sementara.

g. Memastikan bahwa tidak ada jabatan Direksi yang kosong.

h. Melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan
RUPS Lainnya jika Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan

kepentingan antara Direksi dengan perusahaan.
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Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng,

yaitu:

1) Bersama dengan anggota Direksi terhadap pihak yang dirugikan
apabila laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar
dan/atau menyesatkan.Bersama dengan anggota Direksi, apabila
setelah tahun buku berakhir ternyata perusahaan menderita kerugian
dan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim
yang telah dibagikan sebelum tahun buku berakhir.

2) Bersama dengan anggota Direksi membayar seluruh kewajiban
perusahaan akibat kepailitan yang disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian Dewan Komisaris dan Direksi jika kekayaan perusahaan
tidak cukup untuk membayarnya.

3) Bersama dengan anggota Direksi atas persetujuan dan/atau
rekomendasi tertulis yang diberikan terhadap perbuatan tertentu.

Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Bersama dengan Direksi memastikan bahwa auditor internal maupun

eksternal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai

perusahaan yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya.

Memantau efektivitas penerapan praktek GCG.

. Memantau implementasi Tanggung Jawab Sosial PeruséBaigiorate

Social Responsibility).

Mengesahkan Uraian Tugas Sekretaris Dewan Komisaris dan

menetapkan indikator kinerjanya.

Melaporkan pengangkatan anggota Komite Audit kepada pemegang

saham.

Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite untuk membantu dalam

melaksanakan tugasnya sebagai fungsi pengawasan. Selain itu juga, Dewan

Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris untuk

menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan. Organ pendukung

Dewan Komisaris pada PT. XYZ adalah sebagai berikut:
1. Komite Audit
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2. Sekretaris Dewan Komisaris

C. Direks

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas untuk memimpin,

mengurus dan mengendalikan perusahaan untuk kepentingan perusahaan

sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar. Susunan Direksi pada PT. XYZ sampai dengan tahun 2010 dan 2011

adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur

2. Direktur Operasi

3. Direktur Eksplorasi dan Pengembangan

4. Direktur Keuangan

Direksi  harus memenuhi kualifikasi dari sisi hukum, kompetensi,

independensi dan pribadi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pemilihan,

pengangkatan, pemberhentian dan pembagian tugas Direksi dilakukan oleh

RUPS. Rapat Direksi dilakukan paling sedikit satu bulan sekali atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan. Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai

berikut:

a. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan
tujuan perusahaan.

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan.

c. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha
perusahaan.

e. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan
segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun
mengenai pemilikan kekayaan perusahaan serta mengikat perusahaan
dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perusahaan, sesuai dengan
batasan-batasan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar.
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Melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang membutuhkan persetujuan

tertulis dari Dewan Komisaris.

Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh

atau sebagian besar harta kekayaan perusahaan (yang bukan merupakan

barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan persetujuan

RUPS.

Mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan

hak atas harta kekayaan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Melakukan  perbuatan-perbuatan tertentu yang membutuhkan

rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.

Menetapkan kebijakan pengurusan perusahaan melalui Rapat Direksi.

Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan

oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan

sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama

Direksi serta mewakili perusahaan dengan ketentuan semua tindakan

Presiden Direktur dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.

. Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng, yaitu:

1) Bersama dengan anggota Dewan Komisaris, terhadap pihak yang
dirugikan apabila laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak
benar dan/atau menyesatkan.

2) Bersama dengan anggota Dewan Komisaris, apabila setelah tahun
buku berakhir ternyata perusahaan menderita kerugian dan
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang
telah dibagikan sebelum tahun buku berakhir.

3) Bersama dengan anggota Dewan Komisaris, membayar seluruh
kewajiban perusahaan akibat kepailitan yang disebabkan oleh
kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dan Direksi jika

kekayaan perusahaan tidak cukup untuk membayarnya.
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4) Bersama dengan anggota Dewan Komisaris, atas persetujuan
dan/dgau rekomendasi tertulis yang diberikan terhadap perbuatan
tertentu.

5) Apabila 2 anggota Direksi atau lebih bersalah atau lalai dalam
menjalankan tugasnya. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab
penuh secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

n. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila Direksi bertindak tanpa
persetujuan Dewan Komisaris, dimana tindakan tersebut merugikan
perusahaan atau pihak ketiga.

0. Bersama dengan Dewan Komisaris memastikan bahwa auditor internal
maupun eksternal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi
mengenai perusahaan yang dianggap perlu dalam melaksanakan
tugasnya.

Mengkaji dan mengelola risiko usaha.

Menerapkan praktek Good Corporate Governance secara efekitif.

r. Memastikan perusahaan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (Corporate Social Responsibilitipsesuali dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

s. Melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS.

Organ-Or gan Pendukung

Selain organ-organ utama seperti RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi maka
organ-organ pendukung juga diperlukan untuk meningkatkan penerapan GCG
di dalam perusahaan. Organ-organ pendukung ini merupakan organ
pendukung Direksi dalam menjalankan tugas pelaksanaan operasional sehari-
hari di perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
Direktur. Pengangkatan dan pemberhentian organ-organ pendukung tersebut
dilakukan oleh Presiden Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
Organ-organ pendukung perusahaan juga dapat mendukung implementasi dan
penerapan GCG yang efektif. Organ-organ pendukung pada PT. XYZ sampai
dengan tahun 2010 dan 2011 terdiri dari:
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1. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

2. Komite Etika dan GCG
Komite Etika dan GCG terdiri dari: Kepala SPI sebagai ketiee
President (VP) Legal & Relation, VP Drilling, VP Eksplorasi, VP
Eksploitasi, VPHuman Resource Department (HRD), VP Supply Chain
Management (SCM), VP Health, Safety and Environment (HSE), VP
Perencanaan & Manajemen Risiko, VP Kontroler, Manajer Senior Data
Geomatika & Teknologi Informatika dan Koordinator Asset Jawa pada
fungsi SPI.
Komite Manajemen Risiko

4. Sekretaris Perusahaan (Fungsi Sekretaris Perusahaan berada di bawah
Fungsi Legal & Relatior)

3.3 Manajemen Risiko pada PT. XYZ

Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perusahaan yang sangat
cepat serta diikuti dengan semakin kompleksnya risiko yang melekat pada seluruh
kegiatan usaha atau bisnis perusahaan yang dapat mempengaruhi tercapainya
tujuan. Risiko-risiko tersebut juga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup
perusahaan. Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut, maka perusahaan
membutuhkan suatu sistem pengelolaan risiko yang efektif dan komprehensif.
Pengelolaan risiko tersebut sangat diperlukan bagi perusahaan untuk dapat
memanfaatkan peluang usaha dan mencegah kemungkinan kerugian pada bisnis
perusahaan serta menciptakan kondisi GCG dalam perusahaan. Pentingnya
pengelolaan risiko di dalam perusahaan, maka diperlukan suatu kebijakan
manajemen risiko yang sejalan dengan visi, misi dan strategis perusahaan. Oleh
karena itu, PT. XYZ telah melaksanakan pengelolaan risiko melalui kebijakan
mengenai pengelolaan risiko yang dituangkan dalam Pedoman Manajemen Risiko
PT. XYZ. Pedoman manajemen risiko tersebut digunakan sebagai pedoman atau
acuan bagi seluruh jajaran perusahaan dalam melaksanakan manajemen risiko di

perusahaan.
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3.3.1 Struktur Manajemen Risiko

Dalan rangka mewujudkan pelaksanaan proses dan sistem manajemen

risiko yang efektif maka perlu dibentuk organisasi dan fungsi yang terlibat dan

bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem manajemen risiko. Struktur

organisasi manajemen risiko pada PT. XYZ adalah sebagai berikut:

A. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang terdiri dari: Presiden Direktur

sebagai ketua komite, Direktur Operasi sebagai wakil ketua komite, VP

Perencanaan & Manajemen sebagai sekretaris komite. Sedangkan anggota

dari Komite Manajemen Risiko adalah VP Eksplorasi, VP Eksploitasi, VP

HSE, VP Kontroler, dan VR.egal & Relation. Wewenang dan tanggung

jawab Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a.

Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang komprehensif
secara tertulis bersama dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Kebijakan dan strategi manajemen risiko tersebut termasuk juga
penetapan dan persetujuan batasan risiko baik secara keseluruhan, per
jenis risiko maupun per aktivitas fungsional. Kebijakan dan strategi
manajemen risiko ditetapkan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu
tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan
faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas usaha secara signifikan.
Bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan manajemen risiko dan
eksposur risiko yang diambil oleh perusahaan.

Mengevaluasi efektifitas penerapan manajemen risiko perusahaan secara
berkala, antara lain berupa: (i) Metodologi pengukuran risiko, (ii)
Implementasi sistem informasi manajemen, dan (ii) Ketepatan
kebijakan, prosedur, dan penetapan batasan risiko. Evaluasi dilakukan
secara berkala yang bertujuan untuk mengantisipasi perubahan situasi,
kondisi serta perkembangan eksternal dan internal perusahaan.
Penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang
menyimpang dari prosedur normalr égularities).

Memantau kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko.
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f. Mengembangkan budaya sadar risikask consciousness) kepada
seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang
memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya
pengendalian internal yang efektif.

g. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan
manajemen risiko.

h. Menetapkan prosedur kerja untuk dasar pelaksanaan Unit Kerja

Manajemen Risiko.

B. Tim Unit Kerja Manajemen Risiko

Tim Unit Kerja Manajemen Risiko adalah unit kerja yang terdiri dari: VP

Perencanaan & Manajemen Risiko sebagai koordinator, Manajer Manajemen

Risiko sebagai wakil koordinator I, Manajer Evaluasi & Pengendalian sebagai

wakil koordinator II, ahli risiko operasional, ahli analisa risiko dan investasi

serta karyawan PT. XYZ lainnya yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan
atau Surat Perintah Direksi Perusahaan. Tim Unit Kerja Manajemen Risiko
bertanggung jawab kepada Komite Manajemen Risiko. Dalam menjalankan
tugasnya Tim Unit Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap

Fungsi yaitu adanya pemisahan tanggung jawab antara Unit Kerja

Manajemen Risiko dengan Fungsi yang melakukan aktivitas atau kegiatan

usaha. Wewenang dan tanggung jawab Tim Unit Kerja Manajemen Risiko

adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan dan memastikan agar implementasi manajemen risiko
perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target yang telah
direncanakan berdasarkan kebijakan manajemen risiko PT. XYZ.

b. Melaksanakan aktivitas manajemen risiko pada masing-masing fungsi,
yaitu: (i) mengidentifikasi kejadian risiko, penyebab risiko, gejala risiko
dan dampak risiko, (ii) melakukan pengukuran risiko, (iii) melakukan
respon atas risiko yang ada dengan mitigasi yang cukup, (iv) menetapkan
program-program perbaikan atau implementasi sistem atau penggunaan
software dalam pengelolaan risiko, (v) memantau posisi risiko

perusahaan secara korporat, per jenis risiko dan risiko per aktivitas
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fungsional dengan menetapkan sistem pemantauvamtfring), riview

dan pelaporan dari lapangan sampai ke pusat untuk pengambilan
keputusan atau tindak lanjut dan dituangkan dalam bentuk pemetaan
risiko.

Menyusun laporan profil ririko perusahaan secara berkala dan
menyampaikannya kepada Komite Manajemen Risiko dengan tembusan
Direksi perusahaan.

Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko mengenai
besaran atau maksimum eksposur risiko yang akan dimasukkan ke dalam
RKAP.

Mengkaji secara berkala kecukupan dan kelayakan dari kebijakan,
pedoman dan strategi penerapan manajemen risiko.

C. Sub Tim Unit Kerja Manajemen Risiko

Sub Tim Unit Kerja Manajemen Risiko adalah suatu organisasi yang

ditetapkan oleh Presiden Direktur yang berwenang untuk melakukan

koordinasi pelaksanaan manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan
pada setiap fungsi baik di tingkat region, Unit Bisnis PT. XYZ (UBEP)

maupun proyek dibawah koordinasi Koordinator Tim Unit Kerja Manajemen

Risiko. Dalam menjalankan tugasnya Sub Tim Unit Kerja Manajemen Risiko

harus independen terhadap Fungsi yaitu adanya pemisahan tanggung jawab

antara Sub Tim Unit Kerja Manajemen Risiko dengan Fungsi yang

melakukan aktivitas atau kegiatan usaha. Sub Tim Unit Kerja Manajemen

Risiko bertanggung jawab kepada pimpinan Fungsi. Wewenang dan tanggung

jawab Sub Tim Unit Kerja Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a.

Mempersiapkan dan memastikan agar implementasi manajemen risiko
perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang
telah direncanakan berdasarkan kebijakan manajemen risiko PT. XYZ.
Melaksanakan aktivitas manajemen risiko pada masing-masing fungsi,
yaitu:

1) Mengidentifikasi kejadian risiko, penyebab risiko, gejala risiko dan

dampak risiko.
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7

D. Fungs

93

Melakukan pengukuran risiko.

Melakukan respon atas risiko yang ada dengan mitigasi yang cukup.
Memantau posisi risiko perusahaan secara korporat, per jenis risiko
dan risiko per aktivitas fungsional dengan menetapkan sistem
pemantauan (monitoring), riview dan pelaporan dari lapangan
sampai ke pusat untuk pengambilan keputusan atau tindak lanjut dan
dituangkan dalam bentuk pemetaan risiko.

Menyusun laporan  profil risiko secara berkala dan
menyampaikannya kepada Koordinator Tim Unit Kerja Manajemen
Risiko.

Memberikan masukan kepada Koordinator Tim Unit Kerja
Manajemen Risiko mengenai besaran atau maksimum eksposur
risiko untuk dimasukkan ke dalam RKAP.

Memberikan masukan terkait dengan kebijakan, pedoman dan
strategi penerapan manajemen risiko serta menyampaikan
rekomendasi perubahan kepada Koordinator Tim Unit Kerja

Manajemen Risiko.

Fungsi adalah seluruh unit usaha dan unit fungsional di dalam lingkungan

perusahaan yang memiliki risiko dalam melaksanakan aktivitas yang

sekurang-kurangnya memenuhi satu kriteria sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan usaha.

b. Memiliki aset operasional (non inventaris).

c. Melaksanakan aktivitas produksi barang atau jasa.

d. Memiliki eksposur sekurang-kurangnya satu jenis dari risiko perusahaan.

Wewenang dan tanggung jawab pimpinan Fungsi dalam pengelolaan

manajemen risiko adalah sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab sesuai dengan hirarki struktur organisasi dalam

pelaksanaan manajemen risiko.

b. Memastikan kebijakan dan strategi manajemen risiko perusahaan yang

diterapkan oleh karyawan di masing-masing fungsi.
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c. Mengembangkan budaya sadar risiko kepada seluruh karyawan di dalam
fungsnya agar pelaksanaan manajemen risiko selaras dengan kebijakan
perusahaan.

d. Berkoordinasi dengan Tim maupun Sub Tim Unit Kerja Manajemen
Risiko.

3.3.2 Kategori Risiko
Setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PT. XYZ akan menghadapi
berbagai risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.
Kategori jenis risiko yang dimiliki oleh PT. XYZ yang dapat mempengaruhi
strategi dan tujuan perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Risiko Operasional
Risiko operasional adalah risiko perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan
operasional secara normal karena adanya faktor internal dan eksternal. Risiko
ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang,
ketidakpastian terhadap ketentuan atau kelemahan struktur pengendalian
internal, dan prosedur yang tidak memadai serta dikarenakan adanya
gangguan pada sistem informasi manajemen dan komunikasi. Risiko
operasional antara lain meliputi:
a. Risiko Informasi dan Teknologi
Risiko yang terjadi karena adanya permasalahan pada teknologi
informasi, yang disebabkan antara lain tidak tersedianya dan tidak
bekerjanya infrastruktur informasi dan teknologi serta adanya keusangan
teknologi dan permasalahan lainnya.
b. Risiko Sumber Daya Manusia
Risiko yang berhubungan dengan sumber daya manusia antara lain:
inkompetensi pekerja, inproduktivitas, ketidaktepatan sistem penilaian
kinerja dan remunerasi, budaya kerja yang tidak kondusif, rendahnya
koordinasi dan komunikasi baik antar karyawan maupun fungsi, bentuk-
bentuk pencurian oleh pihak internal, struktur organisasi yang tidak

efektif, dan lain-lain.
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Risiko Bencana Alam

Risko yang disebabkan terjadinya bencana alam, antara lain: banijir,
gempa bumi, gunung meletus, badai, sambaran petir, dan lain-lain.

Risiko Lingkungan dan Sosial

Risiko yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial, antara lain:
pencemaran atau polusi, tuntutan masyarakat sekitar lokasi kerja, konflik
kepentingan, rendahnya sosialisasi aktivitas kegiatan, dan lain-lain.

Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Risiko yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja,
antara lain rendahnya kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja
termasuk prosedur serta peraturan yang mengakibatkan kecelakaan kerja,
radiasi, kebakaran, gangguan bunyi dan getaran, dan lain-lain.

Risiko Kelangsungan Operasional

Risiko yang terjadi pada kelangsungan kegiatan operasional, antara lain:
masalah dalam penyediaan bahan baku dan bahan penunjang, kehandalan
peralatan produksi, pemeliharaan, distribusi bahan produk, proses
pengadaan, dan lain-lain.

Risiko Eksplorasi dan Eksploitasi

Risiko yang terjadi pada aktivitas eksplorasi dan eksploitasi, antara lain:
risiko adanya kesalahan evaluasi sutface, risiko pemborankjow out,

hole problem, lossin hole, well problem, loss of well), dan lain-lain.

Risiko Kegagalan Kerjasama

Risiko adanya kegagalan dalam kerjasama yang dilakukan oleh
perusahaan, antara lain: pemutusan sepihak atas kontrak oleh mitra
kerjasama, wan prestasi mitra kerjasama, dan lain-lain.

Risiko Politis

Risiko yang berkaitan dengan politik, antara lain: kondisi politik negara,
kebijakan pemerintah yang bersifat menyeluruh, dan lain-lain.

Risiko Reputasi

Risiko yang berkaitan dengan reputasi perusahaan, antara lain: adanya
publikasi negatif yang terkait dengan aktivitas usaha perusahaan atau

persepsi negatif terhadap citra perusahaan, dan lain-lain.
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k. Risiko Strategik
Risko yang berkaitan dengan strategi perusahaan, antara lain: adanya
penetapan dan pelaksanaan strategi perusahaan yang tidak tepat,
pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya
perusahaan terhadap perubahan eksternal, dan lain-lain.

l.  Risiko Surface Facilities
Risiko yang berkaitan dengan keadaan fasilitas produksi, instalasi,

mekanikal, dan utilitis.

Risiko Legal

Risiko legal adalah risiko yang berkaitan dengan aspek yuridis yang dapat
mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum. Risiko ini terjadi disebabkan
antara lain: tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung,
kelemahan perikatan (seperti tidak tertuangnya kepentingan perusahaan
secara tertulis dalam perjanjian), tidak dipenuhinya syarat sah kontrak,
pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidakpatuhan dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan, prosedur dan/atau ketentuan

lain yang berlaku serta ketidaklengkapan dokumen.

Risiko Finansial dan Ekonomis
Risiko finansial dan ekonomis adalah risiko yang berkaitan dengan keadaan
ekonomi dan finansial suatu negara yang berdampak terhadap perusahaan.
Risiko finansial dan ekonomi ini meliputi:
1. Risiko Likuiditas
Risiko yang timbul dikarenakan tidak selarasnya kebutuhan dana dengan
tata waktu pendanaan.
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Risiko yang timbul dikarenakan perubahan nilai tukar mata uang yang
digunakan dalam transaksi finansial kegiatan usaha.
3. Risiko Tingkat Bunga
Risiko yang terjadi dikarenakan adanya perubahan tingkat bunga

pinjaman khususnya pada pembiayaan proyek-proyek jangka panjang.
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Risiko Kredit

Risko yang terjadi dikarenakan pelanggan tidak membayar
kewajibannya atas produk atau jasa yang telah diberikan oleh
perusahaan.

Risiko Portofolio Investasi

Risiko yang timbul akibat penilaian dan pemilihan proyek-proyek yang
dijalankan oleh perusahaan.

Risiko Inefisiensi Biaya

Risiko yang timbul dikarenakan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
perusahaan yang mengakibatkan denda, penalti, penundaan pekerjaan,
reimbursement biaya, reimbursemepiajak tidak tertagih, dan lain-lain.

Risiko Pasar

Risiko yang timbul dikarenakan adanya pergerakan variabel pasar, antara
lain: perubahan harga produk, perubahan kualitas produk, persaingan
usaha, kesalahan penentuan harga, kegagalan pengembangan produk
baru, kesalahan distribusi, dan lain-lain.

Risiko Pembayaran pada Pihak Ketiga

Risiko yang timbul dikarenakan terlambatnya pembayaran kepada pihak

ketiga.

3.3.3 Proses M anajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan penerapan secara sistematik atas

strategi dan kebijakan serta pelaksanaan sistem manajemen risiko. Proses

manajemen risiko pada PT. XYZ adalah sebagai berikut:

1.

Penentuan Lingkup Risik&gope of Risk)

Penentuan lingkup risiko pada tahap awal proses manajemen risiko bertujuan
untuk menentukan lingkup analisis yang akan dilakukan sesuai dengan
aktivitas atau kegiatan usaha yang menjadi obyek analisis dan sesuai dengan

kewenangan pada setiap tingkapan organisasi yang melakukan analisis.
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Identifikasi Risiko Risk Identification)

Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang

melekat pada setiap aktivitas atau kegiatan dalam proses bisnis perusahaan

yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan berdasarkan

lingkup risiko yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Dalam proses

identifikasi risiko harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bersifat proaktif bukan reaktif.

b. Mencakup seluruh area kegiatan secara sistematis dan menggabungkan
seluruh sumber informasi yang tersedia.

c. Mengembangkan pemahaman yang jelas dan analisa mengenai risiko-
risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha yang lebih kompleks.

Proses identifikasi risiko dapat dilakukan berdasarkan pada pengalaman akan

kerugian yang pernah terjadi pada perusahaan. Dalam melaksanakan proses

identifikasi risiko dapat digunakan sebagai pendekatan dan metode baik

secara kuantitatif atau kualitatif.

Pengukuran RisikoRisk Measurement)

Pengukuran risiko adalah proses mengukur eksposur risiko perusahaan yang
telah teridentifikasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan/atau
kualitatif yang telah diakui dan memiliki metodologi pengukuran risiko yang
dapat mengidentifikasi setiap sensitivitas atau konsentrasi bisnis. Hasil
pengukuran risiko merupakan dasar untuk mengkategorikan peringkat risiko
berdasarkan dampak yang mungkin ditimbulkannya. Untuk mengetahui profil
risiko perusahaan maka dilakukan pemetaan risikosk ( mapping)
berdasarkan pada tingkat risiko dan dampaknya terhadap perusahaan.
Pendekatan pengukuran profil risiko perusahaan digunakan untuk mengukur
sensitivitas aktivitas bisnis terhadap perubahan faktor-faktor terkait baik
dalam kondisi normal maupun tidak normal serta kecenderungan perubahan
faktor-faktor tersebut berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa
lalu dan korelasinya. Metode pengukuran risiko harus dapat dikaitkan dengan
hal-hal sebagai berikut:
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a. Sensitivitas aktivitas bisnis terhadap perubahan faktor-faktor terkait baik
dalan kondisi normal maupun tidak normal.

b. Kemampuan sistem pengumpulan data.

c. Kemampuan manajemen memahami makna dan keterbatasan dari hasil
akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan.

Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pihak-pihak yang

terkait dalam pengendalian risiko.

Respon RisikoRisk Response)

Respon risiko adalah proses penentuan alternatif penanganan risiko (

treartment) yang mungkin dapat dilakukan perusahaan mulai dari pemilihan

sampai dengan penerapannya. Beberapa alternatif penanganan risiko
perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Menghindari risiko (isk avoiding) dengan tidak melakukan aktivitas atau
kegiatan usaha tertentu.

b. Pengurangan risikaigk reducing) dengan melakukan aktivitas-aktivitas
yang dapat mengurangi risiko, misalnya dengan peningkatan keselamatan
kerja, pemeliharaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan
hedging.

c. Pembagian risikor{sk sharing) dengan pihak lain, misalnya dengan
melakukan kerjasama dalam bentuk kerjasama operasi dan lain
sebagainya.

d. Pemindahan risikorisk transfer) dengan pihak lain, misalnya melalui
penutupan asuransi.

e. Kombinasi antara beberapa alternatif-alternatif tersebut di atas.

Pemilihan alternatif penanganan risiko harus disesuaikan dengan strategi

bisnis perusahaan dan manajemen risiko. Setelah dipilihnya alternatif

penanganan risiko maka selanjutnya adalah melakukan penerapan. Penerapan
adalah proses pelaksanaan pilihan penanganan risiko yang paling optimum

bagi perusahaan.
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5. Pemantauan dan Pelapordfofitoring and Reporting)

Pemantauan dan pelaporan terhadap eksposur risiko yang bersifat material

atau yang berdampak secara signifikan kepada kondisi keuangan perusahaan,

yang mencakup antara lain:

a. Memantau keseluruhan eksposur bisnis perusahaan yang dilakukan
secara berkelanjutan.

b. Memastikan bahwa eksposur risiko tidak melampaui batdisait) (yang
telah ditetapkan.

c. Mengidentifikasi risiko dan menganalisis atas eksposur risiko tersebut.

d. Mendistribusikan hasil analisis tersebut kepada pihak berwenang dalam

proses pengambilan keputusan.

6. Pengendalian (Controlling)
Pengendalian adalah suatu usaha untuk mengendalikan timbulnya potensi
risiko tertentu. Pengendalian tersebut antara lain dilakukan melalui tindakan
yang bersifat preventif atau korektif berdasarkan hasil pemantauan

(monitoring) risiko yang telah dilakukan oleh perusahaan.

3.3.4 Pemetaan Risko
Dalam menentukan profil risiko perusahaan dan tindakan mitigasi untuk

mengelola risiko, sebelumnya adalah menentukan batasan risiko suatu
perusahaan. Batasan risiko merupakan toleransi risiko yang harus ditetapkan oleh
perusahaan sebelum dilakukannya kegiatan bisnis. Sistem penetapan batasan
risiko perlu dimiliki oleh perusahaan dan merupakan komponen penting dalam
pengelolaan risiko. Sistem penetapan batasan risiko sekurang-kurangnya harus
meliputi:
a. Penetapan batasan secara individual (unit bisnis) dan konsolidasi
b. Pengintegrasian batasan maupun eksposur risiko dari seluruh kegiatan

perusahaan.
c. Kemampuan modal perusahaan untuk menyerap eksposur risiko atau

kerugian yang timbul.

Universitas Indonesia

Analisis peranan..., Sartika Dwi Waracanova, FE Ul, 2012



101

Dalam melakukan penetapan batasan risiko maka perlu memperhatikan faktor-
faktor sebagai berikut:

a. Kinerja di masa lalu

b. Sistem pengukuran risiko dan penilaian eksposur

c. Kualitas pengendalian internal

d. Kemampuan sistem dalam penyelesaian kegiatan bisnis

Usulan atas batasan risiko dilakukan oleh Tim Unit Kerja Manajemen
Risiko yang selanjutnya direkomendasikan kepada Komite Manajemen Risiko
untuk mendapatkan persetujuan. Setelah batasan risiko tersebut disetujui oleh
Komite Manajemen Risiko selanjutnya akan diterapkan pada fungsi terkait.
Apabila terjadi pelampauan atas batasan risiko harus dapat diidentifikasi dengan
segera untuk ditindaklanjuti oleh manajemen. Pelampauan batasan risiko tersebut
hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang
berwenang.

Setelah ditentukannya jenis dan batasan risiko oleh perusahaan maka
tahapan selanjutnya adalah menyusun profil risiko perusahaan. Profil risiko dapat
disusun dengan menggunakask register (daftar risiko) berdasarkan kejadian-
kejadian risiko yang ada di seluruh fungsi yang ada di perusahaan baik di pusat,
region, UBEP maupun proyeRisk register disusun dengan menggunakan Sistem
Risk Register Online dan akan diperbaharui secara berkala dengan menyesuaikan
kejadian-kejadian risiko yang ada di perusahaan. Berdasarkan kejadian risiko
yang telah teridentifikasi tersebut, selanjutnya adalah melakukan pemetaan risiko
(risk mapping). Pemetaan risiko bertujuan untuk menentukan tingkat skala
prioritas atas suatu risiko yang mungkin terjadi pada fungsi-fungsi perusahaan.
Pemetaan risiko dilakukan dengan membandingkan antara probabilitas dan
dampak terjadinya suatu risiko. Untuk menentukan dampak dan probabilitas dari
risiko-risiko dilakukan dengan menggunakan skala nilai atas dampak dan
probabilitas yang ditetapkan oleh Direktorat Hulu PT. Pertamina (Persero). Skala
nilai atas dampak dan probabilitas tersebut dapat disajikan pada tabel 3.2 dan 3.3.

Setelah dilakukan penilaian dengan menggunakan skala nilai probabilitas
dan dampak yang berdasarkan pada tabel 3.2 dan 3.3, maka selanjutnya adalah

menentukan peringkat dari risiko-risiko tersebut. Penentuan peringkat risiko
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dilakukan dengan menggunakarsk matrix (matriks risiko) yang berdasarkan
pada hasil perhitungan dari probabilitas dan damBek. matrix akan membagi
risiko-risiko yang telah teridentifikasi ke dalam empat kategori, yattreme

risk, high risk, medium risk danlow risk. Risk matrix yang membagi peringkat
risiko dapat disajikan pada gambar 3.2. Berdasarkan hasilisamatrix, maka

akan menunjukkan risiko-risiko yang sangat berdampak signifikan terhadap
perusahaan. Perusahaan dapat menyusun profil risiko utama untuk dapat
memfokuskan untuk mengelola risiko-risiko yang memiliki peringkat tertinggi

untuk menentukan tindakan mitigasi yang efektif untuk mengatasi risiko-risiko

tersebut.
Tabel 3.2
Skala Nilai Probabilitas
No. | Kategori Probabilitas Deskripsi Per sentase (%)
1. | Unlikely Tidak Mungkin Terjadi 0<x10%
2. | Rare Jarang Terjadi 10% < x< 30%
3. | Moderate Bisa Terjadi 30% < x 50%
4. | Likely Sangat Mungkin Terjadi 50% <x70%
5. | Almost Certain Hampir Pasti Terjadi 70% <x90%
6. | Definitely Pasti Terjadi 90% < x< 100%
Sumber: Pedoman Manajemen Risiko PT. XYZ 2011
Tabel 3.3
Skala Nilai Dampak
Kategori — Nilai Dampak
No. Dampak Deskripsi Range (Rp. Juta)
1. | Insignificant Tidak Signifikan | 0-20% N €9.405
2. | Minor Kecll 21 - 40% 69.405 <n%¥156.763
3. | Moderate Sedang 41 — 60% 1.156.763 <B8.470.290
4. | Sgnificant Signifikan 61 — 80% 3.470.290 <<n13.881.161
5. | Catastrophic Sangat Besar 81-100% n>13.881.161

Sumber: Pedoman Manajemen Risiko PT. XYZ 2011
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Gambar 3.2
Skala Risko Berdasarkan Hasil Pemetaan Risiko
Probabilitas
Definitely Medium High
Almost Certain Medium High
Likely Medium High
Moderate Medium High
Unlikely Medium High High
Rare Medium Medium
Insignificant Minor Moderate Significant ~ Catastrophic

Dampak
Sumber: Pedoman Manajemen Risiko XYZ 2011

3.4 Satuan Pengawasan Internal PT. XYZ

Dalam upaya untuk pencapaian visi dan misi XYZ, maka diperlukal
suatu fungsi yang independen dan objektif untuk mencapai tujuan peru
tersebut. Fungsi yang independen dan objektif tersebut adalah Satuan Pen
Internal (SPI) yang bertujuan untuk membantu perusahaan melalui ke
assurance dan konsultasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan r

pengendalian dan prosgovernance.

3.4.1 Wewenang Satuan Pengawasan Internal
Wewenang Satuan Pengawasan Internal (SP1)XYZ adalah sebagai
berikut:
1. Kepala SPI diberikan wewenang unimemimpin program audit secara It
dankomprehensif di dalam Perusah:
2. SPI memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektifitas dari
kontrol manajeme Perusahaan untuk mengarahkan aktivitasnya ke

pencapaian sasaran yang sesuai dengan ken dan rencana organis:i
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3. Kepala SPI dan para staf auditnya diberikan wewenang untuk mendapatkan
akses penuh, bebas dan tidak terbatas kepada seluruh fungsi, catatan, aset dan

karyawan Perusahaan.

3.4.2 Tanggung Jawab Satuan Pengawasan | nternal
Tanggung jawab dari Kepala SPI PT. XYZ adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan bagi aktivitas audit dan mengarahkan fungsi internal
SPI dari segi teknis dan administrasi.

2. Mengembangkan dan melaksanakan program audit yang komprehensif untuk
mengevaluasi pengendalian manajemen yang terdapat di seluruh aktivitas
perusahaan.

3. Menguji efektivitas seluruh tingkatan menajemen dalam kepengurusannya
atas sumber daya organisasi dan kepatuhan mereka terhadap kebijakan dan
prosedur yang telah ditetapkan.

4. Menelaah kecukupan prosedur dan catatan-catatan dalam mencapai sasaran
yang dimaksud, dan menilai kebijakan dan perencanaan yang berhubungan
dengan aktivitas atau fungsi yang sedang diaudit.

5. Merekomendasikan perbaikan pengendalian manajemen yang dirancang
untuk mengamankan sumber daya perusahaan, meningkatkan pertumbuhan
perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6. Menerbitkan laporan hasil audit, termasuk rekomendasi untuk perbaikan.

7. Menilai kecukupan dari tindakan manajemen operasional dalam memperbaiki
kondisi penyimpangan yang dilaporkan, menerima tindakan perbaikan yang
memadai, penelaahan yang terus dilaksanakan dengan pihak manajemen yang
tepat atas tindakan yang dianggap kurang memadai oleh Kepala SPI1 sampai
akhirnya tercapai pemecahan yang memuaskan dari permasalahan tersebut.

8. Melaksanakan audit investigatiffrgud audit) atas permintaan Direksi,
termasuk menelaah representasi yang dibuat oleh pihak-pihak di luar
perusahaan.

9. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai konsultan secara relatif terhadap area-

area tanggung jawab di atas.
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3.4.3 Ruang Lingkup Satuan Pengawasan | nternal

Lingkup penugasan SPI PT. XYZ yaitu melakukan evaluasi dan

memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko,

pengendalian, dagovernance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis,

teratur dan menyeluruh sebagai berikut:

1.

SPI membantu perusahaan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi
risiko dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko
dan sistem pengendalian internal.
SPI membantu perusahaan dalam memelihara pengendalian internal yang
efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efesiensi dan efektivitas
pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern
secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil penilaian risiko, SPI
mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, yang
mencakup governancekegiatan operasi dan sistem informasi perusahaan.

SPI menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan

proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam
perusahaan.

b. Memastikan pengelolaan kinerja perusahaan yang efektif dan
akuntabilitas.

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-
unit yang tepat di dalam perusahaan.

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasi
informasi di antara Presiden Direktur, Dewan Komisaris, SPI dan
eksternal serta manajemen.

SPI mengevaluasi rancangan implementasi dan efektivitas dari kegiatan,

program dan sasaran perusahaan yang berhubungan dengan etika perusahaan.

3.4.4 KodeEtik Satuan Pengawasan Internal

Agar pelaksanaan penugasan SPI dapat berjalan secara profesional, maka

perlu ditetapkannya Kode Etik yang memuat standar perilaku yang digunakan

sebagai pedoman bagi seluruh auditor SPI dan membentuk prinsip-prinsip dasar
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dalam menjalankan praktik SPI. Para auditor SPI wajib menjalankan tanggung

jawab profesinya dengan penuh martabat dan kehormatan. Pelanggaran terhadap

standar perilaku yang ditetapkan dalam Kode Etik ini dapat mengakibatkan
dikenakan sanksi kepada auditor SPI. Standar perilaku (Kode Etik) Auditor SPI
PT. XYZ adalah sebagai berikut:

1.

Auditor SPI menunjukan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam
melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya.

Auditor SPI menunjukan loyalitas terhadap perusahaannya atau terhadap
pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor SPI tidak boleh secara sadar
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
Auditor SPI tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan atau tindakan
yang dapat mendiskreditkan profesi SPI atau mendiskreditkan perusahaannya.
Auditor SPI menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan
konflik dengan kepentingan perusahaannya, atau kegiatan-kegiatan yang
dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat
melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara
objektif.

Auditor SPI tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari
karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis perusahaannya,
yang dapat, atau patut diduga dapat, mempengaruhi pertimbangan
profesionalnya.

Auditor SPI hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan
menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.

Auditor SPI mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi
Standar Profesi Auditor Internal.

Auditor SPI bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi
yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor SPI tidak boleh
menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi,
secara melanggar hukum, atau yang dapat menimbulkan kerugian terhadap
perusahaannya.

Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor SPI mengungkapkan semua

fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak
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diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviw atau
menutupiadanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

10. Auditor SPI senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan
kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor SPI wajib mengikuti pendidikan

profesional berkelanjutan.

3.4.5 Proses Penugasan Satuan Pengawasan | nternal

Dalam melaksanakan pekerjaannya, terutama aktivitas penugasan yaitu
audit danassessment pada fungsi SPI PT. XYZ terdiri dari beberapa tahapan.
Tahapan dalam proses penugasan audit assessment tersebut terdiri dari:
perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, pelaporan hasil penugasan, dan
monitoring tindak lanjut hasil penugasan. Tahapan-tahapan proses penugasan

audit atau assessmentersebut dapat digambarkan seperti pada gambar 3.3.

A. Perencanaan Penugasan

Tahapan dalam perencanaan penugasan audit meliputi aktivitas-aktivitas

sebagai berikut:

1. Menentukan ruang lingkup audit yang akan direncanakan dalam
perencanaan penugasan audit. Penentuan ruang lingkup audit meliputi
kegiatan yang diaudit, periode yang diaudit dan teknik audit yang
digunakan. Ruang lingkup audit ini dapat mencakup seluruh kegiatan,
program, fungsi atau mencakup bagian tertentu dari suatu kegiatan,
program dan fungsi.

2. Menentukan tujuan audit, yaitu melakukan penilaian apakah kegiatan,
program atau fungsi pada objek audit telah dilaksanakan secara hemat,
efisien dan efektif serta taat terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Menentukan sasaran audit, yaitu dapat berupa kegiatan, aktivitas,
program atau fungsi pada objek audit yang diketahui atau diidentifikasi
membutuhkan tindakan perbaikan atau peningkatan dalam segi
kehematan, daya guna dan hasil guna. Sasaran audit harus selalu

memiliki unsur pokok sebagai berikut:
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Kriteria

Kriteria adalah standar, ukuran, ketentuan yang seharusnya ditaati di
dalam menggunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien serta
pencapaian tujuan secara efektif. Kriteria harus layak dan jelas.
Penyebab

Penyebab adalah suatu tindakan manajemen dan/atau pegawai yang
telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kriteria atau tidak
melakukan sesuatu sesuai dengan kriteria.

Akibat

Akibat adalah suatu hasil yang didapat melalui pengukuran
kuantitatif atas penyimpangan antara kondisi dengan kriteria atau
akan menyebabkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Akibat biasanya dijabarkan dan diukur atau dinilai dalam

bentuk uang.

4. Melakukan persiapan audit dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran

secara singkat mengenai keadaan objek audit melalui pengumpulan

informasi, penelaahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan

internal perusahaan serta observasi yang berkaitan dengan kegiatan,

program dan fungsi objek audit. Prosedur audit yang dilakukan dalam

persiapan audit adalah sebagai berikut:

a.

Melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan kegiatan
atau fungsi untuk menjelaskan maksud dan tujuan audit yang akan
dilakukan.

Melakukan koordinasi tentang permintaan data dan hal lainnya yang
berhubungan dengan pelaksanaan audit.

Memperoleh latar belakang dan informasi umum atas organisasi dan
aktivitas, kegiatan dan fungsi yang diaudit.

Melakukan analisis latar belakang dan informasi umu tersebut dalam
rangka untuk memperoleh bukti yang relevan.

Menyelidiki kemungkinan atau alternatif kriteria dan elemen-elemen
lain pada kegiatan-kegiatan manajemen dalam menetapkan alternatif

sasaran audit.
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f. Apabila alternatif sasaran audit akan dipertimbangkan dalam audit,
makaharus mendapatkan bukti yang relevan apabila bukti tersebut
belum diperoleh pada langkah sebelumnya. Alternatif sasaran audit
tersebut dikelompokkan dalam satu atau lebih elemen sasaran
pemeriksaan untuk mendapatkan alternatif sasaran tentatif audit atau
Tentatif Audit Objective (TAO).

g. Mengikhtisarkan bukti dan pendalaman-pendalaman yang terdapat
pada TAO.

h. Membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang relevan dan
pendalaman-pendalaman pada TAO mengenai apakah audit akan
dilanjutkan atau menarik diri dari audit.

5. Menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran penugasan. Program kerja menetapkan
prosedur untuk mengidentifikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan
mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja ini
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.
Perubahan atau penyesuaian atas program kerja harus segera

mendapatkan persetujuan.

B. Pelaksanaan Penugasan

Tahapan pelaksanaan penugasan audit meliputi aktivitas-aktivitas sebagai

berikut:

1. Membuat surat penugasan yang harus disusun untuk mendukung
pelaksanaan penugasan audit. Surat penugasan harus ditandatangani oleh
Kepala SPI dan memuat informasi mengenai dasar penugasan, nama
klien, ruang lingkup, waktu pelaksanaan penugasan, jumlah dan nama
auditor, serta status atau kedudukan dalam penugasan. Surat penugasan
tersebut disampaikan kepada klien dengan tembusan kepada Presiden
Direktur dan Direktur terkait.

2. Untuk pelaksanaan penugasan audit yang dilakukan oleh pihak
outsourcing yang dikarenakan terbatasnya jumlah personil SPI, maka

langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
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a. Menentukan auditoroutsourcing dengan mengacu kepada MoU
dengan auditor pemerintah atau BPKP serta proses pengadaan jasa
oleh Supply Chain Management

b. Menerbitkan surat perintah untuk memulai pelaksanaan penugasan
audit atauassessment kepada auditooutsourcing dengan tembusan
kepada Direksi dan klien.

Jika Kklien menyetujui untuk dilakukan audit maka pelaksanaan
penugasan audit akan segera dilakukan. Apabila klien tidak setuju maka
SPI akan segera membuat laporan kepada Direksi bétapagement
Letter.
Melaksanakanentry meeting antara auditor dengan Kklien pada awal
penugasanEntry meeting dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan
informasi umum mengenai aspek penting yang berhubungan dengan
klien dan membangun koordinasi yang lebih baik serta mengantisipasi
secara dini atas kemungkinan adanya potensi hambatan dalam
pelaksanaan tugas audit.

Melakukan penelaahan dan pengujian atas pengendalian internal pada

setiap objek audit. Pengujian pengendalian ini dilakukan untuk lebih

memantapkan TAO yang telah diidentifikasikan pada tahap audit
sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian
internal dan lebih mengenali adanya kelemahan, sehingga dapat
dipastikan suatu TAO dapat dilanjutkan menjadi sasaran definitif audit
atau Firm Audit Objective (FAO) atau tidak perlu dilanjutkan karena
telah sesuai dengan kriteria.

Melaksanakaninterim meeting dengan klien pada saat penugasan

berlangsung yang bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil penugasan

sementara agar diperoleh kepastian informasi mengenai suatu masalah
atau temuan hasil audit.

Melaksanakarexit meeting dengan klien dan/atau fungsi lainnya yang

terkait pada akhir penugasan yang bertujuan untuk melakukan

pembahasan mengenai hasil penugasan atas temuan audit, sehingga
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diperoleh informasi hasil penugasan yang lengkap dan seimbang.

Informasi-informasi tersebut antara lain:

a. Kelengkapan data atau bukti audit lainnya yang belum diperoleh.

b. Keterangan penjelasan dari pimpinan klien mengenai hasil
penugasan.

c. Perkembangan atau progres tindak lanjut hasil penugasan yang
sudah dapat dilaksanakan oleh klien sampai dengan exit meeting.

d. Proses klarifikasi data akhir antara auditor dengan klien.

8. Mendokumentasikan hasil pembahasan padtmeeting dalam suatu
notulen dan ditandatangani bersama antara penanggung jawab atau
pengawas atau ketua tim penugasan audit dengan pimpinan klien. Materi
dan notulen yang telah ditandatangani tersebut merupakan dasar untuk
penyusunan Berita Acara Pembahasan Temuan dan Kesepakatan Tindak

Lanjut serta Laporan Hasil Penugasan.

C. Pelaporan Hasll Penugasan

Tahapan pelaporan meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Melakukan riview atas notulen hasil penugasan yang telah dibahas
dengan klien beserta data pendukung yang telah disepakati dari hasil
pembahasan.

2. Menyusun konsep laporan sesuai dengan jenis penugasan berdasarkan
bentuk dan syarat laporan sesuai dengan standar pelaporan yang telah
ditentukan oleh perusahaan.

3. Mengajukan konsep laporan yang telah disusun oleh ketua tim kepada
koordinator penugasan untuk dilakukan riview dari sisi kualitas hasil
penugasan dan kepatuhan terhadap Standar Profesi Auditor Internal dan
melampirkan lembar riview tersebut ke dalam laporan yang akan
disusun.

4. Setelah riview dianggap cukup oleh koordinator, selanjutnya adalah
melakukan pembahasan di fungsi SPI yang melibatkan seluruh fungsi

organisasi yaitu seluruh koordinator maupun auditor lainnya untuk
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memastikan pemenuhan kualitas hasil penugasan dan kepatuhan kepada
Standa Profesi Auditor Internal.

5. Menyusun kembali konsep laporan atas hasil penugasan yang telah
dilakukan sebelumnya untuk memperbaiki laporan maupun pemenuhan
lingkup penugasan audit dianggap kurang.

6. Menerbitkan laporan hasil penugasan audit yang telah ditandatangani
oleh Kepala SPI atau pejabat yang ditunjuk dan telah terlebih dahulu
diparaf oleh koordinator.

7. Mendistribusikan laporan hasil penugasan audit secara tepat waktu
kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu klien, Presiden Direktur
dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

D. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Penugasan

Tahapan monitoring tindak lanjut hasil penugasan meliputi aktivitas-aktivitas

sebagai berikut:

1. SPI melakukan inventarisasi temuan dengan melakukan kodefikasi,
pengelempokan dan penentuan status temuan yang mengacu pada Sistem
Informasi SPI.

2. Klien menindaklanjuti rekomendasi SPI dalam waktu 20 hari kerja
setelah batas wakiu yang tercantum dalam Berita Acara Pembahasan
Temuan dan Kesepakatan Tindak Lanjut. Jika tidak, maka SPI akan
membuat surat konfirmasi monitoring pertama yang ditujukan kepada
klien dengan tembusan kepada atasan klien.

3. Klien menindaklanjuti rekomendasi SPI dalam waktu 20 hari kerja
setelah batas waktu konfirmasi monitoring pertama. Jika tidak, maka SPI
akan membuat surat konfirmasi monitoring kedua yang ditujukan kepada
atasan langsung klien dengan tembusan kepada klien.

4. Klien menindaklanjuti rekomendasi SPI dalam waktu 20 hari kerja
setelah batas waktu konfirmasi monitoring kedua. Jika tidak, maka SPI
akan membuat surat konfirmasi monitoring ketiga yang ditujukan kepada
atasan langsung klien dengan tembusan kepada Direksi dan Klien.
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5. Melakukan pemuktahiran status temuan baik yang telah dilaksanakan
ataupun belum dilaksanakan.
Menyusun Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut.

7. Mendistribusikan Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut kepada
Direksi dan Komite Audit.

3.4.6 Hubungan Satuan Pengawasan Internal dengan Komite Audit

Komite Audit dapat menbantu untuk meningkatkan independensi dan

objektivitas dari fungsi SPI di dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya dalam pengawasan. SPlI memiliki hubungan fungsional

dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Hubungan atau komunikasi

antara Komite Audit dengan SPI pada PT. XYZ dapat dilihat melalui:

a.

Dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI yang dilakukan oleh

Presiden Direktur, Komite Audit akan memberikan pendapatnya untuk

menyetujui pengangkatan dan pemberhentian tersebut.

SPI dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris melalui

Komite Audit melalui rapat Dewan Komisaris atau Komite Audit yang

dilakukan secara reguler, tentang permasalahan yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit, pengendalian internal, laporan keuangan dan pelaksanaan

GCG yang bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Rencana audit tahunan yang telah disusun oleh SPI harus mendapat

persetujuan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite

Audit.

SPI menyampaikan laporan-laporan kepada Dewan Komisaris melalui

Komite Audit mengenai hal-hal sebagai berikut:

1) Tindakan yang tepat telah dilakukan oleh SPI untuk memperbaiki temuan
audit yang signifikan.

2) Aktivitas audit telah ditujukan ke arah eksposur-eksposur risiko tertinggi
dan ke arah peningkatan efisiensi, keekonomian dan efektivitas operasi.

3) Rencana audit internal telah memadai.
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4) Tidak terdapat pembatasan terhadap penilaian staf dan wewenang dari
aktivitas SPI atau akses yang dimiliki oleh SPI terhadap seluruh aktivitas,
catatan-catatan, aset dan karyawan.

Laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit
adalah Laporan Hasil Penugasan dan Laporan Kinerja SPI secara reguler yaitu

setiap tiga bulanan atau triwulanan.

3.4.7 Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Internal
Struktur organisasi fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT. XYZ

dapat disajikan pada gambar 3.4
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Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Internal PT. XYZ
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BAB IV
ANALISISDAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Penerapan Corporate Governance Manajemen Risiko dan
Pengendalian Internal pada PT. XYZ
4.1.1 Penilaian Penerapan Good Corporate Governance

Selaku anak perusahaan BUMN, PT. XYZ telah melaksanakan penilaian
atas penerapa@ood Corporate Governanc@CG) sesuai dengan Keputusan
Menteri Negara BUMN No. KEP-114/MBU/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi dadonitoring Good Corporate Governance
Hasil penilaian GCG pada PT. XYZ untuk periode tahun 2008-2011 terdapat pada
tabel 4.1.

Tabel 4.1
Penilaian Penerapan Good Corporate Governandel. XYZ

Tahun 2008 &

ilai Tahun 2011 Tahun 2010 Tahun 2009
No. Aspek Pengujian NII?I 2007
Maksimal ) 3 ; 3
Skor Capaian Skor Capaian Skor Capaian Skor Capaian
Hak dan Tanggung 9 6,67 74,11% 6,12 68,01% 6,23 69,25% 6,04 67,16%
Jawab Pemegang
Saham/RUPS
II. Kebijakan Good 8 7,71 96,38% 7,71 96,38% 7,56 94,50% 7,07 88,43%
Corporate Governance
M. Penerapan Good 66 55,64 | 84,30% 53,47 81,02% | 53,53 81,10% | 46,74 | 70,82%
Corporate Governace
V. Pengungkapan 7 5,75 82,14% 4,49 64,09% 2,38 33,94% 2,19 31,25%
Informasi (Disclosure)
V. Komitmen 10 8,92 89,20% 8,62 86,18% 8,71 81,69% 8,08 80,83%
Skor Keseluruhan 100 84,69 | 84,69% 80,41 80,41% | 77,86 | 77,86% | 70,13 70,13%

Sumber: LaporaAssessment Good Corporate GovernaRde XYZ Tahun 2011, 2010, 2009 dan
2008

Berdasarkan tabel 4.1, hasil penilaian atas penerapan GCG pada PT. XYZ
yang dilakukan oleh pihak eksternal yang independen yaitu Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Hasil penilaian tersebut merupakan perbandingan antara kondisi
penerapan GCG di PT. XYZ dengan praktik terbaik penerapan GCG. Peningkatan
penerapan GCG tersebut terlihat dari skor yang diperoleh oleh perusahaan pada
awal penerapannya tahun 2007 dan 2008 adalah sebesar 70,13 atau 70,13%
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kemudian meningkat pada tahun 2009 sebesar 77,86 atau 77,86% selanjutnya
meningkat pada tahun 2010 sebesar 80,41 atau 80,41% dan mengalami
peningkatan pada tahun 2011 sebesar 84,69 atau 84,69%.

Berdasarkan skor tersebut, maka penerapan GCG pada PT. XYZ selama
tahun 2007-2008 sampai dengan tahun 2011 perolehan skor penilaian GCG
mengalami peningkatan. Pada tahun 2007-2008 yang merupakan awal penerapan
GCG berpredikat cukup baik dan masih sama pada tahun 2009. Sedangkan pada
tahun 2010, penerapan GCG mengalami peningkatan menjadi baik begitu juga
dengan tahun 2011.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penilaian tersebut telah
menunjukkan bahwa penerapan GCG pada PT. XYZ sudah baik. Akan tetapi
masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang terdapat pada beberapa
aspek sehingga penerapan GCG secara keseluruhan menjadi belum maksimal.
Rincian kelemahan-kelemahan dari beberapa aspek tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS

Penerapan pada indikator tanggung jawab pemegang saham/RUPS yang

masih memerlukan perbaikan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan RUPS belum menetapkan auditor eksternal yang akan
mengaudit Laporan Keuangan tahun 2011, ketentuan mengenai
perangkapan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi, sistem perfilaian
and proper testbagi calon anggota komisaris, dan sistem penilaian
kinerja Dewan Komisaris secara individu.

b. Risalah RUPS belum memuat mengenai perbedaan sistem perhitungan
insentif antara pemegang saham dengan manajemen untuk Dewan
Komisaris dan Direksi, dinamika rapat atas pelaksanaan RUPS yang ada,

dan sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu.

2. Kebijakan GCG
Penerapan pada indikator kebijakan GCG yang masih memerlukan perbaikan
yaitu perusahaan belum memiliki kebijakan sistem pengendalian internal

yang terintegrasi dalamFramework The Committee of Sponsoring
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Organizations (COSO) baik mengenai tanggung jawab pelaksanaannya

maupun evaluasinya.

3. Penerapan GCG

A. Komisaris

Penerapan pada indikator penerapan GCG untuk aspek Komisaris yang

masih memerlukan perbaikan adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Dewan Komisaris belum menetapkan kriteria informasi yang dapat
disampaikan kepadatakeholderlainnya dan rincian pembagian
tugas bagi anggota komisaris yang baru aktif.

Dewan Komisaris belum melakukan pengkajian secara spesifik atas
kelayakan visi dan misi perusahaan, memberikan arahan dan
masukan mengenai manajemen risiko korporasi secara menyeluruh
di perusahaan terutama yang bersifat rutin dan memberikan masukan
mengenai implementasilnformation Technology (IT) yang
disampaikan oleh Direksi.

Program pengenalan komisaris bagi anggota Dewan Komisaris yang
baru belum dilengkapi dengan jadwal dan lamanya masa pengenalan.

Belum dilaksanakannya rencana program pengembangan komisaris.

B. Komite Komisaris

Penerapan pada indikator penerapan GCG untuk aspek Komite

Komisaris yang masih memerlukan perbaikan adalah sebagai berikut:

1)

2)

Komite komisaris belum memberikan usulan atau masukan
mengenai sistem pengupahan Direksi sebagaimana yang diatur
dalam CharteHulu.

Komite komisaris belum memberikan rekomendasi atas jenis dan
jumlah asuransi yang ditutup oleh perusahaan dalam hubungannya
dengan risiko seperti asuransi aset milik pemerintah (BP MIGAS)
yang harus diasuransikan oleh PT. XYZ selaku Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKKS).
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3) Komite komisaris belum melakukan riview atas efektivitas Sistem
Pengndalian Manajemen yang terintegrasi dan riview @tasn of
Referenc€d TOR) untuk auditor eksternal.

Direksi

Penerapan pada indikator penerapan GCG untuk aspek Direksi yang

masih memerlukan perbaikan adalah sebagai berikut:

1) Direksi belum menetapkastandard of ProcedurdSOP) untuk
pelaksanaan tugas di unit kerja atas suatu proses bisnis dan juga
uraian tugas yang jelas untuk tingkat asisten manajer ke bawah.

2) Direksi belum menerapkan sistem tentang IT secara terstruktur dan
terintegrasi karena belum memiliki Master Plan. Selain itu juga,
Direksi belum melaksanakan kebijakan dan mekanisme untuk
mencegah pengambilan keuntungan pribadi secara konsisten. Hal ini
terlihat dari belum semuaanggota Direksi memperbaharui surat
pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan pada awal tahun.

3) Direksi belum menyampaikaWork Program- & Budge{WP&B)
kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris sehingga terjadinya
keterlambatan penyampaian WP&B kepada BP MIGAS dan juga
laporan kinerja bulanan kepada Dewan Komisaris dan pemegang
saham.

4) Direksi belum memberikan asersi mengenai penerapan pengendalian
internal yang didasarkan pada hasil riview atas sistem pengendalian
internal secara terpisah.

5) Risalah rapat Direksi belum mengungkapkan evaluasi terhadap hasil
rapat sebelumnya dan ditandatangani oleh ketua rapat dan salah
seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk.

Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Penerapan pada indikator penerapan GCG untuk aspek Satuan

Pengawasan Internal (SPI) yang masih memerlukan perbaikan adalah

sebagai berikut:

1) Kuantitas atau jumlah SPI belum memadai jika dibandingkan dengan

ruang lingkup tugas yang harus dilaksanakan.
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2) SPI belum melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas
pengendian internal dalam lingkup korporat. Saat ini evaluasi atas
kecukupan dan efektivitas pengendalian internal baru dilakukan
secara parsial dalam aktivitas audit atau aktivitas tertentu.

3) SPI belum secara khusus melakukan evaluasi atas pencapaian
sasaran dan tujuan program serta penyempurnaan pengelolaan risiko
dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian
proses bisnis kepada manajemen.

E. Sekretaris Perusahaan

Penerapan pada indikator penerapan GCG untuk aspek Sekretaris

Perusahaan yang masih memerlukan perbaikan adalah sebagai berikut:

1) Sekretaris Perusahaan yaitu Fungsi Mégal & Relation belum
memberikan informasi kepadatakeholder secara tepat waktu
khususnya terkait dengan muataebsiteyang tidakupdate Hal ini
dikarenakan belum adanya mekanisme penyampaian informasi dari
unit-unit terkait kepada Sekretaris Perusahaan.

2) Laporan VPLegal & Relation kepada Direksi belum disampaikan
secara tepat waktu dan juga substansi laporannya belum memadai,
dikarenakan belum memuat informasi mengenai penyelenggaraan

rapat-rapat yang dikoordinasi oleh VP Legal & Relation.

Pengungkapan Informaddisclosure

Penerapan pada indikator pengungkapan infornthsclosurg yang masih

memerlukan perbaikan adalah sebagai berikut:

a. Annual Reportpada tahun 2010 belum melengkapi pengungkapan
informasi mengenai: (i) jumlah rapat dan presentase kehadiran anggota
Dewan Komisaris dan Direksi, (i) jumlah remunerasi bagi masing-
masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, (iii) Uraian mengenai
Komisaris Independen di perusahaan, (iv) uraian mengenai jaminan
perusahaan atas hatakeholderdan (v) kepemilikan saham oleh Dewan
Komisaris dan Direksi beserta keluarganya pada perusahaan lain.
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b. Belum dipublikasikanny@&nnual Reportkepadastakeholdersecara luas

melalui website perusahaan.

5. Komitmen

Penerapan pada indikator komitmen yang masih memerlukan perbaikan

adalah sebagai berikut:

a. Belum semua jajaran manajemen PT. XYZ menandatangani lembar
pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Kerja serta
diperbaharui setiap tahunnya.

b. Komite GCG & Etika yang bertugas menangani ketaatan terhadap aturan

GCG belum menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris.

4.1.2 Penerapan Corporate GovernanceM anajemen Risiko dan Pengendalian
Internal

Penerapan tata kelola perusahaan dengan standar tertinggi merupakan
komitmen dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT. XYZ dalam
pengelolaan perusahaannya. PT. XYZ telah mengimplementasikan GCG pada
seluruh aspek perusahaan, baik struktur organisasi maupun proses bisnis. Struktur
organisasi PT. XYZ telah disusun yang bertujuan untuk memberikan kejelasan
terhadap fungsi mengenai hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya serta
hubungannya dengan fungsi-fungsi terkait dan juga pihak-pihak eksternal. Hal ini
meliputi proses pengendalian internal dan eksternal yang efektif sehingga akan
tercipta suatu keseimbangan internal vyaitu antar organ perusahaan dan
keseimbangan eksternal yaitu antar pemangku kepentingan. Sedangkan dari sisi
proses bisnis, melalui penerapan GCG maka akan mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan untuk menjalankan dan meningkatkan bisnis secara
bertanggung jawab dan beretika.

Dengan dilaksanakannya penerapan tata kelola perusahaan yang baik
melalui pengelolaan risiko dan pengendalian yang efektif berdasdrisin
practice maka akan dapat mewujudkan visi dan tujuan perusahaan menjadi
perusahaan berkelas dunia. PT. XYZ telah menerapkan tata kelola, manajemen

risiko dan pengendalian internal yang mengacu kepada practice peraturan
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perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, antara lain Keputusan Menteri
BUMN No. 117/MBU/2002 tentang Penerap&ood Corporate Governance
(GCG) pada BUMN yang disempurnakan dalam Peraturan Menteri Negara
BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik (Good Corporate Governanggada BUMN, Komite Nasional Kebijakan
Governancgd KNKG) dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Keseluruhan
penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal
pada PT. XYZ dengan membandingkan antara kriteria best prattingperaturan

yang berlaku akan disajikan dalam tabel 4.6.

4.1.2.1 Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh PT. XYZ seperti yang terdapat
pada Code of Corporate Governancegaitu: transparansi (transparency
akuntabilitas (accountability), pertanggungjawabsesgonsibility, kemandirian
(independengy serta kewajaran dan kesetaradairifes3. PT. XYZ telah
menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional dalam setiap
melaksanakan aktivitas bisnis dan usahanya. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada
PT. XYZ yang berdasarkan pada KNKG dan peraturan-peraturan yang berlaku

akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Transparans (Transparency
Penerapan prinsip transparansi yang telah dilakukan oleh PT. XYZ
adalah sebagai berikut:

1) PT. XYZ telah mengungkapkan informasi yang material tidak hanya
terbatas seperti yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Informasi-informasi
yang diungkapkan oleh PT. XYZ dalam Laporan Tahunan 2011
berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku antara lain Surat
Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan
Praktek GCG pada BUMN yang telah disempurnakan dalam Peraturan
Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata

Kelola Perusahaan Yang BaikGgod Corporate Governangepada

Universitas Indonesia

Analisis peranan..., Sartika Dwi Waracanova, FE Ul, 2012



124

BUMN serta Keputusan BAPEPAM-LK No. KEP-134/BL/2006
Perauran No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan
Bagi Emiten atau Perusahaan Publik terdapat pada tabel 4.2. Sebagian
informasi yang seharusnya terdapat dalam Laporan Tahunan telah
diungkapkan oleh perusahaan. Adapun beberapa informasi yang belum
diungkapkan dalam Laporan tahunan, yaitu: (a) kepemilikan saham
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit, (b) sistem
penetapan remunerasi dan jumlah remunerasi anggota Komite Audit, (c)
frekuensi dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite Audit, dan (d)
uraian mengenai sistem pengendalian internal.

2) PT. XYZ telah menyediakan informasi berupa Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan secara tepat waktu, jelas dan mudah dipahami oleh
para pemangku kepentingan.

3) Informasi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan hanya dapat diakses
atau tersedia bagi pemangku kepentingan tertentu sesuai dengan yang
diwajibkan yaitu pemegang saham dan internal perusahaan tetapi tidak
bagi para pemangku kepentingan secara luas melalui wpbsitgahaan.

Berdasarkan analisis di atas, PT. XYZ telah menerapkan prinsip
transparansi dengan menyediakan informasi-informasi material berupa

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang melebihi persyaratan

keterbukaan informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan

kepadastakeholdersinformasi tersebut juga telah disampaikan secara tepat
waktu kepada pemangku kepentingan tertentu. Akan tetapi penerapan prinsip
transparansi ini masih belum maksimal, sehingga masih perlu dilakukan
penyempurnaan. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya beberapa informasi
yang belum diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
pada tahun 2011 serta masih belum tersedianya informasi tersebut bagi
pemangku kepentingan secara luas di dalesbsite perusahaan, karena
informasi-informasi tersebut hanya tersedia bagi pemangku kepentingan

tertentu.
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B. Akuntabilitas (Accountability)

Penerapan prinsip akuntabilitas yang telah dilakukan oleh PT. XYZ

adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

PT. XYZ telah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas
untuk masing-masing organ perusahaan berdasarkan tingkatan formasi
jabatan pada perusahaan yang selaras dengan visi, misi, tata nilai dan
strategi perusahaan. Akan tetapi, uraian tugas untuk tingkat asisten
manajer ke bawah belum ditetapkan dengan jelas oleh perusahaan. Selain
itu juga, perusahaan telah menetapkan sistem tata kerja untuk aktivitas
perusahaan yang terdiri dari Pedoman, Tata Kerja Organisasi (TKO),
Tata Kerja Individu (TKIl), SOP dan Tata Kerja Penggunaan Alat
(TKPA) sebagai acuan bagi seluruh organ perusahaan dan karyawan
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Akan tetapi,
perusahaan belum menetapkan SOP untuk pelaksanaan tugas di unit
kerja. Perusahaan juga belum menetapkan dan mendokumentasikan
Pedoman Sistem Pengendalian Internal serta podjfaiaster Plan

untuk mengembangkan teknologi informasi dan meningkatkan tata kelola
teknologi informasi.

PT. XYZ telah menempatkan karyawan yang memiliki kemampuan
sesuai dan memadai berdasarkan kriteria kualifikasi yang harus dimiliki
untuk masing-masing jabatan yang ada di perusahaan yaitu berdasarkan
tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan kompetensi yang harus
dimiliki.

PT. XYZ telah menetapkan sistem penilaian kinerja untuk seluruh
tingkatan perusahaan secara konsisten dengan sasaran usaha perusahaan.
Sistem penilaian kinerja yang diterapkan oleh perusahaan adalah dengan
menggunakan sistem penilaian kinerja 360 derajat, yaitu setiap karyawan
akan dinilai kinerjanya oleh fungsi atasan atau manajemen, fungsi
bawahan dan fungsi setara serta fungsi terkait sesuai dengan jabatannya.
Selain itu juga, perusahaan telah menetapkan sistem penghargaan dan
sanksi feward and consequence sysjermebagai ukuran dalam

melaksanakan penilaian bagi para karyawan.
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4) Seluruh organ perusahaan dan seluruh karyawan pada PT. XYZ telah
mengeéahui dan memahami Etika Kerja dan Bisnis (EKB) yang telah
disusun oleh perusahaan. EKB tersebut telah dijadikan acuan untuk
dilaksanakan dalam setiap aktivitas personil pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya secara pribadi maupun dalam melaksanakan aktivitas
bisnis perusahaan, sehingga perusahaan menjalankan aktivitas
operasional dan usahanya secara beretika.

Untuk memastikan akuntablilitas dari masing-masing organ
perusahaan, maka diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif dalam
pengelolaan perusahaan. Akan tetapi saat ini perusahaan masih belum
memiliki. Pedoman Sistem Pengendalian Internal yang terdokumentasi
sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal bagi organ
perusahaan. Untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal
tersebut, maka diperlukan adanya fungsi pengawasan yang independen. Oleh
karena itu diperlukan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai pihak
yang independen untuk melakukan pengawasan terhadap sistem pengendalian
internal perusahaan. Fungsi SPI saat ini telah melakukan evaluasi atau
penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas
auditnya. Untuk semakin meningkatkan sistem pengendalian internal maka
diperlukan adanya pengelolaan risiko. Oleh karena itu, perusahaan telah
menerapkan sistem manajemen risiko untuk mengelola risiko-risiko
signifikan yang ada di perusahaan.

Berdasarkan analisis diatas, secara umum PT. XYZ telah menerapkan
prinsip akuntabilitas dengan menetapkan rincian tugas bagi organ perusahaan,
menempatkan karyawan yang sesuai dan melaksanakan sistem pengendalian
internal yang efektif. Akan tetapi penerapan prinsip akuntabilitas tersebut
masih belum dilakukan secara maksimal sehingga masih diperlukan
penyempurnaan. Hal ini terlihat dari belum ditetapkannya uraian tugas untuk
tingkat asisten manajer ke bawah dengan jelas oleh perusahaan dan juga
belum ditetapkannya SOP untuk pelaksanaan tugas di unit kerja serta belum
terdokumentasikannya Pedoman Sistem Pengendalian Internal dan program

IT Master Plan untuk mengembangkan teknologi informasi.
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C. Pertanggungjawaban (Regponsibility)

Penerapan prinsip pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh PT.

XYZ adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Seluruh organ perusahaan dan karyawan PT. XYZ telah menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
pekerjaannya. PT. XYZ juga telah menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam melaksanakan aktivitas operasi bisnis dan usahanya.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh organ
perusahaan dan karyawan telah mematuhi peraturan-peraturan dan
ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal.
PT. XYZ telah mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan dan
ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal serta peraturan-
peraturan daerah setempat pada area operasional perusahaan.
PT. XYZ telah berperan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan
masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan
perusahaan, sosial dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan
usahanya. PT. XYZ telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk
melaksanakan tanggung jawab sosial dan Program Bina Lingkungan
yang terbagi dalam empat aspek yaitu:
a. Aspek Ekonomi
PT. XYZ melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kelanjutan
ekonomi perusahaan, karyawan dan masyarakat. Adapun kegiatan-
kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan aspek ekonomi
adalah: (1) pemberian remunerasi kepada karyawan, (2) program
purnakarya, (3) kelancaran rantai pasokan, (4) investrasi sosial
dalam bentuk infrastruktur yang berdampak langsung pada
masyarakat sekitar daerah operasi, dan (5) kegiatan ekonomi
masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.
b. Aspek Lingkungan
Kegiatan yang dilakukan oleh PT. XYZ untuk memperhatikan

lingkungan adalah: (1) pengelolaan lingkungan hidup, melalui
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analisis dan evaluasi atas Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan (2) pengurangan emisi
karbon, melalui: revegetasi, kampanye hemat energi, pemakaian
refrigerant non-CFC pengurangan gas suar, penggunaan lampu
tenaga surya, pipanisasi, pemanfaatan COZ2, optimalisasi operasi
pembangkit listrik, dan injeksi air terproduksi.

c. Aspek Produk
PT. XYZ berkomitmen untuk memelihara dan meningkatkan
kepuasan pelanggan dengan mempertahankan loyalitas pelanggan.
Perusahaan mengelol&ustomer Awarenessuntuk menerima
pengaduan dan memberikan layanan kepada pelanggan.

d. Aspek Sosial
PT. XYZ melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam aspek sosial, yaitu:
(1) pengembangan masyarakat, melalui program pelatihan siap kerja,
dan (2) peningkatan pendidikan, melalui: memberikan fasilitas
sarana belajar mengajar dan pemberian beasiswa.

Berdasarkan analisis diatas, secara umum PT. XYZ telah menerapkan
prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini terlihat
dari kepatuhan organ perusahaan , seluruh karyawan dan perusahaan terhadap
peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perusahaan telah
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada area-area

operasional perusahaan.

Kemandirian (Independency
Penerapan prinsip kemandirian yang telah dilakukan oleh PT. XYZ
adalah sebagai berikut:

1) Seluruh organ perusahaan dan karyawan telah melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh
atau tekanan dari pihak internal dan eksternal begitu juga dengan
pengambilan keputusan yang dilakukan secara objektif. Untuk

meningkatkan komitmen bagi organ perusahaan dalam melaksanakan
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tugas dan tanggung jawabnya yang bebas dari benturan kepentingan,
maka setiap awal tahun anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah
menandatangani pernyataan tidak berbenturan kepentingan.

Seluruh organ perusahaan dan karyawan telah melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dengan tidak saling mendominasi atau melemparkan
tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya serta mematuhi
peraturan dan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal
perusahaan.

Berdasarkan analisis diatas, secara umum PT. XYZ telah menerapkan

prinsip kemandirian dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini terlihat dari

adanya komitmen dari organ perusahaan dan seluruh karyawan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bebas dari benturan kepentingan

serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness

Penerapan prinsip kemandirian yang telah dilakukan oleh PT. XYZ

adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

PT. XYZ telah memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan
untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi
kepentingan perusahaan. Para pemangku kepentingan dapat
menyampaikan pendapatnya kepada perusahaan melalui media yang
diberikan oleh perusahaan yaitu: (a) RUPS bagi para pemegang saham,
(b) sistem pelaporan pelanggaran bagi pemangku kepentingan atau pihak
eksternal untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran atau
penyimpangan, dan (c) layanan pengaduan konsumen melalui faslitas
“Hubungi Kami” yang terdapat padaebsite perusahaan serta dapat
disampaikan melalui faximiléelepon dan email.

PT. XYZ telah memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada para
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang
diberikan kepada perusahaan.

PT. XYZ telah memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan

karyawan, pengembangan Kkarir dan melaksanakan tugas secara
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profesional tanpa membedakan suku, agam, ras, gologgaderdan
kondisi fisik. Dalam proses penerimaan karyawan atau rekrutmen,
perusahaan telah memberikan pengumuman melalui media massa,
website perusahaan, rekomendasi Perguruan Tinggi serta referensi
profesional untuk tenaga kerja berpengalaman main@sh graduate.
Perusahaan juga telah melakukan pengembangan sumber daya manusia
(SDM) untuk meningkatkan kompetensi teknik melalui: program
kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan serta adanya wadah
pembelajaran berkelanjutan yang dilakukan oleh karyawan, dari
karyawan dan untuk karyawan yaitu PT. XYZ School
Berdasarkan analisis diatas, secara umum PT. XYZ telah menerapkan prinsip
kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini terlihat dari
aktivitas pengembangan SDM, perlakuan yang sama terhadap para pemangku
kepentingan serta adanya media komunikasi yang dapat digunakan oleh
pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya terhadap

perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis penerapan prinsip-prinsip GCG berdasarkan
KNKG dan peraturan-peraturan yang berlaku, secara umum perusahaan telah
menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaannya. Akan tetapi,
masih terdapat beberapa prinsip yang penerapannya masih belum maksimal
sehingga diperlukan penyempurnaan lagi, yaitu prinsip transparansi dan

akuntabilitas.

Tabel 4.2
Informasi-informasi Dalam Laporan Tahunan PT. XYZ Tahun 2011

Informas Yang Belum

Kriteria Uraian Informasi PT.XYZ ;
Diungkapkan

Profil Perusahaan

Nama dan alamat perusahgan Telah terdapat nama dan alamat| kode N/A
pos, no. telepon, néaximile, email
dan website perusahaan secara jelas

Riwayat singkat perusahaan  Profil dan sejarah singkat perusahaan N/A
telah disajikan secara jelas

Bidang dan kegiatan usaha Bidang usaha dan kegiatan-kegiatan N/A
usaha perusahaan telah disajikan secara
jelas
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Tabel 4.2
Informasi-informasi Dalam Laporan Tahunan PT. XYZ Tahun 2011
(Sambungan)
No. | Kriteria Uraian Informasi PT.XYZ Informas Yang Belum
Diungkapkan
4. | Struktur organisasi Struktur organisasi perusahaan telah N/A
disajikan dalam bentuk bagan
organisasi
5. | Visi, misi dan tata nilai Pernyataan visi, misi dan tata nilai N/A
perusahaan telah disajikan secara jelas
6. | Nama dan profil Dewan Nama dan profil singkat para anggota N/A
Komisaris Dewan Komisaris yang meliputi
riwayat pendidikan, jabatan dan
pengalaman kerjaserta perubahan
komposisi anggota Dewan Komisaris
telah disajikan
7. | Nama dan profil Direksi Nama dan profil singkat para anggqgta N/A
Direksi yang meliputi riwayat
pendidikan, jabatan dan pengalaman
kerja serta perubahan komposisi
anggota Direksi telah disajikan
8. | Jumlah karyawan dan a. Informasi demografi karyawan N/A
pengembangan kompetensi  disajikan berdasarkan usia,
pendidikan, status pekerjaan,
genderdan lokasi kerja.
b. Informasi pengembangan
kompetensi disajikan dengan
membandingkan rincian rencana
dan realiasi pengembangan
kompetensi yang dilakukan selama
satu tahun yang mencerminkan
adanya persamaan kesempatan
kepada seluruh karyawan. Selain
itu juga disajikan biaya-biaya yang
telah dikeluarkan dalam
pengembangan kompetensi
karyawan.
9. | Uraian pemegang saham Uraian pemegang saham disajikan N/A
dengan nama dan prosentase
kepemilikan saham masing-masing
pemegang saham
10. | Anak perusahaan N/A Perusahaan tidak memiliki
anak perusahaan sehingga
tidak terdapat informasi
mengenai anak perusahaar
11. | Kronologi pencatatan N/A Saham PT. XYZ belum
saham terdaftar dalam Bursa Efek
Indonesia (BEI)
12. | Kronologi pencatatan efek N/A Saham PT. XYZ belum
lainnya terdaftar dalam BEI
13. | Nama dan alamat lembaga N/A Saham PT. XYZ belum

dan atau profesi penunjang
pasar modal

terdaftar dalam BEI
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Tabel 4.2
Informasi-informasi Dalam Laporan Tahunan PT. XYZ Tahun 2011
(Sambungan)
No. | Kriteria Uraian Informas PT.XYZ Inforrr_1a5| Yang Belum
Diungkapkan
13. | Nama dan alamat lembaga| N/A Saham PT. XYZ belum
dan atau profesi penunjang terdaftar dalam BEI
pasar modal
14. | Penghargaan dan atau Informasi atas penghargaan yang N/A
sertifikasi yang diterima diterima oleh perusahaan telah
perusahaan baik disajikan yang meliputi: nama
yang berskala nasional penghargaan atau sertifikat, tahun
maupun internasional perolehan, badan pemberi penghargaan
atau sertifikat dan masa berlakunya
sertifikat
15. | Nama dan alamat Nama, alamat dan no. Telepon kantof N/A
perusahaan anak dan atau| cabang yaitu Region, Lapangan dan
kantor cabang atau Unit Bisnis PT. XYZ telah disajikan
kantor perwakilan (jika ada
B. | Ikhtisar Data Keuangan
Penting
1. | Informasi keuangan dalam
bentuk perbandingan selama
lima tahun buku atau sejak
memulai usahanya jika
perusahaan tersebut
menjalankan kegiatan
usahanya selama kurang dari
lima tahun, terdiri dari:
a. | Hasil usaha perusahaan Informasi hasil usaha perusahaarj telah N/A
disajikan dengan perbandingan 5 tahpun
buku sejak memulai usahanya yang
memuat, antara lain: pendapatn usaha,
laba/rugi kotor, laba/rugi usaha,
laba/rugi bersih
b. | Posisi keuangan perusahaan Informasi hasil usaha perusahaan telah N/A
disajikan dengan perbandingan 5 tahun
buku sejak memulai usahanya yang
memuat, antara lain: modal kerja
bersih, jumlah investasi, jumlah aset,
jumlah kewajiban, dan jumlah ekuitas
c. | Rasio keuangan Informasi rasio keuangan telah N/A
disajikan dengan perbandingan selama
5 tahun buku sejak memulai usahanya
2. | Informasi harga saham N/A Saham PT. XYZ tidak
dalam bentuk tabel dan terdaftar dalam BEI
grafik
3. | Informasi dalam 2 tahun N/A PT. XYZ tidak menerbitkan

buku terakhir mengenai
obligasi, sukuk, atau
obligasi konvertibel yang
Diterbitkan

obligasi dalam 2 tahun
terakhir
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Tabel 4.2
Informasi-informasi Dalam Laporan Tahunan PT. XYZ Tahun 2011
(Sambungan)
No. | Kriteria Uraian Informas PT.XYZ Informasi Yang Belum
Diungkapkan
C. | Laporan Dewan Komisaris
dan Direksi
1. | Laporan Dewan Komisaris,| Laporan Dewan Komisaris telah Informasi perubahan
meliputi: disajikan yang memuat informasi komposisi anggota Dewan
a. Penilaian terhadap mengenai: Komisaris disajikan dalam
kinerja Direksi a. Pandangan atas prospek usaha | bagian nama dan profil
mengenai pengelolaan perusahaan singkat anggota Dewan
perusahaan. b. Kinerja perusahaan Komisaris (point. A/6)
b. Pandangan atas prospekc. Tugas dan tanggung jawab serta
usaha perusahaan yang kegiatan pengawasan selama satu
disusun oleh Direksi. tahun
c. Komite-komite yang d. Penjelasan singkat mengenai
berada dibawah Komite Audit
pengawasan Dewan e. Komitmen dan apresiasi
Komisaris.
d. Perubahan komposisi
anggota Dewan
Komisaris
2. | Laporan Direksi, meliputi: | Laporan Direksi telah disajikan yang N/A
a. Kinerja perusahaan. memuat informasi mengenai:
b. Gambaran tentang a. Kinerja perusahaan
prospek usaha b. Gambaran mengenai prospek usaha
c. Penerapan tata kelola | c. Kebijakan strategis tahun 2011
perusahaan yang telah | d. Penerapan Tata Kelola Perusahagn
dilaksanakan oleh e. Tantangan yang dihadapi
perusahaan. perusahaan
d. Perubahan komposisi | f. Perubahan komposisi anggota
Direksi Direksi
E. | Analisisdan Pembahasan
M anaj emen
1. | Tinjauan operasi per segmennformasi tinjauan operasinal telah N/A
usaha (produksi, disajikan yang memuai mengenai:
penjualan/pendapatan usahaproduksi/kegiatan usaha, penjualan
profitabilitas dan atau pendapatan usaha, profitabilitas
peningkatan kapasitas dan peningkatan atau penurunan
produksi) kapasitas produksi untuk masing-
masing segmen usaha atau kegiatan
usaha
2. | Analisis kinerja keuangan | Informasi analisis kinerja keuangan N/A

(aktiva, kewajiban,
penjualan/pendapatan usah
beban usaha dan laba bers

disajikan dengan perbandingan antar
&inerja tahun 2011 dengan tahun 201
hjJalam bentuk tabel dan disertai
penjelasan (narasi), yang terdiri dari:
a. Aset lancar, aset tidak lancar, darn
jumlah aset
Kewajiban lancar, kewajiban tidak
lancar dan jumlah kewajiban
Penjualan atau pendapatan usah
Beban usaha

Laba/rugi bersih

b.

C.
d.

o D
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Tabel 4.2
Informasi-informasi Dalam Laporan Tahunan PT. XYZ Tahun 2011
(Sambungan)
No. | Kriteria Uraian Informasi PT.XYZ Inforrr_1a5| Yang Belum
Diungkapkan
3. | Bahasan dan analisis tentan{pformasi mengenai kemampuan N/A
kemapuan membayar hutangerusahaan untuk membayar hutang
dan tingkat kolektabilitas dan tingkat kolektabilitas perusahaan
perusahaan telah disajikan
4. | Bahasan tentang struktur | Informasi mengenai penjelasan N/A
modal €apital structure, mengenai struktur modal, kebijakan
kebijakan manajemen atas| manajemen atas struktur modal dan
struktur modal ¢apital tingkat solvabilitas perusahaan telah
structure policiey dan disajikan
tingkat solvabilitas
perusahaan
5. | Bahasan mengenai ikatan N/A PT. XYZ tidak memiliki
yang material untuk ikatan terkait dengan
investasi barang modal investasi barang modal
6. | Bahasan dan analisis tentan&engungkapan mengenai tidak N/A
informasi keuangan yang | terjadinya kejadian luar biasa yang
telah dilaporkan yang berpengaruh terhadap keuangan
mengandung kejadian yang perusahaan selama tahun 2011 telah
sifatnya luar biasa dan disajikan
jarang terjadi
7. | Uraian tentang komponen-| Informasi mengenai penjelasan tentap N/A
komponen substansial dari| komponen substansial dari pendapatan
pendapatan dan beban lainnya dan beban lainnya telah
lainnya, untuk dapat disajikan
mengetahui hasil usaha
perusahaan
8. | Jika Laporan Keuangan Penjelasan mengenai peningkatan dan N/A
mengungkapkan penurunan material dalam Laporan
peningkatan atau penurunanKeuangan yang meliputi penjelasan
yang material dari penjualan atas besaran peningkatan atau
atau pendapatan bersih, penurunan penjualana atau pendapatan
maka wajib disertai dengan| bersih dan peningkatan atau penurunan
bahasan tentang sejauh material dari penjualan atau
mana perubahan tersebut | pendabatan bersih terkait dengan
dapat dikaitkan antara lain | jumlah barang yang dijual dan adanya
dengan, jumlah barang atau produk atau jasa baru telah disajikan
jasa yang dijual, dan atau
adanya produk atau jasa
baru
9. | Bahasan tentang dampak | Penjelasan mengenai dampak N/A

perubahan harga terhadap
penjualan atau pendapatan
bersih perusahaan serta lak
operasi perusahaan
selama 2 tahun atau sejak
perusahaan memulai
usahanya, jika baru memul
usahanya kurang dari 2
tahun

terjadinya perubahan harga terhadap
penjualan atau pendapatan bersih
Dgperusahaan serta laba operasi
perusahaan selama 2 tahun atau seja
perusahaan memulai usahanya, jika
baru memulai usahanya kurang dari 4
aitahun telah disajikan

Ak
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Tabel 4.2
Informasi-informasi Dalam Laporan Tahunan PT. XYZ Tahun 2011
(Sambungan)
No. | Kriteria Uraian Informasi PT.XYZ Inforrr_1a5| Yang Belum
Diungkapkan
10. | Informasi dan fakta materidl Pengungkapan atas tidak terjadinya N/A
yang terjadi setelah tanggal kejadian atau informasi dan fakta
Laporan material setelah tanggal Laporan
Akuntan Akuntan selama tahun 2011 telah
disajikan.
11. | Uraian tentang prospek Penjelasan mengenai prospek N/A
usaha perusahaan perusahaan sehubungan dengan
industri, ekonomi secara umum dan
pasar internasional telah disajikan
12. | Uraian tentang aspek Penjelasan mengenai aspek pemasafan N/A
pemasaran atau komersialitas atas produk
perusahaan yang meliputi pangsa
pasarnya telah disajikan
13. | Pernyataan mengenai Informasi mengenai kebiajakan dividen N/A
kebijakan dividen dan meliputi: jumlah dividen dan jumlah
tanggal serta jumlah dividen dividen per lembar saham tahun 2011
kas per saham dan jumlah | telah disajikan
dividen per tahun yang
diumumkan atau dibayar
selama 2 tahun buku terakhir
14. | Realisasi penggunaan dana N/A PT. XYZ belum melakukan
hasil penawaran umum penawan umum atas
sahamnya di BEI
15. | Informasi material mengenai N/A PT. XYZ tidak melakukan
investasi, ekspansi, investasi, ekspansi,
divestasi, akuisisi atau divestasi, akuisisi atau
restrukturisasi hutang atau restrukturisasi hutang atau
modal modal
16. | Uraian memuat antara lain| Penjelasan mengenai dampak N/A
peraturan perundang- diterbitkannya atau berlakuknya
undangan dan peraturan perundang-undangan
dampaknya terhadap terhadap perusahaan telah disajikan
perusahaan
17. | Uraian mengenai perubahanPenjelasan mengenai perubahan N/A
kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi selama tahun 20[L1
telah disajikan
F. | Good Corporate
GovernancgGCG)
1. | RUPS, meliputi: (a) Informasi mengenai pelaksanaan RUPS N/A

informasi pelaksanaan
RUPS, dan (b) hasil RUPS

=

selama tahun 2011 dan hasilnya tela
disajikan
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Tabel 4.2
Informasi-informasi Dalam Laporan Tahunan PT. XYZ Tahun 2011
(Sambungan)
No. | Kriteria Uraian Informasi PT.XYZ Inforrr_1a5| Yang Belum
Diungkapkan
2. | Dewan Komisaris, meliputi] Informasi mengenai Dewan Komisaris Informasi mengenai
a. Uraian pelaksanaan yang disajikan meliputi: kepemilikan saham masing

tugas.
b. Pengungkapan proseduy

remunerasi anggota
Dewan Komisaris.

c. Frekuensi pertemuan
dan tingkat kehadiran
Dewan Komisaris.

d. Kepemilikan saham
anggota Dewan
Komisaris.

a

rb:
penetapan dan besarnygc.

Uraian tugas dan tanggung jawabh
Komposisi Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris dan
tingkat kehadiran anggota Dewan
Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris
kepada Direksi

Sistem penetapan dan besarnya
remunerasi serta fasilitas yang
diterima oleh Dewan Komisaris

masing anggota Dewan
Komisaris

3. | Direksi, meliputi: Informasi mengenai Direksi yang Informasi mengenai
a. Ruang lingkup disajikan meliputi: kepemilikan saham masing
pekerjaan dan tanggung a. Uraian tugas dan tanggung jawab masing anggota Direksi
jawab masing-masing | b. Rapat Direksi dan tingkat
anggota Direksi. kehadiran anggota Direksi
b. Pengungkapan prosedurc. Program pengembangan Direksi
penetapan dan besarnypd. Sistem penetapan dan besarnya
remunerasi anggota remunerasi serta fasilitas yang
Direksi. diterima oleh Direksi
c. Frekuensi pertemuan
dan tingkat kehadiran
anggota Direksi.
d. Program pelatihan untu
peningkatan kompetensi
Direksi.
e. Kepemilikan saham
anggota Direksi.
4. | Komite Audit, meliputi: Informasi mengenai Komite Audit, a. Sistem penetapan dan

a. Nama dan profil singkat
anggota Komite Audit.

b. Uraian tugas dan
tanggung jawab.

c. Frekuensi pertemuan
dan tingkat kehadiran
anggota Komite Audit.

d. Laporan singkat
pelaksanaan kegiatan
Komite Audit.

e. Pengungkapan proseduy
penetapan dan besarny|
remunerasi anggota
Komite Audit.

f. Kepemilikan saham
anggota Komite Audit

D =

meliputi:
a.

b.

c.
d.

Nama dan profil singkat anggota
Komite Audit

Independensi Komite Audit
Kompetensi Komite Audit
Uraian tugas dan tanggung jawah
Komite Audit

Laporan realiasasi kinerja Komite
Audit

besarnya remunerasi
anggota Komite Audit

b. Frekuensi pertemuan
dan tingkat kehadiran
anggota Komite Audit

c. Kepemilikan saham
masing-masing anggot
Komite Audit
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Tabel 4.2
Informasi-informasi Dalam Laporan Tahunan PT. XYZ Tahun 2011
(Sambungan)
No. | Kriteria Uraian Informas PT.XYZ Inforrr_1a5| Yang Belum
Diungkapkan
5. | Komite-komite lain, N/A Perusahaan tidak memiliki
meliputi: Komite-Komite lainnya,
a. Nama dan profil singkat| seperti Komite Nominasi
anggota komite. dan Remunerasi, Komite
b. Uraian tugas dan Manajemen Risiko dan
tanggung jawab. lain-lain
c. Frekuensi pertemuan
dan tingkat kehadiran
anggota komite.
d. Laporan singkat
pelaksanaan kegiatan
komite.
e. Pengungkapan prosedur
penetapan dan besarnyga
remunerasi anggota
komite.
f. Kepemilikan saham
anggota komite.
6. | Audit Internal, meliputi: Informasi mengenai Satuan N/A
a. Nama dan profil singkat| Pengawasan Internal (SPI) meliputi:
Kepala Audit Internal. | a. Nama dan profil singkat kepala SPI
b. Uraian pelaksanaan yang meliputi riwayat pendidikan,
tugas audit internal jabatan dan pengalaman kerja
b. Wewenang dan tanggung jawab
SPI
c. Uraian pelaksanaan tugas selama
tahun 2011
7. | Sekretaris Perusahaan, Informasi mengenai Sekretaris N/A
meliputi: Perusahaan meliputi:
a. Nama dan profil singkat| a. Nama dan profil singkat kepala SPI
Sekretaris Perusahaan yang meliputi riwayat pendidikan,
b. Uraian pelaksanaan jabatan dan pengalaman kerja
tugas Sekretaris b. Tugas dan tanggung jawab
Perusahaan Sekretaris Perusahaan
c. Hak dan kewajiban Sekretaris
Perusahaan
d. Uraian pelaksanaan tugas selama
tahun 2011
8. | Auditor Eksternal, meliputi:| Informasi mengenai auditor eksternall Jumlah remunerasidge
a. Proses pemilihan auditartelah disajikan, meliputi: audit) tidak disajikan
eksternal. a. Nama auditor eksternal selama 5| karena auditor eksternal
b. Jumlah remunerasi tahun terakhir dipilih oleh induk
b. Proses pemilihan auditor eksternal perusahaan
c. Pendapat auditor eksternal atas
Laporan Keuangan selama 5 tahun
9. | Uraian mengenai sistem N/A Tidak terdapat penjelasan

pengendalian internal

mengenai sistem
pengendalian internal
perusahaan selama tahun
2011
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Tabel 4.2
Informasi-informasi Dalam Laporan Tahunan PT. XYZ Tahun 2011
(Sambungan)
No. | Kriteria Uraian Informasi PT.XYZ Inforrr_1a5| Yang Belum
Diungkapkan
10. | Uraian mengenai risiko dan Informasi manajemen risiko yang N/A
manajemen risiko disajikan meliputi:
perusahaan a. Struktur manajemen risiko
b. Profil risiko perusahaan tahun 2011
c. Mitigasi risiko
d. Monitoring atas mitigasi risiko
11. | Uraian mengenai Etika Informasi mengenai Etika Kerja dan N/A
Bisnis dan Pedoman Bisnis telah disajikan
Perilaku
12. | Uraian mengenai tanggung Informasi atas tanggung jawab sosial N/A
jawab sosial perusahaan, | perusahaan telah disajikan, yang
meliputi aktivitas dan biaya| meliputi aktivitas-aktivitas tiap aspek
yang dikeluarkan dan biaya yang dikeluarkan
13. | Perkara penting yang Informasi mengenai perkara atau N/A
dihadapi oleh perusahaan | gugatan hukum yang dialami oleh
perusahaan dari tahun 2006 — 2011 dan
status penyelesaiannya telah disajikan
14. | Pelaksanaan GCG dan Penilaian atas implementasi GCG yang N/A
tingkat kepatuhannya dilakukan oleh pihak independen
berupa skor dan uraiannya telah
disajikan
15. | Akses informasi Informasi mengenai akses informasi N/A
bagi pihak internal maupun pihak
eksternal atau pemangku kepentingan
secara luas telah disajikan
16. | Whistleblowing system Informasi mengenai penjelasan Sistem N/A
Pelaporan Pelanggaran telah disajikan,
meliputi: keberadaan, mekanisme dap
penggunaan serta output Sistem
Pelaporan Pelanggaran
17. | Tanggung jawab Direksi Surat pernyataan Direksi atas tanggung N/A
atas Laporan Keuangan jawab terjadap Laporan Keungan telgh
disajikan
18. | Laporan Keuangan yang | Laporan Keuangan yang telah diaudi N/A
telah diaudit tahun 2011 yang terdiri dari: Laporan
Laba/Rugi, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan

Catatan atas Laporan Keuangan tela

h

disajikan

Sumber: Telah diolah kembali dari Laporan Tahunan PT. XYZ Tahun 2011

4.1.2.2 Penerapan Manajemen Risiko Berdasarkan COSO Enterprise Risk

Management — Integrated Framework

PT. XYZ telah menerapkan manajemen risiko perusahaan sebagai usaha
untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Sistem manajemen risiko

diterapkan dengan tujuan untuk mengelola risiko-risiko melekat pada proses dan
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aktivitas bisnis perusahaan di seluruh area operasi dan fungsi perusahaan. Sistem
managmen risiko pada PT. XYZ dikembangkan dan menjadi tanggung jawab dari
Fungsi VP Manajemen Risiko pada bagian Perencanaan dan Manajemen Risiko
(PMR) yang berkoordinasi dengan seluruh fungsi dan unit perusahaan. Sistem
Manajemen Risiko tersebut mulai dikembangkan oleh PT. XYZ pada tahun 2010
melalui penyusunan dan penetapan Pedoman Manajemen Risiko dan Tata Kerja
Organisasi Manajemen Risiko. Sistem manajemen risiko perusahaan telah
dikembangkan bedasarkamest practice peraturan perundang-undangan dan
ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis penerapan manajemen risiko
berdasarkan kerangka COSO yang merupakan salah satu pedoman manajemen
risiko yang berlaku saat ini. Penerapan manajemen risiko PT. XYZ berdasarkan
COSOEnterprise Risk Management — Integrated Framevaén disajikan pada
tabel 4.3. Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, secara umum penerapan manajemen
risiko pada PT. XYZ telah berdasarkan pada CEd@rprise Risk Management
— Integrated FrameworkDengan demikian PT. XYZ telah menerapkan sistem
manajemen risiko untuk mengelola risiko signifikan sehingga tujuan perusahaan
dapat tercapai. Akan tetapi penerapan manajemen risiko tersebut masih diperlukan
penyempurnaan, khususnya pada bagmonitoring (pemantauan). Hal ini
dikarenakan belum dilakukannya penilaian atas kecukupan sistem dan proses
manajemen risiko oleh pihak independen baik dari internal ataupun eksternal
perusahaan. Fungsi SPI saat ini belum secara khusus melakukan penilaian atau
assessmerdtas kecukupan sistem dan proses manajemen risiko. Selain itu juga,
Dewan Komisaris PT. XYZ belum membentuk Komite Perencanaan dan
Manajemen Risiko yang secara khusus mengawasi dan memberikan masukan
kepada Direksi atau fungsi Perencanaan dan Manajemen Risiko (PMR) dalam
pengembangan dan pelaksanaan sistem dan proses manajemen risiko perusahaan.

Aktivitas manajemen risiko selama tahun 2011 yang dilakukan oleh fungsi
PMR adalah melakukan kegiatéipdating Risk Registediseluruh area operasi
dan fungsi PT. XYZ untuk mengidentifikasi adanya risiko baru yang dapat
mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan jangka pendek maupun jangka

panjang melalui sistem manajemen risi@oline Berdasarkan hasil kegiatan
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Updating Risk Registetersebut, telah teridentifikasi 336 kejadian risiko dari
seluruh Fungsi, Region, Unit Bisnis PT. XYZ serta proyek. Setelah dilakukan
pemetaan risiko atas kejadian risiko tersebut, kemudian berdasarkaRisKali
Priority Number (RPN) dihasilkan 50 risiko tertinggi PT. XYZI'gp 50 Risk

dengan nilai dampak sebesar Rp. 42,3 triliun. Atas Aapl 50 Risktersebut,
selanjutnya dilakukan pemeringkatan menjadi 10 risiko tertin§gp (10 Risk

yang merupakan risiko bawaan atau yang melekat dalam proses bisnis perusahaan
dengan nilai dampak sebesar Rp. 22 triliun. Selain itu juga, teridentifikassie

Risk yaitu risiko-risiko yang secara langsung tidak berpengaruh terhadap
pencapaian laba bersih tetapi berpengaruh pada kinerja jangka panjang perusahaan
dengan nilai dampak sebesar Rp. 7,2 triliiap 10 RiskPT. XYZ pada tahun

2011 terdapat pada tabel 4.4. Setelah risiko-risiko tertinggi perusahaan
teridentifikasi, selanjutnya adalah menyusun rencana mitigasi risiko yang
dilakukan oleh pemilik risikor(sk ownej. Pada tahun 2011, telah tersusun 424
rencana mitigasi risiko yang akan dilaksanakan untuk mengelola risiko-risiko
yang telah teridentifikasi. Selama tahun 2011, setelah dilakukannya monitoring
atas pelaksanaan rencana mitigasi tersebut, terdapat 409 rencana mitigasi yang
telah berjalan dan 15 rencana mitigasi yang belum berjalan.

Dengan dilakukannya sistem manajemen risiko tersebut, maka akan
semakin meningkatkan pendapatan usaha atau laba bersih yang diperoleh oleh PT.
XYZ. Pendapatan usaha PT. XYZ pada tahun 2011 sebesar Rp. 44,235 triliun
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 35,595 triliun
pada tahun 2010. Sedangkan laba bersih perusahaan juga mengalami peningkatan,
yaitu sebesar Rp. 11,361triliun pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 17,723
triliun pada tahun 2011. Berdasarkan perolehan laba bersih dan pendapatan usaha
tersebut, maka salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko untuk
memperoleh manfaat yang maksimal atas peluang usaha dapat tercapai. Hal ini
terlihat dari pendapatan usaha dan laba bersih yang dihasilkan perusahaan yang

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
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Tabel 4.3

Penerapan Manajemen Risiko pada PT. XYZ Berdasarkan
COSO Enterprise Risk Management — Integrated Framework

No.

COSO Enterprise Risk
Management

Sistem M anajemen Risiko PT. PT. XYZ

Lingkungan
PengendalianGontrol
Environmeny

Untuk dapat menerapkan manajemen risiko sebagai bagian int
dari bisnis perusahaan, PT. XYZ telah membangun infrastruktu

egral
r

atas manajemen risiko agar manajemen risiko dapat diterapkan di

perusahaan secara efektif dan dipahami oleh seluruh tingkatan
perusahaan, antara lain:
a.

Membentuk struktur manajemen risiko, yaitu: Komite
Manajemen Risiko, Tim Unit Kerja Manajemen Risiko, Sub
Tim Unit Manajemen Risiko dan Fungsi.

Menyusun dan memperbaharui Pedoman dan TKO Manaje
Risiko, kemudian disampaikan kepada seluruh pemilik risik
Menentukan kategori risiko yang melekat di dalam aktivitas
perusahaan, yaitu: risiko operasional, risiko legal dan risiko
finansial & ekonomis serta menentukan batasan selera risik
yang dapat diterima oleh perusahaan.

MelaksanakafERM Awarnes&epada Dewan Komisaris dan
Direksi untuk memberikan pemantapan atas implementasi
manajemen risiko di perusahaan.

Membuat sistem manajemen risiko menggunakeb-based
yang terintegrasi sehingga pembud®ask Registedan
monitoringmitigasi risiko dapat dilaksanakan secara online
kepada seluruh Region, Unit Bisnis PT. XYZ, Fungsi maup
Proyek.

Meningkatkan kompetensi atas struktur dan fungsi yang
bertanggung jawab atas manajemen risiko melalui setifikas
Certified Risk Management Professio(@RMP) dan

men

o

N

pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh perusahaan

dan induk perusahaan.

Penetapan Tujuan
(Objective Setting

PT. XYZ telah menetapkan tujuan dan manfaat serta strategi d
penerapan manajemen risiko yang selaras dengan tujuan dan
strategi perusahaan, antara lain:

a.

Tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko, yaitu: (i
membantu perusahaan dalam usaha untuk memperoleh m
yang maksimal atas peluang-peluang usaha, (ii) menguran
atau menghindarkan dari kerugian potensial, (iii) menguran
biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan atas terjadiny
risiko, (iv) mempertahankan lingkungan kerja yang kondusi
(v) menciptakan suatu kondisi keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan, dan (vi) meningkatkan nilai perusahaan.
Strategi penerapan manajemen risiko yang mencakup: (i)
penentuan profil atau komposisi risiko, (ii) penentuan tangg
jawab pengelolaan risiko pada setiap tingkatan organisasi,

langkah antisipasi pengendalian risiko pada setiap tingkatan

organisasi, dan (iv) adanya rencana kontigensi yang mema
Strategi penerapan manajemen risiko ditetapkan oleh Kom
Manajemen Risiko dan dievaluasi secara berkala sesuai de
perkembangan kejadian risiko dan kebutuhan perusahaan.

ari

anfaat
gi
gi
a
f,

ung

(iif)

dai.
te
ngan
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Tabel 4.3
Penerapan Manajemen Risiko pada PT. XYZ Berdasarkan
COSO Enterprise Risk Management — Integrated Framework (Sambungan)

COSO Enterprise Risk

No. Management

Sistem M anajemen Risiko PT. PT. XYZ

3. | ldentifikasi Peristiwa | Pemilik proses pada seluruh area operasi dan fungsi PT. XYZ akan
(Event Identificatioh melakukan proses identifikasi atas seluruh risiko yang melekat [pada
setiap aktivitas atau kegiatan proses bisnis perusahaan berdasarkan
jenis dan ruang lingkup risiko yang telah ditetapkan oleh
perusahaan. Pemilik risiko selanjutnya akan menytskmegister
atas risiko-risiko yang telah teridentifikasi tersebut dan
diperbaharui setiap tahunnya untuk mengidentifikasi risiko bary
yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan baik jangka pendek
amaupun jangka panjang perusahaan melalui sistem manajemen
risiko online.

4. | Penilaian RisikoRisk | Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan pendekatan
Assessmept kuantitatif dan kualitatif atas risiko perusahaan yang telah
teridentifikasi baik risiko inheren dan risiko residual. Selanjutnya
adalah melakukan pengukuran risiko dengan melakukan pemetaan
risiko berdasarkan skala dampak (berdasarkan proyeksi laba
berjalan) dan probabilitas sesuai yang ditentukan oleh Direktorat
Hulu PT. Pertamina (Persero). Setelah dilakukan pemetaan risiko,
kemudian menentukan peringkat risiko tersebut berdasarkan kriteria
peringkat risiko éxtremehigh, mediumdanlow) untuk selanjutnya
dikelompokkan menjadiop 50 RisldanTop 10 Riskertinggi
sebagai profil risiko utama perusahaan berdasarksiaPriority
Number(RPN).

5. | Tanggapan Risiko PT. XYZ telah menentukan alternatif-alternatif untuk menangani
(Risk Responje risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada tahapan penilaian risiko,
yaitu: (i) menghindari risiko, (ii) mengurangi risiko, (iii) membagj
risiko, (iv) memindahkan risiko dan (v) kombinasi dari beberapa
alternatif tersebut. Pemilik risiko akan memilih alternatif-alternatif
atas penanganan risiko yang sesuai dan membuat perencanaan
mitigasi risiko dengan mempertimbangkan biaya yang akan
dikeluarkan atas mitigasi risiko tersebut.

6. | Aktivitas Pengendalian Pemilik risiko akan melaksanakan tindakan mitigasi berdasarkan
(Control Activities) pada rencana mitigasi risiko yang telah disusun sebelumnya.
Tindakan mitigasi ini bertujuan untuk mencegah dan
mengendalikan timbulnya potensi risiko tersebut melalui tindakan
yang bersifat preventif (pencegahan) dan korektif agar seluruh
risiko terutamalop 10 Riskyang risiko inherennyaxtremedan
high dapat diturunkan menjadiediumataulow.

7. | Informasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko dibentuk oleh perusahaarn
Komunikasi secara terintegrasi menggunakeb-basedintuk menjamin bahwa
(Information and informasi atas seluruh kegiatan manajemen risiko dapat dilaporkan
Communicatioh secara akurat dan tepat waktu kepada pihak-pihak terkait. Unit

Kerja Manajemen Risiko pada masing-masing unit atau fungsi
menyusun laporan atas pelaksanaan manajemen risiko secara
berkala untuk disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko. [Dan
selanjutnya, Komite Manajemen Risiko akan menyusun laporan
atas pelaksanaan manajemen risiko perusahaan untuk disampaikan
kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
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Tabel 4.3
Penerapan Manajemen Risiko pada PT. XYZ Berdasarkan
COSO Enterprise Risk Management — Integrated Framework (Sambungan)

COSO Enterprise Risk

No. Management

Sistem M anajemen Risiko PT. PT. XYZ

8. | Pemantauan Pemilik risiko secara berkala melakukan pemantauan atas proses
(Monitoring) pengendalian risiko untuk memastikan bahwa tindakan mitigas
telah dilaksanakan. Komite Manajemen Risiko akan melakukar
pemantauan secara keseluruhan atas atas eksposur risiko
perusahaan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan
bahwa eksposur risiko tersebut tidak melampaui batasan tolergsi
risiko yang telah ditetapkan. Selain itu juga, Komite Manajeme
Risiko secara berkala melakukan evaluasi dan pengkajian ulang
atas penerapan manajemen risiko perusahaan untuk mengantisipasi
perubahan situasi, kondisi serta perkembangan eksternal maupun
internal perusahaan.

Sumber: Diolah kembali dari Data pada PT. PT. XYZ Tahun 2011

Tabel 4.4
Top 10 Risk PT. XYZ Tahun 2011

No. JenisRisiko Kejadian Risiko

1. | RisikoSurface Facility | Potensi terganggunydting minyak dari Terminal Arubay
(Lapangan Pangkalan Susu/ Lapangan Rantau/TAC SENSL/TAC
ETSD/JOB P-CNSL) ke SBM Arubay

2. | Risiko Operasional Potensi pencemaran lingkungatodaasproduksi akibat
kebocorartrunk line6” Rantau - Pangkalan Susu

3. | RisikoHealth, Safety | Potensi terganggunya produksi/enuekarena kebocoran tubing dan

and Environment X-mast treeakibat kegagalan penggantian peralatan karena kurang
(HSE) — HSE tersedianyaig di sumur Lapangan Subang
Awarness

4. | RisikoHealth, Safety | Potensi terhambatnya produksi atau terganggew@nuekarena
and Environment kondisi fasilitas tidak mendukungri{saf, peralatan tidak berfungsi
(HSE) — Peralatan (belum sertifikasi)

5. | Risiko Operasional Potensi menurunnya/terhentinya produksi migas di UBEP Tanjung

akibatshortage gaslan kondispowerplant existing

6. | Risiko Finansial Potensi Naiknya Biaya Proyek Pengembangan Gas Matindok

(PPGM)

7. | RisikoHealth, Safety | Potensiterganggunya kegiatan produksi karena budaya HSE para
and Environment pekerja masih rendah (hasil stilipontTahun 2005, rating 1 dari
(HSE) — HSE skala 5 dan Tahun 2009, rating 1,45 dari skala 5)

Awarness

8. | RisikoSurface Facility | Potensi kebocoran pipa transportasi minyak dari PPP (Pusat
Pengumpul Produksi) Prabumulih ke RU Il Plaju

9. | Risiko Operasional Potensi kehilangan kesempatan untuk meningkatkan produksi
minyak dan gas pada sumur-sumur TAC Kodeco Poleng (Minyak +
1500 BOPD, Gas + 7 MMSCFD)

10. | Risiko Legal Potensi penyerobotan WK (Wilayah Kerja) oleh PT Adaro Indongsia

Sumber: Telah diolah kembali dari Laporan Tahunan PT. XYZ Tahun 2011
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4.1.2.2 Penerapan Pengendalian Internal Berdasarkan COSO Internal
Control — Integrated Framework

Untuk meningkatkan penerapan tata kelola terutama akuntabilitas
perusahaan maka diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif. PT. XYZ
telah menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk dilaksanakan
oleh seluruh personil perusahaan baik pada tingkat entitas maupun tingkat
aktivitas atau operasional yang ada di perusahaan. Sistem pengendalian internal
menyatu pada aktivitas sehari-hari perusahaan dan menjadi bagian perencanaan,
pengorganisasian maupun pengarahan yang dilakukan oleh manajemen dalam
pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian internal tersebut dapat bersifat
preventif atau mencegah kejadian yang tidak diinginkan terjadi, detektif atau
mendeteksi dan memperbaiki kelemahan yang adadidactive atau mendorong
terjadinya hal yang diinginkan. Sistem pengendalian internal telah dikembangkan
bedasarkarbest practice peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang
berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Badod( Corporate
Governancg pada BUMN, Direksi harus menerapkan sistem pengendalian
internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis penerapan sistem
pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO yang merupakan salah satu
pedoman pengendalian internal yang berlaku saat ini. Penerapan sistem
pengendalian internal pada PT. XYZ berdasarkan C@&€rnal Control —
Integrated Frameworkakan disajikan pada tabel 4.5. Berdasarkan tabel 4.5
tersebut, secara umum penerapan sistem pengendalian internal pada PT. XYZ
telah berdasarkan pada COS8ternal Control — Integrated Framewar®engan
demikian PT. XYZ telah menerapkan sistem pengendalian internal dalam
pengelolaan perusahaannya. Akan tetapi penerapan sistem pengendalian internal
tersebut masih diperlukan penyempurnaan, khususnya pada bagian lingkungan
pengendalian danmonitoring (pemantauan). Penyempurnaan pada bagian
lingkungan pengendalian disebabkan oleh: (a) Direksi belum menetapkan dan
mendokumentasikan Pedoman Sistem Pengendalian Internal, (b) Uraian tugas

pada tingkat asisten manajer ke bawah belum ditetapkan dengan jelas, (c) SOP
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untuk pelaksanaan tugas di unit kerja perusahaan belum ditetapkan, (d) Direksi
belum menetapkan prografil Master Plan untuk mengembangkan teknologi
informasi dan meningkatkan tata kelola teknologi informasi, dan (e) Direksi
belum memberikan asersi atas sistem pengendalian internal secara keseluruhan
atau korporat. Sedangkan pada bagmemitoring (pemantauan) disebabkan oleh:

(@) belum dilakukannya evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian
internal dalam lingkup korporat oleh fungsi SPI, dan (b) belum dilakukannya
evaluasi secara berkala atas kualitas teknologi informasi perusahaan.

Pada tahun 2011, PT. XYZ telah mulai mengembangkan pengendalian
internal atas laporan keuangan ataternal Control over Financial Reporting
(ICoFR). Pengembangan ICoFR tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan
induk perusahaan yaitu PT. Pertamina (Persero) dan dilaksanakan oleh konsultan
independen. Adapun ruang lingkup pengembangan ICoFR ini meliputi: desain,

implementasi, pengujian dan pemeliharaan.

Tabel 45
Penerapan Sistem Pengendalian I nternal pada PT. XY Z Berdasarkan
COSO Internal Control — Integrated Framework

COSO Internal

No. Control Framework Pengendalian Internal pada PT. XYZ

1. | Lingkungan Penerapan sistem pengendalian yang dilakukan oleh PT. XYZ untuk
PengendalianGontrol - | menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif adalah:
Environmenk a. Telah dimilikinya Standar Etika Kerja dan Bisnis yang berlaku

untuk Direksi, manajemen, pekerja dan pekarya serta pihak
ketiga yang bekerja dengan mengatasnamakan PT. XYZ serta
telah disosialisasikan kepada seluruh personil perusahaan uptuk
dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Pengawasan
atas pelaksanaan Etika Kerja dan Bisnis telah dilakukan oleh
Komite Etika & GCG dan Pengawas Etika yang terdiri dari

Pengawas Etika di Kantor Pusat, Region, dan Area & Unit-unit
Bisnis.

b. Tingkat kompetensi telah ditetapkan untuk seluruh jabatan yang
ada di perusahaan di dalam Uraian Penilaian Jabatan, dan
dijadikan sebagai dasar untuk menilai kompetensi karyawan
yang akan menduduki jabatan tersebut. Untuk meningkatkan
kompetensi seluruh karyawan, maka dilakukan melalui
pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara terpusat maupun
masing-masing fungsi dan unit bisnis.

c. Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki integritas dan
independen serta berperan aktif dalam melaksanakan tugas [dan
tanggung jawabnya terhadap pengelolaan dan pengawasan
perusahaan.
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Tabel 4.5

Penerapan Pengendalian Internal pada PT. PT. XYZ Berdasarkan
COSO Internal Control — Integrated FrameworKSambungan)

No.

COSO Internal
Control Framework

Pengendalian Internal pada PT. PT. XYZ

d. Deskripsi pekerjaan yang berisi uraian tugas, tanggung jawa
dan wewenang untuk masing-masing pekerjaan serta sistem
kerja yang terdiri dari Pedoman, TKO, TKI, TKPA dan SOP
yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan operas
disusun oleh perusahaan. Akan tetapi, ada beberapa dokum
atau program yang masih belum ditetapkan atau terdokumen
yaitu: uraian tugas pada tingkat asisten manajer ke bawah b
ditetapkan secara jelas, SOP untuk pelaksanaan tugas di un
kerja perusahaan belum ditetapkan, Pedoman Sistem
Pengendalian Internal belum ditetapkan oleh perusahaan,
programlT Master Planuntuk mengembangkan teknologi
informasi untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi
belum ditetapkan. Selain itu juga, Direksi belum memberikan
asersi atau pernyataan mengenai sistem pengendalian interr
secara keseluruhan atau korporat oleh Direksi.

e. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan oleh
perusahaan mulai dari rekruitmen, pengembangan karir dan
pendidikan serta penilaian kinerja oleh Furigsman Resource
Developmenf{HRD). Proses rekruitmen telah dilaksanakan
berdasarkan pada kebutuhan perusahaan yang dilakukan se|
online untuk tenaga berpengalaman maugeesh graduate
dengan mempertimbangkan kemampuan dan latar belakang
setiap pelamar. Perusahaan menyelenggarakan pendidikan
karyawan baru yaitu Bimbingan Profesi Sarjana (BPS) dan
Bimbingan Praktis Ahli (BPA) yang dilakukan secara terpusal
Pertamind_earning CentefPLC). Perusahaan juga telah
menetapkan sistem penilaian 360 derajat dan juga sistem
penghargaan dan sanks\ard and consequence sysfem
sebagai ukuran dan sistem penilaian kinerja yang berlaku ba
seluruh karyawan perusahaan.

tata

i telah
en
tasi,

elum
it

nal

cara

bagi

t di

Penilaian RisikoRisk
Assessment

PT. XYZ telah memiliki dan menerapkan sistem manajemen risik
sebagai bagian integral dari bisnis perusahaan. Penilaian risiko
dilakukan atas seluruh risiko yang melekat dalam aktivitas operal
dan bisnis pada Region, Unit Bisnis PT. XYZ, Fungsi dan Proyek
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif,
selanjutnya dilakukan pemetaan risiko berdasarkan skala dampg
(berdasarkan proyeksi laba berjalan) dan probabilitas sesuai yan
ditentukan oleh Direktorat Hulu PT. Pertamina (Persero) untuk
menentukan peringkat risiko berdasrkan Risk Priority Number
(RPN) untuk mengkategorikan risiko ke dalam kriteria peringkat
risiko (extremehigh, mediumdanlow)

Aktivitas Pengendaliarn
(Control Activities)

Tindakan mitigasi risiko dilakukan oleh pemilik proses berdasark
rencana mitigasi risiko yang telah disusun dalam pelaksanaan

pengukuran risiko, yang bertujuan untuk mencegah, memperbaiki

dan mengendalikan risiko tersebut melalui tindakan yang bersifa
preventif dan korektif sehingga risiko-risiko tersebut dapat
diminimalisir dampak apabila risiko tersebut terjadi

t
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Tabel 4.5

Penerapan Pengendalian Internal pada PT. PT. XYZ Berdasarkan
COSO Internal Control — Integrated FrameworKSambungan)

pran

eh

No. COSO Internal Pengendalian Internal pada PT. PT. XYZ
Control Framework
4. | Informasi dan Seluruh fungsi dan unit perusahaan akan menyusun laporan-lap
Komunikasi hasil kegiatannya secara berkala untuk disampaikan kepada
(Information and manajemen senior dan Direksi yang kemudian akan disampaika
Communicatioh kepada Dewan Komisaris. Sistem informasi perusahaan dilakukan
menggunakameb-basednelalui intranet perusahaan yang dapat
diakses oleh seluruh tingkatan perusahaan. Komunikasi perusahaan
dengan pihak eksternal dilakukan melalui website perusahaan
ataupun Fungdiegal & Relation Perusahaan juga memiliki
whistleblowing systersebagai sarana untuk melaporkan adanya
indikasi kecurangan datontact persorsebagai sarana layanan
pengaduan baik konsumen yang dapat diakses oleh seluruh
stakeholder
5. | Pemantauan Pemantauan atas pelaksanaan pengedalian internal dilakukan o
(Monitoring) Fungsi SPI melalui aktivitaassuranceatau audit di seluruh fungsi

perusahaan secara rutin untuk memastikan apakah pengendalia
ada pada fungsi tersebut telah memadai dan memberikan

rekomendasi perbaikan atas kelemahan-kelemahan pengendalign

serta memantau pelaksanaan rekomendasi perbaikan tersebut.
tetapi, saat ini fungsi SPI belum melaksanakan evaluasi atas
kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara

korporat dan belum dilakukannya evaluasi atas teknologi informasi

n yang

Akan

perusahaan. Hasil dari aktivitas pengawasan tersebut akan dilaporkan
kepada masing-masing fungsi, Direksi dan Dewan Komisaris meflalui

Komite Audit atas kecukupan pengendalian internal tersebut.

Sumber: Diolah kembali dari Data pada PT. PT. XYZ Tahun 2011
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Perbandingan Penerapan Corporate GovernanceM anajemen Risiko dan Pengendalian Internal pada PT. XYZ

Berdasarkan Best Practice

Penerapan Yang Belum Dilakukan oleh

No. Best Practice PT. XYZ PT XYZ
A. | Struktur Good Corporate Governance - -
(GCG)
1. Pemegang Saham atau Rapat Umum 2 -
Pemegang Saham (RUPS)
a. Setiap pemegang saham berhak Informasi penyelenggaraan RUPS disampaikan kepada -
memperoleh penjelasan lengkap dan | pemegang saham melalui pemanggilan tertulis atau
informasi akurat berkenaan dengan undangan tertulis yang akan disampaikan langsung kepada
penyelenggaraan RUPS pemegang saham dan juga disertai tanda bukti penerimaan
oleh pemegang saham atas undangan penyelenggaraan
RUPS tersebut
b. Pemegang saham atau RUPS menetapkaenyelenggaraan RUPS PT. XYZ bertujuan untuk -
sistem dan mekanisme mengenai mengesahkan:
pengangkatan, gaji dan tunjangan sertgd a. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RIPP)
penilaian kinerja Dewan Komisaris dan| b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
Direksi c. Work Program & BudgetWP&B)
d. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
e. Penunjukkan Auditor Eksternal atau Kantor Akuntab
Publik (KAP)
f. Kebijakan yang berhubungan dengan Dewan
Komisaris dan Direksi, yang meliputi: mekanisme
pengangkatan atau pemberhentian, hak & kewajiban,
pemberian remunerasi & fasilitas, penilaian kinerja
serta pemberian sanksi atas perbuatan hukum yang
dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
C. Risalah RUPS memuat hasil Notulen atau Risalah RUPS akan mencatat atau memuat -
penyelenggaraan RUPS dan hasil penyelenggaraan RUPS termasuk segala sesuaty yang
ditandatangani oleh ketua RUPS dan | dibicarakan, diputuskan dan adanya perbedaan pendapat

pemegang saham

yang terjadi dalam RUPS. Pengesahan Risalah RUPS
tersebut dilakukan dengan ditandatangainya oleh ketug

o

rapat beserta salah satu anggota rapat.
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Perbandingan Penerapan Corporate GovernanceM anajemen Risiko dan Pengendalian Internal pada PT. XYZ

Berdasarkan Best Practic Sambungan)

Penerapan Yang Belum Dilakukan oleh

No. Best Practice PT. XYZ PT XYZ
d. Pemegang saham memperoleh akses atBemegang saham akan menerima informasi-informasi -
informasi perusahaan secara tepat wakfunengenai perusahaan seperti RIPP, RKAP, WB&P,
dan lengkap Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang
disampaikan melalui penyelenggaraan RUPS secara tepat
waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
2. Dewan Komisaris
a. Paling sedikit 20% dari komposisi DewatKomposisi Dewan Komisaris PT. XYZ tahun 2012 adalph -
Komisaris adalah Komisaris Independensebanyak 5 orang dan salah satunya adalah Komisaris
Independen. Hal ini telah sesuai dengan minimal juml
Komisaris Independen yang harus dimiliki perusahaanT
yaitu 20% dari 5 orang anggota Dewan Komisaris.
b. Anggota Dewan Komisaris memiliki Anggota Dewan Komisaris PT. XYZ telah memenuhi -
kemampuan dan integritas untuk kualifikasi dari sisi hukum, kompetensi, independensi dan
melaksanakan fungsi pengawasan dan| pribadi yang disyaratkan perusahaan. Anggota Dewan
memberikan nasihat untuk kepentingan| Komisaris telah memiliki pengetahuan dan pengalamal
perusahaan dalam bidang perminyakan sehingga dapat memberikan
nasihat untuk kepentingan perusahaan.
c. Rapat Dewan Komisaris diadakan secgr&apat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkdla -
berkala paling sedikit 1 bulan sekali dengan mengundang Direksi.
Selama tahun 2011, Rapat Dewan Komisaris
diselenggarakan sebanyak 11 kali bersama dengan Direksi.
d. Dewan Komisaris memperoleh informasiDewan Komisaris memperoleh informasi dari Direksi dan -
secara tepat waktu, terukur dan lengkap fungsi-fungsi terkait berupa laporan-laporan yang
disampaikan secara berkala dan tepat waktu.
e. Dewan Komisaris harus bebas dari Seluruh Dewan Komisaris PT. XYZ telah menandatangani -
benturan kepentingan dan tekanan dalarsurat pernyataan bebas dari benturan kepentingan setiap
mengambil keputusan terhadap kegiatgnawal tahun sebagai wujud komitmen Dewan Komisaris
perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bebas

dari tekanan pihak lain.
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Berdasarkan Best Practic Sambungan)

No.

Best Practice

PT. XYZ

Penerapan Yang Belum Dilakukan oleh
PT.XYZ

Komite-Komite

Dewan Komisaris membentuk komite-
komite yang terdiri dari Komite Audit,
Komite Pemantau Manajemen Risiko,

Komite Nominasi dan Remunerasi, serta

Komite Pengembangan Usaha

Dewan Komisaris PT. XYZ telah membentuk Komite
Audit untuk melaksanakan pengawasan dalam pengelc
perusahaan

PT. XYZ tidak memiliki Komite Pemantau
|damajemen Risiko, Komite Nominasi dan
Remunerasi serta Komite Pengembangan
Usaha.

Komite Audit terdiri dari satu orang
Komisaris Independen dan sekurang-
kurangnya dua orang anggota yang
berasal dari luar perusahaan

Susunan Komite Audit PT. XYZ tahun 2011 adalah 1
orang Komisaris Independen selaku ketua dan 3 orang
anggota yang independen dan berasal dari luar lingkun
perusahaan.

gan

Salah satu anggota Komite Audit
memiliki latar belakang pendidikan
akuntansi atau keuangan, memiliki
pengetahuan untuk memahami laporan
keuangan serta pengalaman dalam bid
pengawasan atau pemeriksaan

Ketiga anggota Komite Audit PT. XYZ memiliki latar
belakang pendidikan akuntansi dan keuangan serta
memiliki pengetahuan dalam memahami laporan keuar
dan memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengawd
ang

ngan
san.

Komite Audit tidak memiliki hubungan
keluarga dan hubungan usaha dengan
perusahaan yang dapat menimbulkan
dampak negatif dan konflik kepentingar
terhadap perusahaan

Komite Audit PT. XYZ baik ketua maupun ketiga
anggotanya merupakan pihak independen yang beras
dari luar lingkungan perusahaan, sehingga tidak memil
hubungan usaha dan keluarga dengan perusahaan

i

Komite Audit memiliki Piagam Komite
Audit

Piagam Komite AuditAudit Committee Chartgtelah
ditetapkan oleh Dewan Komisaris
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No.

Best Practice

PT. XYZ

Penerapan Yang Belum Dilakukan oleh
PT.XYZ

Komite Audit menyampaikan laporan
secara berkala kepada Dewan Komisar

Komite Audit PT. XYZ menyampaikan laporan secara
iberkala atas tugas dan tanggung jawabnya dalam
auditnya, termasuk mengevaluasi independensi dari

Internal (SPI)assesment contralan risiko serta
penerapan GCG

melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan
laporan keuangan, pemilihan auditor eksternal dan proses

auditor eksternal, proses audit oleh Satuan Pengawasan

E

Direksi

Direksi memiliki tugas untuk mengelola|
perusahaan dan bertanggung jawab
kepada pemegang saham melalui RUP

Tugas dan tanggung jawab Direkasi PT. XYZ adalah
memimpin, mengurus dan mengendalikan perusahaan
Suntuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud

terhadap RUPS

dan tujuan secara baik dan benar serta bertanggung jawab

Direksi wajib menyusun Rencana Jang
Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk
disahkan dalam RUPS

kdireksi PT. XYZ telah menyusun RIPP, RKAP, WB&P
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan akan
disahkan melalui RUPS

Direksi mematuhi Anggaran Dasar
perusahaan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
Direksi PT. XYZ harus dan telah mematuhi Anggaran
Dasar dan peraturan serta ketentuan yang berlaku baik
internal maupun eksternal perusahaan

Direksi harus bebas dari benturan
kepentingan dan tekanan dalam

mengambil keputusan terhadap kegiatanusaha dengan perusahaan. Selain itu juga, seluruh ang
Direksi PT. XYZ telah menandatangani surat pernyataan
bebas dari benturan kepentingan setiap awal tahun sebagai

perusahaan

Salah satu kriteria Direksi adalah memenuhi kualifikasi
independensi yaitu tidak memiliki hubungan keluarga d

wujud komitmen Direksi dalam melaksanakan tugas da
tanggung jawabnya bebas dari tekanan pihak lain.

jgota
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Perbandingan Penerapan Corporate GovernanceM anajemen Risiko dan Pengendalian Internal pada PT. XYZ

Berdasarkan Best Practic Sambungan)

Penerapan Yang Belum Dilakukan oleh

No. Best Practice PT. XYZ PT XYZ
e. Rapat Direksi harus diadakan secara | Rapat Direksi diadakan paling sedikit 1 bulan sekali yang -
berkala dipimpin oleh Presiden Direktur. Selama tahun 2011,
Direksi PT. XYZ telah menyelenggarakan rapat sebanyak
11 kali.
5. Satuan Pengawasan Internal (SPI)
a. Kepala SPldiangkat dan diberhentikan | Untuk menjamin independensi dari fungsi SPI, maka -
oleh Direktur Utama dengan persetujuanKepala SPI PT. XYZ diangkat dan diberhentikan oleh
Dewan Komisaris Presiden Direktur dan dengan persetujuan Dewan
Komisaris melalui Komite Audit
b. SPI memiliki Piagam Pengawasan Piagam Audit SPIlI(ternal Audit Chartey telah dimiliki -
Internal oleh SPI PT. XYZ yang telah disahkan dan ditandatangani
oleh Presiden Direktur dan Ketua Komite Audit
c. SPI melaksanakan evaluasi atas SPI PT. XYZ telah melaksanakan evaluasi atas kecukyp@RI PT. XYZ belum melaksanakan evaluas
efektivitas pelaksanaan pengendalian | dan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal secaratas efektivitas, yaitu:
internal, manajemen risiko dan proses tatmrsial dalam aktivitas auditdan penerapan tata kelola | a. Manajemen risiko perusahaan
kelola perusahaan sesuai dengan perusahaan. Sedangkan terhadap manajemen risiko belom Sistem pengendalian internal perusahas
peraturan perundang-undangan dan dilakukan. ( secara keseluruhan
kebijakan perusahaan
d. SPI melaksanakan pemeriksaan dan | SPI PT. XYZ telah melaksanakan pemeriksaan dan SPI PT. XYZ belum melaksanakan

penilaian atas efisiensi dan efektivitas d
bidang keuangan, operasional, sumber
daya manusia, teknologi informasi dan
kegiatan lainnya

i penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan operas
perusahaan yang meliputi perencanaan, pengelolaan
keuangan, penggunaan sumber daya, personil, pencat
atau pelaporan, pelaksanaan kegiatan operasi, tugas p
fungsi dan kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedu
yang berlaku. Pemeriksaan dan penilaian tersebut
dilakukan melalui aktivitas audit yang terdiri dari audit
operasional, keuangan dan kepatuhan untuk memastik
pengendalian internal pada masing-masing unit
perusahaan.

opemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dd
efektivitas di bidang teknologi informasi

atenutama dalam tata kelola teknologi inform

opekusahaan

]

ASi
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Perbandingan Penerapan Corporate GovernanceM anajemen Risiko dan Pengendalian Internal pada PT. XYZ

Berdasarkan Best Practic Sambungan)

Penerapan Yang Belum Dilakukan oleh

No. Best Practice PT. XYZ PT XYZ
e. SPI menyampaikan laporan secara SPI PT. XYZ telah menyampaikan Laporan Hasil -
berkala kepada Direktur utama dan Penugasan dan Laporan Kinerja SPI secara berkala kgpada
Dewan Komisaris Presiden Direktur. Dan laporan-laporan tersebut juga
disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite
Audit.
6. Sekretaris Perusahaan
a. Sekretaris Perusahaan diangkat dan | Sekretaris Perusahaan PT. XYZ dilaksanakan oleh Fungsi -
diberhentikan oleh Direktur Utama VP Legal & Relation VP Legal & Relationtersebut
dengan persetujuan Dewan Komisaris | diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh Pres|den
Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris. Fungsi| VP
Legal & Relationdalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
b. Sekretaris Perusahaan memberikan Sekretaris Perusahaan PT. XYZ bertindak sebagai pejabat -
informasi yang material dan relevan penghubung yang bertugas untuk memfasilitasi dalam
kepadastakeholder penyampaian informasi kepada pemegang saham, Deywan
Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan lainnya
Sehingga informasi yang disampaikan mengenai kegiatan
usaha PT. XYZ telah efektif, efisien dan akurat.
c. Sekretaris Perusahaan bertugas untuk | Sekretaris Perusahaan PT. XYZ bertindak sebagai sumber -
menatausahakan dan menyimpan infomasi utama atas semua informasi terkait dengan
dokumen-dokumen perusahaan kegiatan usaha perusahaan. Oleh karena itu, Sekretaris
Perusahaan telah melaksanakan penatausahaan,
memelihara dan menyimpan dokumen-dokumen
perusahaan sehingga seluruh salinan dokumen tersebut
terkontrol dan teradministrasi dengan baik.
d. Sekretaris Perusahaan menyampaikan| Sekretaris Perusahaan menyampaikan laporan kinerja|dan -

laporan berkala kepada Direksi

pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Presiden
Direksi dan disampaikan juga kepada Dewan Komisaris
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Penerapan Yang Belum Dilakukan oleh

No. Best Practice PT. XYZ PT XYZ
B. Penerapan Good Corporate Governance
(GCG)
1. Pedoman Good Corporate Governance
a. Perusahaan memiliki dan PT. XYZ telah memilikiCode of Corporate Governance -
mendokumentasikan Pedoman GCG | yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden
Direktur dan Dewan Komisaris
b. Pedoman GCG telah dilaksanakan oleh Code of Corporate Governantelah dijadikan acuan olel -
perusahaan organ perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya atas pengelolaan perusahaan
2. Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku
a. Perusahaan memiliki dan PT. XYZ telah memiliki Etika Kerja & Bisnis yang telah -
mendokumentasikan Pedoman Perilaky disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan
dan Etika Bisnis Dewan Komisaris
b. Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku telahEtika Kerja & Bisnis telah disampaikan kepada seluruh -
disampaikan kepada seluruh tingkatan | organ perusahaan dan karyawan serta telah dijadikan
perusahaan pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya
3. Panduan Dewan
a. Perusahaan memiliki dan PT. XYZ telah memiliki Panduan DewaBdard Manua) -
mendokumentasikan Panduan Dewan | yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden
Direktur dan Dewan Komisaris
4. Manajemen Risiko
a. Perusahaan memiliki dan PT. XYZ telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko -

mendokumentasikan Pedoman
Manajemen Risiko

yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden
Direktur dan anggota Komite Manajemen Risiko dan
disetujui oleh Dewan Komisaris pada tahun 2010
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Penerapan Yang Belum Dilakukan oleh

59

No. Best Practice PT. XYZ PT XYZ
b. Perusahaan telah melaksanakan prografT. XYZ telah melaksanakan manajemen risiko yang | Monitoring (pemantauan) atas kecukupan
manajemen risiko perusahaan secara | dikoordinasi oleh VP Perencanaan dan Manajemen Risikooses manajemen risiko belum dilakukan
terpadu Tahapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XY®leh pihak independen baik dari dalam yaity
adalah penyusunaisk register penentuan batasan risiko, SPI maupun luar perusahaan. Selain itu jug
pemetaan risiko, penyusunask profile (Top 10 Risk belum dibentuknya Komite Perencanaan dd
mitigasi risiko dan pemantauan pelaksanaan mitigasi | Manajemen Risiko yang secara khusus
risiko. membantu Dewan Komisaris untuk
mengawasi dan mengembangkan sistem
manajemen risiko perusahaan.
c. Direksi menyampaikan laporan profil | Secara berkala Presiden Direktur selaku ketua Komite -
risiko dan mitigasinya kepada Dewan | Manajemen Risiko menyampaikan laporan pelaksanaan
Komisaris manajemen risiko dan pemantauan atas risiko-risiko
signifikan setelah dilakukan mitigasi risiko kepada Dewan
Komisaris melalui Komite Audit
5. Sistem Pengendalian Internal
a. Perusahaan memiliki dan PT. XYZ belum memiliki pedoman pengendalian internalPedoman Sistem Pengendalian Internal yan
mendokumentasikan Pedoman Sistem | yang terdokumentasi terdokumentasi belum dimiliki oleh
Pengendalian internal perusahaan
b. Sistem pengendalian internal telah PT. XYZ telah melaksanakan sistem pengendalian interia@rdapat beberapa dokumen atau program
dilaksanakan oleh perusahaan dalam pengelolaan perusahaan dan aktivitas operasionafang masih belum ditetapkan atau
perusahaan yang meliputi: lingkungan pengendalian, | terdokumentasi secara jelas, yaitu:
pengkajian terhadap pengelolaan risiko, aktivitas a. Uraian tugas pada tingkat asisten manajer
pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan ke bawah
monitoring b. SOP untuk pelaksanaan tugas di unit
kerja perusahaan
C. Direksi memberikan asersi atau Direksi PT. XYZ belum memberikan asersi atas sistem| Asersi Direksi PT. XYZ atas sistem

bertanggung jawab terhadap sistem
pengendalian internal

pengendalian internal perusahaan

pengendalian internal perusahaan belum
dilakukan
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Penerapan Yang Belum Dilakukan oleh

No. Best Practice PT. XYZ PT XYZ
6. | Whistleblowing System
a. Perusahaan memiliki mekanisme PT. XYZ telah memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran -
pelaporan atas dugaan penyimpangan | dengan membuat suatu Tata Kerja Organisasi (TKO) pada
(whistleblowing system) tahun 2011
b. Mekanisme pelaporan atas dugaan Sistem Pelaporan Pelanggaran telah disosialisasikan -
penyimpangan telah diketahui oleh kepada seluruh karyawan PT. XYZ dan pemangku
stakeholders kepentingan atau pihak eksternal perusahaan untuk
menyampaikan adanya pengaduan atas etika. Mekanisme
pelaporan dapat disampaikan melalui mesiieail website
atau sms
7. Tata Kelola Teknologi Informasi
a. Perusahaan telah menetapkan tata kelolZireksi PT. XYZ belum menetapkan program atau KebijakanIT Master Planbelum ditetapkan
teknologi informasi Information Technolog{T) Master Plandalam oleh Direksi PT. XYZ
perusahaan
b. Teknologi informasi telah dievaluasi PT. XYZ belum melakukan evaluasi atas kecukupan darEfektivitas teknologi informasi pada PT. XY
secara berkala efektivitas teknologi informasi belum dilakukan evaluasi secara berkala ol¢
pihak independen
8. Auditor Eksternal
a. Laporan Keuangan diaudit oleh auditor| Laporan Keuangan Tahunan PT. XYZ telah diaudit oleh -
eksternal yang ditunjuk oleh RUPS auditor eksternal, yaitu: tahun 2007 s/d 2009 diaudit oleh
E&Y dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun
2010 s/d 2011 diaudit oleh PwC dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian
b. Dewan Komisaris melalui Komite Audit| Dewan Komisaris tidak melakukan penunjukkan auditor -

melakukan proses penunjukkan auditor
eksternal

eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini
dikarenakan penunjukkan KAP tersebut dilakukan oleh
PT. Pertamina (Persero) selaku induk perusahaan den
mempertimbangkan konsolidasi antara induk dan selur,
anak perusahaan

gan
uh
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Penerapan Yang Belum Dilakukan oleh

m
11

th

No. Best Practice PT. XYZ PT XYZ
9. Informasi
a. Perusahaan mengungkapkan informas| PT. XYZ telah mengungkapkan informasi-informasi Informasi yang belum diungkapkan dalg
penting secara tepat waktu, akurat, jelaspenting dalam Laporan Tahunan sesuai dengan peratyrdaporan Tahunan PT. XYZ tahun 20
dan objektif dalam Laporan Tahunan | dan ketentuan yang berlaku. Adapun informasi yang beladalah:
terdapat dalam Laporan Tahunan PT. XYZ tahun 2011| Tahunan PT. XYZ tahun 2011 yaitu:
yaitu: a. Kepemilikan saham anggota Dewan
a. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, Komisaris, Direksi dan Komite Audit.
Direksi dan Komite Audit. b. Sistem penetapan remunerasi dan jumla
b. Sistem penetapan remunerasi dan jumlah remunerasi remunerasi anggota Komite Audit.
anggota Komite Audit. . Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat
c. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite anggota Komite Audit.
Audit. d. Uraian mengenai sistem pengendalian
d. Uraian mengenai sistem pengendalian internal. internal.
b. Informasi penting dapat diakses oleh | Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT. XYZ tahubaporan Tahunan dan Laporan Keuangan
stakeholders 2011 hanya dapat diakses oleh pemangku kepentingan tidak dapat diakses oleh pemangku
tertentu yaitu pemegang saham dan internal perusahaarkepentingan secara luas dan tidak terdapat
padawebsiteperusahaan
10. | Tanggung Jawab Sosial
a. Perusahaan telah melaksanakan tangguRg. XYZ telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan -
jawab terhadap lingkungan dan Program Bina Lingkungan terhadap masyarakat dan
masyarakat lingkungan sekitar area operasional perusahaan. Tanggung
jawab sosial tersebut terbagi dalam empat aspek, yaitu:
ekonomi, lingkungan, produk dan sosial.
b. Perusahaan memberikan pengembangp®T. XYZ telah memberikan kesempatan yang sama dallam -
karir dan kesempatan yang sama terhad@enerimaan karyawan, pengembangan karir dan
seluruh karyawan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan

suku, agam, ras, golongayenderdan kondisi fisik
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Perbandingan Penerapan Corporate GovernanceM anajemen Risiko dan Pengendalian Internal pada PT. XYZ

Berdasarkan Best Practic Sambungan)

No.

Best Practice

PT. XYZ

Penerapan Yang Belum Dilakukan oleh

PT.XYZ
11. | Penilaian Good Corporate Governance
(GCG)
a. Perusahaan melakukan pengukuran ataiT. XYZ telah melaksanakan penilaian terhadap -

penilaian terhadap penerapan GCG penerapan GCG setiap tahunnya yang dilakukan oleh

pihak independen yaitu BPKP yang mencakup 5 aspek
kelola dengan menggunakan kriteria yang disepakati

antara BPKP dengan Kementerian BUMN.

tata

Sumber: Telah diolah kembali dari data pada PT. XYZ Tahun 2011
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4.1.3 Penerapan Good Corporate Governanceerhadap Kinerja Perusahaan

Tujuan akhir dari penerapan tata kelola yang baik adalah memaksimalkan
nilai pemegang saharshareholdersmelalui peningkatan kinerja perusahaan dan
juga dapat meningkatkan citra perusahaan. Telah terdapat beberapa hasil
penelitian yang membuktikan bahwa penerapan GCG yang efektif pada suatu
perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui uRetam On
Equity (ROE), dengan asusmsi tidak mempertimbangkan faktor-faktor lainnya.
Hasil penelitian-penelitian tersebut terdapat pada Tabel 2.1 di Bab 2. Hasil
perhitungan ROE pada PT. XYZ selama tahun 2008-2011 dapat ditunjukkan
dalam grafik 4.1.

Grafik 4.1
Return on Equity (ROE) PT. XYZ Tahun 2008-2011

Return on Equity (ROE)

60,00% —— _— —
47,65%

2008 2009 2010 2011

Tahun

Sumber: Telah diolah kembali dari data Laporan Keuangan PT. XYZ Tahun 2008 s/d 2011

Berdasarkan grafik 4.1 tersebut, ROE PT. XYZ selama tahun 2008-2011
mengalami fluktuasi. ROE pada tahun 2008 sebesar 47,65% mengalami
penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2009 yaitu sebesar 17,17%.
Kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan kembali sebesar 19,88%
begitu juga pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu
sebesar 28,12%. Akan tetapi peningkatan ROE pada tahun 2010 dan 2011 masih
rendah dibandingkan dengan ROE pada tahun 2008. Dengan terjadinya peurunan
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yang sangat signifikan pada tahun 2009 serta kenaikan yang masih rendah pada
tahun bekutnya dibandingkan dengan tahun 2008, menunjukkan bahwa GCG
belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan sebagai landasan operasionalnya
dalam melaksanakan kegiatan usaha dan bisnisnya.

Berdasarkan hasil penilaian penerapan GCG selama tahun 2008-2011 yang
telah dilakukan oleh pihak independen, menunjukkan adanya peningkatan pada
setiap tahunnyaseperti yang terdapat pada tabel 4.1. Akan tetapi peningkatan skor
penerapan GCG tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kinerja perusahaan. Hal
ini terlihat dari kenaikan atas skor penerapan GCG pada tahun 2008 dan 2009
yaitu sebesar 70,13% (cukup baik) menjadi 77,86% (baik), tetapi tidak diikuti
kenaikan pada kinerja perusahaan. Pada tahun 2008 dan 2009, kinerja perusahaan
justru mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 47,65% menjadi 17,79%.
Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 skor penilaian GCG mengalami
peningkatan yaitu sebesar 80,41% (baik) menjadi 84,69% (baik) yang juga diikuti
oleh peningkatan ROE pada tahun 2010 sebesar 19,88% menjadi 28,12% pada
tahun 2011. Akan tetapi peningkatan tersebut masih rendah jika dibandingkan
dengan kinerja perusahaan atau ROE pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan
bahwa tujuan dari penerapan GCG yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan
telah tercapai akan tetapi peningkatan tersebut masih belum maksimal. Selama 4
tahun terakhir yaitu tahun 2008-2011, seluruh organ perusahaan masih belum
sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya untuk pengelolaan perusahaan. Dengan demikian perusahaan
belum sepenuhnya menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya dalam

melaksanakan aktivitas-aktivitas usaha dan bisnis.

4.2 Analisis Satuan Pengawasan Internal PT. XYZ
4.2.1 Independens Satuan Pengawasan Internal

Kedudukan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT. XYZ saat ini
yang berdasarkan pada struktur organisasi perusahaan seperti pada gambar 3.1
telah independen. Dalam struktur organisasi tersebut, SPI memiliki garis
wewenang dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur atau sama

dengan Direksi perusahaan yaitu: Direktur Eksplorasi dan Pengembangan,
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Direktur Operasi serta Direktur Keuangan. Hal ini berarti bahwa SPI telah
diberikan wewenang dan dukungan secara penuh oleh Presiden Direktur untuk
melaksanakan pengawasan terhadap seluruh bagian atau fungsi perusahaan.

Selain kedudukan SPI tersebut, independensi atas SPI juga dapat tercermin
dari penyampaian laporan hasil auditnya. SPI PT. XYZ telah menyampaikan
laporan hasil penugasan dan laporan kinerja SPI secara berkala kepada Presiden
Direktur. Laporan-laporan tersebut juga disampaikan kepada Dewan Komisaris
melalui Komite Audit untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban dalam
menyampaikan pelaporan fungsionalnya. Dengan disampaikannya laporan-
laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Komite Audit, maka akan
meningkatkan independensi SPI dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai fungsi pengawasan. Untuk menjamin independensi dan
objektivitasnya, Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur
dan melalui persetujuan Komite Audit. Kepala SPI juga dapat berkomunikasi
secara langsung dengan Dewan Komisaris melalui keikutsertaan Kepala SPI
secara reguler dalam rapat Dewan Komisaris yang membahas evaluasi tanggung
jawab Direksi tentang masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit,
pengendalian internal, laporan keuangan dan pelaksa@Gamu Corporate
Governanc€GCQG).

Dengan demikian berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi
yang bertanggung jawab langsung dan berada dibawah Presiden Direktur. Dan
juga berdasarkan kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan laporan
kinerja secara administrasi kepada Presiden Direktur dan secara fungsional kepada
Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa fungsi SPI pada PT. XYZ telah memenuhi tingkat independensi yang

diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4.2.2 Kualifikas dan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal
Kualifikasi dan kompetensi atas fungsi SPI pada PT. XYZ akan dijabarkan

dalam beberapa kategori sebagai berikut:
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A. Personil
Berdasarkan struktur organisasi fungsi SPI pada PT. XYZ yang
terdapat pada gambar 3.2, jumlah personil yang seharusnya dimiliki oleh SPI
sesuai dengan rekapitulasi jumlah formasi jabatan adalah sebanyak 15 orang.
Jumlah tersebut terdiri dari: Kepala SPI, Koordinator Aset setiap region
(Sumatera, Jawa dan Kawasan Timur Indonesia), Ahli Perencanaan dan
Evaluasi, Auditor dan Sekretaris. Akan tetapi jumlah formasi jabatan tersebut
tidak sepenuhnya terisi. Sampai dengan tahun 2011, jumlah personil yang ada
pada fungsi SPI hanya sebanyak 13 orang, sehingga terdapat 2 formasi
jabatan yang kosong ataacant Jumlah formasi jabatan yang kosong adalah
auditor sebanyak 2 formasi yaitu Auditor Aset Jawa dan Auditor Aset
Kawasan Timur Indonesia (KTI). Rincian rekapitulasi jumlah formasi jabatan
tersebut terdapat pada tabel 4.7.
Tabel 4.7
Rekapitulasi Jumlah Formasi Jabatan
Satuan Pengawasan Internal PT. XYZ Tahun 2011
Rekapitulasi Formas Jabatan
No. Jabatan : .
Formasi Teris Kosong
1 | Kepala SPI 1 1 -
2 | Sekretaris 1 1 -
3 | Koordinator Aset Sumatera 1 1 -
4 | Auditor Aset Sumatera 4 3 1
5 | Koordinator Aset Jawa 1 1 -
6 | Auditor Aset Jawa 3 2 1
7 | Koordinator Aset Kawasan Timur Indonesia (KTl 1 1 -
8 | Auditor Aset Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2 2 -
9 | Ahli Perencanaan dan Evaluasi 1 1 -
Jumlah 15 13 2

Sumber: Telah diolah kembali dari Satuan Pengawasan Internal PT. XYZ Tahun 2011

Walaupun sampai saat ini belum adanya batasan minimum dari jumlah
suatu fungsi audit internal, akan tetapi jumlah audit internal dapat
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan yang
dilakukan terhadap perusahaan. Luasnya wilayah kerja PT. XYZ yang
menjadi ruang lingkup pekerjaan fungsi SPI maka jumlah personil fungsi SPI

yang dimiliki saat ini tidak mencukupi untuk melaksanakan pengawasan di
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seluruh area operasional perusahaan. Dikarenakan terbatasnya jumlah
personi tersebut, maka fungsi SPI menggunakan jasgsourcing yaitu
BPKP untuk membantu SPI dalam melakukan pengawasan di seluruh area
operasional perusahaan.
Penggunaan dan pemilihan jas#sourcing tersebut dipilih oleh fungsi
SCM dan SPI PT. XYZ dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Biaya dan ManfaatQost and Beneljit
Analisis biaya dan manfaat dilakukan oleh fungsi SPI pada saat
menentukan jasautsourcing yang akan digunakan untuk melaksanakan
audit. Pemilihan BPKP sebagai jasatsourcingdilakukan oleh fungsi
SCM dan SPI dikarenakan biayanya yang lebih murah dibandingkan
dengan jasautsourcing lainnya. Biaya yang harus dikeluarkan oleh SPI
PT. XYZ dalam menggunakan BPKP adalah sebesar Rp. 400.000,- per
hari untuk masing-masing personil (per orang) yang merupakan
pengganti uang makan dan transportasi. Dengan biaya yang lebih murah
tersebut maka akan dapat meningkatkan pengawasan atas unit kerja dan
fungsi di seluruh wilayah kerja perusahaan.
2. Kompetensi
Analisis kompetensi untuk jasaitsourcing yang akan digunakan dalam
pelaksanaan audit sangat diutamakan oleh fungsi SPI PT. XYZ. Jasa
outsourcing tersebut harus memiliki kompetensi dan pengalaman dalam
melaksanakan audit pada industri minyak dan gas bumi. Oleh karena itu,
BPKP dipilih sebagai jasautsourcing karena BPKP telah memiliki
pengalaman dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan audit-
audit pada industri perminyakan dan gas bumi serta kontrak kerjasama
operasi dengan pemerintah.
Berdasarkan analisis biaya dan manfgas{ and beneljitserta kompetensi
tersebut maka BPKP dipilih sebagai jamatsourcing untuk melaksanakan
audit pada PT. XYZ.
Selama tahun 2011, jumlah jasautsourcing (BPKP) yang
melaksanakan audit pada PT. XYZ adalah rata-rata sebanyak 20 tim yang

masing-masing tim terdiri dari 7 orang, yaifwpervisoy quality assurance,
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pengendali teknis dan anggota tim sebanyak 4 orang. Setiap tim akan
mel&ksanakan penugasan audit sebanyak 40 hari untuk setiap objek audit.
Dengan demikian selama satu tahun biaya audit untulojasaurcing yang
akan dikeluarkan oleh PT. XYZ adalah kurang/lebih sebesar Rp. 2,240 miliar
(20 tim x 7 orang x 40 hari x Rp. 400.000,-). Berdasarkan biaya yang
dikeluarkan atas jasautsourcing tersebut akan lebih efisien dibandingkan
jilka fungsi SPI menambah personilnya. Hal ini dapat terlihat dari
perbandingan antara biaya untuk jas#sourcing dengan jumlah personil
(orang) yang melaksanakan audit, yaitu kurang/lebih 140 orang (20 tim x 7
orang) sehingga masing-masing personil akan memperoleh kurang/lebih Rp.
16 juta per tahun atau Rp. 1,333 juta per bulan. Dengan demikian
menunjukkan bahwa menggunakan jasasourcing akan lebih murah atau
efisien jika dibandingkan menambah personil atau karyawan baru karena
harus mengeluarkan biaya yang lebih besar yaitu gaji dan tunjangan lainnya.
Objek audit yang akan dilakukan oleh BPKP sebagian besar adalah
operasi kemitraan yaitliechnical Assistant Contra¢€TAC) dan Kerja Sama
Operasi (KSO). Hal ini dikarenakan operasi kemitraan tersebut dilakukan
oleh pihak ketiga atau swasta sehingga lebih banyak membebankan biaya
kepada perusahaan. Oleh karena itu, pelaksanaan audit lebih ditekankan
kepada analisis berupa kewajaran biaya yang akan dibebankan kepada
perusahaan. Untuk operasi sendiri dilakukan oleh SPI karena untuk
menganalisis kecukupan pengendalian dan sistem perusahaan dalam
melaksanakan pengelolaan tersebut serta biaya yang dikeluarkan atas operasi.
Selain itu juga, produksi yang dihasilkan dari operasi kemitraan tersebut lebih
kecil dari seluruh produksi perusahaan, yaitu sebesar 30% dari total produksi
PT. XYZ sehingga risiko atas produksi dari operasi kemitraan lebih kecil
dibandingkan dengan operasi sendiri yang dilakukan oleh perusahaan.
Pembagian objek audit yang dilakukan oleh fungsi SPI dan BPKP pada tahun
2011 terdapat pada tabel 4.8. Pemantanamiforing) atas kinerja BPKP
dilakukan oleh fungsi SPI pada saat pelaksanaan audit untuk melihat

perkembangan atas pekerjaan audit yang dilakukan oleh BPKP tersebut.
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Dengan digunakannya jasautsouring tersebut, maka fungsi
pengawasan terhadap seluruh fungsi dan unit serta aktivitas operasional baik
operasi sendiri maupun kemitraan dapat dilaksanakan dengan optimum oleh
fungsi SPI. Selain itu juga, pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efisien

jika dibandingkan dengan penambahan jumlah personil SPI.

Tabel 4.8

Objek Penugasan Audit Tahun 2011
No. Objek Penugasan Auditor
A. | Operas Sendiri
1. | Region Sumatera BPKP
2. | Unit Bisnis XYZ Jambi BPKP
3. | Unit Bisnis XYZ Adera SPI PT. XYZ
4. | Unit Bisnis XYZ Limau BPKP
5. | Region Jawa BPKP
6. | Eksplorasi BPKP
7. | Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) BPKP
8. | Supply Chain Manageme(8CM) Kantor Pusat BPKP
9. | Legal & Relations Kantor Pusat BPKP
10. | Region Kawasan Timur Indonesia (KTI) BPKP
11. | Unit Bisnis XYZ Tanjung BPKP
12. | Unit Bisnis XYZ Satar BPKP
13. | Proyek Pengembangan Gas Matindok (PPGM) BPKP
B. | Operas Kemitraan
1. | TAC P - BWP Meruap BPKP
2. | TAC P — Salamander BPKP
3. | TAC P — Pertalahan A. Natuna BPKP
4. | TAC P — Rainbow Energy P.S. BPKP & SPI PT. XYZ
5. | TAC P = Kodeco Poleng BPKP
6. | TAC P — Bangodua Petroleum BPKP & SPI PT. XYZ
7. | KSO Formasi Sumatera Energi BPKP
8. | KSO Indelberg Indonesia Perkasa SPI PT. XYZ
9. | KSO Pacific Oil & Gas SPI PT. XYZ
10. | KSO Geo Minergy S. Lilin BPKP
11. | KSO Geraldo Putra Mandiri SPI PT. XYZ
12. | KSO Kamundan Energy SPI PT. XYZ
13. | KSO Kendal Oil and Gas SPI PT. XYZ
14. | KSO Patina Group SPI PT. XYZ
15. | KSO Indrilco Hulu Energy BPKP

Sumber: Telah diolah kembali dari Satuan Pengawasan Internal PT. XYZ Tahun 2011

B. Kompetens
Fungsi SPI pada PT. XYZ telah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan
profesionalisme auditor internalnya melalui peningkatkan pendidikan dan
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pengembangan keahlian profesionalnya. Pengembangan keahlian profesional
diperokh melalui sertifikasi, konferensi, seminar, pelatihan-pelatihan dan
workshop yang diselenggarakan oleh lembaga profesi baik nasional maupun
internasional. Beberapa pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan
oleh fungsi SPI PT. XYZ untuk meningkatkan kualitas dan profesionalnya,
antara lainQualified Internal Auditor(QIA) Training Dasar Il dan Lanjutan

I, QIA Training Dasar ICertified Information Systems AuditatanCertified

Risk ManagementSeminar Nasional Internal Audifdvance Oil & Gas
Financial Management Cours€ompetency Based Developmehudit atas
Pengadaan Barang dan Jdsa@haviour Based Safetifongres Ikatan Auditor
Teknologi Indonesia (IATI)Workshop Risk Assessment Technig8kearing
Knowledge Business Process Improvemeévinrkshop Audit KKKS Migas,
Sharing Session Standard Profesi Audit Internal Qamlity Assurance
Pembekalan Tim Counterpart untuk Pengembangan Program ICoFR, dan
Workshop Procurement Integrity for the Resources InduSejuruh personil

pada fungsi SPI memiliki tingkat pendidikan sarjana yaitu strata satu dan
strata dua, kecuali sekretaris yang memiliki tingkat pendidikan diploma.
Sedangkan sertifikasi yang dimiliki oleh fungsi SPI hanya setengah dari
jumlah keseluruhan personil SPI saat ini, yang terdiri dari QIA, CRMP, dan
CFE (Certified Fraud Eximiners)Rincian tingkat pendidikan dan sertifikasi
yang dimiliki oleh fungsi SPI pada PT. XYZ terdapat pada tabel 4.9. Dengan
demikian berdasarkan tingkat pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki oleh
auditor SPI, maka fungsi SPI PT. XYZ telah memiliki kompetensi yang
memadai untuk dapat melaksanakan aktivitas pengawasan dan konsultasi di

dalam perusahaan.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, fungsi SPI pada PT.

XYZ telah memiliki kompetensi dan kualitas yang memadai untuk dapat

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam berperan sesmagance

dan konsultasi. Akan tetapi dari segi kuantitasnya masih belum memadai. Hal ini

terlihat dari jumlah personil atau tenaga audit yang dimiliki oleh fungsi SPI PT.

XYZ masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah perusahaan
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yang menjadi ruang lingkup pekerjaan auditnya. Oleh karena itu, fungsi SPI telah
menggumkan jasaoutsourcing untuk memenuhi jumlah personil atau tenaga
auditnya sehingga pekerjaan audit dapat tetap dilaksanakan secara optimum.
Selain itu juga, dengan menggunakan @s@ourcing akan lebih efisien dari segi
biaya pengawasan yang dikeluarkan jika dibandingkan dengan menambah
personil atau karyawan pada fungsi SPI. Dengan demikian pelaksanaan fungsi
pengawasan yang dilakukan oleh fungsi SPI pada PT. XYZ menjadi lebih efisien
dan efektif.

Tabel 4.9
Tingkat Pendidikan dan Sertifikasi
Satuan Pengawasan Internal PT. XYZ

Tingkat Pendidikan Sertifikas
N, S s2 | s1 | DIl | QA | cFe | crRvP

1 | Kepala SPI 1 - - 1
2 Sekretaris - - 1 - -
3 Koordinator Aset Sumatera - 1 - 1 -
4 | Auditor Aset Sumatera - 3 - 1 1 1
5 Koordinator Aset Jawa 1 - - - -
6 | Auditor Aset Jawa - 2 - 1
7 Koordinator Aset KTl - 1 - - - -
8 Auditor Aset KTl - 2 - 1 - 1
9 | Ahli Perencanaan dan Evaluasi - 1 - . 1

Jumlah 2 10 1 5 1 2

Sumber: Telah diolah kembali dari Satuan Pengawasan Internal PT. XYZ Tahun 2011

4.3 Analisis Peranan Satuan Pengawasan Internal Terhadap Corporate
Governance M ana emen Risiko dan Pengendalian Internal pada PT. XYZ

Fungsi SPI pada PT. XYZ merupakan suatu fungsi yang dapat membantu
perusahaan dalam pencapaian tujuan melalui kegassmrancedan konsultasi
yang independen dan objektif, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi
perusahaan. Fungsi SPI membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan
melalui aktivitas assurancedan konsultasinya. Aktivitas SPI tersebut telah
mengacu padahe Institute of Internal AuditorqllA) Standard, peraturan
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Peranan SPI pada PT. XYZ
dalam ruang lingkup tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian berdasarkan

[IA Standard akan dijabarkan sebagai berikut:
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A. TataKelola(Corporate Governancde

Peaanan SPI pada PT. XYZ dalam aktivitassurancedan konsultasinya

terhadap proses tata kelola yang berdasarkan pad&thAdard — 2110

adalah sebagai berikut:

1)

2)

SPI telah berperan dalam meningkatkan penerapan atas Etika Kerja dan
Bisnis (EKB) perusahaan. Fungsi SPI merupakan bagian dari Komite
Etika & GCG yaitu Kepala SPI sebagai Ketua dan Koordinator Aset
Jawa sebagai anggota. Oleh karena itu, fungsi SPI telah mengawasi dan
memastikan bahwa EKB telah diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh
organ, karyawan dan perusahaan di seluruh wilayah kerja perusahaan.
Untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan EKB tersebut, maka
Komite Etika & GCG berkoordinasi dengan pengawas etika yang berada
pada seluruh fungsi dan unit perusahaan. Komite Etika & GCG juga akan
menindaklanjuti pelanggaran etika yang terjadi melalui koordinasi
dengan fungsi terkait yaitu atasan langsung, Fungsi HRD dan Fungsi
Legal.

SPI telah memastikan efektivitas kinerja manajemen dan akuntabilitas
perusahaan melalui aktivitesssurancaya. Saat ini fungsi SPI telah
melaksakan aktivitas assurance terhadap kegiatan operasional
perusahaan di seluruh fungsi dan unit kerja. Aktivéissuranceersebut
bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi di dalam perusahaan
telah dikelola secara efektif dan efisien mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengendaliannya sesuai dengan
kebijakan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, fungsi SPI telah
memastikan bahwa kinerja manajemen dan akuntabiltasnya dalam
mengelola perusahaan melalui kegiatan operasional telah dilaksanakan
telah efektif dan efisien sejalan dengan sasaran dan tujuan perusahaan
dari segi keuangan, sistem dan prosedur, pengendalian internal,
penggunaan sumber daya, serta kepatuhan terhadap peraturan dan
ketentuan yang berlaku. SPI juga telah berperan sebagai konsultan
dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas kegiatan
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operasional perusahaan baik terhadap sistem dan prosedurnya serta
pengendahn internalnya.

SPI telah mengkomunikasikan informasi mengenai risiko dan
pengendalian kepada pemilik risiko. Fungsi SPI telah memastikan bahwa
pengendalian internal yang ada pada seluruh fungsi-fungsi perusahaan
telah memadai sehingga dapat meminimalisir adanya risiko yang dapat
berdampak pada perusahaan dalam aktivitas auditnya atas seluruh
kegiatan operasional perusahaan. Fungsi SPI saat ini belum menerapkan
metodologiRisk Based Aud(fRBA) dalam penyusunan rencana auditnya
yang terintegrasi dengan hasil manajemen risiko terutama pada risiko-
risikko utama perusahaan. Oleh karena itu, penyampaian informasi
mengenai risiko dan kecukupan pengendalian internal tidak dilakukan
pada pemilik risiko yang memiliki risiko-risiko signifikan dalam kegiatan
operasinya seperti pada profil risiko perusahaan dan hasil manajemen
risiko, tetapi pada seluruh pemilik risiko atau fungsi dan unit perusahaan.
Dengan demikian komunikasi atas risiko dan kecukupan pengendalian
belum difokuskan secara khusus kepada area-area atau proses bisnis yang
memiliki risiko-risiko yang signifikan.

SPI telah mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan
informasi di antara Dewan Komisaris, manajemen dan auditor eksternal.
Proses koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi
dilakukan oleh SPI melalui penyampaian Laporan Hasil Penugasan dan
Laporan Kinerja SPI secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dan
juga melalui keikutsertaan SPI dalam rapat-rapat Dewan Komisaris dan
Direksi yang diadakan secara berkala. Koordinasi dan komunikasi
dengan manajemen dilakukan pada saat melaksanakan aktivitas audit
atauassurancedalam penyampaian laporan hasil audit dan monitoring
tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan
atas temuan audit telah dilakukan sesuai dengan rencana. Sedangkan
koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal dilakukan pada saat
pelaksanaan audit oleh auditor eksternal yaitu KAP, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan BP MIGAS. SPI membantu auditor eksternal pada
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saat proses audit dan monitoring tindak lanjut atas hasil audit dari auditor

ekstenal.
Berdasarkan hasil analisis di atas, fungsi SPI telah berperan dalam
meningkatkan proses tata kelola perusahaan melalui aktasgasancedan
konsultasinya sesuai dengan II8tandard - 2110. Untuk meningkatkan
penerapan tata kelola perusahaan, maka fungsi SPI telah membantu pihak
independen dalam pelaksanaan penilaian atas penerapan GCG di perusahaan.
Akan tetapi fungsi SPI belum melakukan penilaian atas tata kelola teknologi
informasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan strategi perusahaan,
serta belum memfokuskan pelaksanaan audit atas pada fungsi atau kegiatan
operasional yang memiliki risiko signifikan yang berdampak pada pencapaian
tujuan dan sasaran perusahaan. Hal ini dikarenakan aktivitas audit SPI

dilakukan pada seluruh fungsi dan kegiatan operasional perusahaan.

Manajemen Risiko

Peranan SPI pada PT. XYZ dalam aktiviassurancedan konsultasinya

terhadap manajemen risikoperusahaan yang berdasarkan patantrard —

2120 adalah sebagai berikut:

1) SPI telah memastikan bahwa proses manajemen risiko yang telah
dilaksanakan oleh perusahaan telah sesuai dengan strategi dan tujuan
perusahaan. Hal ini terlihat dari keterlibatan fungsi SPI pada saat
penyusunan dan penetapan profil risiko perusahaan. Dalam proses
identifikasi risiko, yaitu pada saat penyusumesk register fungsi SPI
telah membantu manajemen untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian
risiko yang mungkin terjadi pada proses bisnis dan kegiatan operasional
di seluruh fungsi perusahaan maupun pada fungsi SPI sendiri. Oleh
karena itu fungsi SPI telah memastikan bahwa seluruh kejadian-kejadian
risiko yang signifikan telah teridentifikasi dalam risk regigterusahaan.
Selain itu, fungsi SPI juga telah memastikan bahwa risiko-risiko tersebut
telah dinilai dan dipetakan dengan peringkat kategori yang sesuai
berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian fungsi SPI telah

memastikan bahwa seluruh risiko-risiko signifikan perusahaan telah
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teridentifikasi dan dinilai dengan benar oleh manajemen berdasarkan
dengan ketntuan yang berlaku melalui aktivitas konsultasinya.

SPI telah memastikan bahwa tindakan mitigasi risiko yang dilakukan
oleh manajemen dan pemilik proses telah sesuai dengan batasan selera
risiko perusahaan. Dalam aktivitas auditnya fungsi SPI telah memastikan
bahwa pengendalian internal yang ada pada seluruh fungsi di setiap
proses bisnis dan kegiatan operasional telah memadai dan efektif untuk
dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya risiko. Oleh karena itu,
fungsi SPI telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas
kecukupan pengendalian internal yang ada pada fungsi perusahaan. Akan
tetapi, SPI belum difokuskan untuk mengevaluasi kecukupan
pengendalian pada risiko-risiko utama perusahaan. Hal ini dikarenakan
fungsi SPI belum menerapkan metodologi RBA dalam penyusunan
rencana auditnya. Dengan demikian evaluasi atas kecukupan
pengendalian atas risiko belum secara khusus dilakukan untuk
memastikan bahwa tindakan mitigasi atas risiko-risiko utama perusahaan
telah memadai untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya risiko-
risiko tersebut yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan
baik jangka pendek yaitu pencapaian pendapatan atau laba perusahaan
maupun tujuan jangka panjang perusahaan.

SPI telah mengkomunikasikan informasi mengenai risiko yang
ditermukan secara tepat waktu kepada pemilik risiko atau manajemen,
Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan aktivitas audit atau
assurance fungsi SPI dapat menemukan adanya risiko-risiko atau
kelemahan dalam pengendalian internal atas fungsi dan aktivitas
perusahaan. Temuan-temuan dalam aktivitas audit tersebut akan
disampaikan kepada pemilik bisnis atau fungsi terkait yaitu manajemen
dan Direksi pada fungsi terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan
melalui rekomendasi-rekomendasi yang diberikan sesuai dengan
persetujuan Direksi dan manajemen. Selanjutnya atas rekomendasi atau
tindakan perbaikan yang telah disetujui, maka fungsi SPI akan

melakukan monitoring hasil tindak lanjut tersebut. Atas temuan-temuan
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audit dalam aktivitasassurane tersebut, akan dilaporkan kepada

Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Berdasarkan hasil analisis di atas, fungsi SPI telah berperan dalam
manajemen risiko perusahaan melalui aktivitassurance maupun
konsultasinya sesuai dengan IIA Standard - 2120. Akan tetapi fungsi SPI
belum mengevaluasi atau menilai kecukupan dan efektivitas proses
manajemen risiko secara keseluruhan serta mengembangkan proses
manajemen risiko perusahaan baik sebassurancemaupun konsultan
pelaksanaamssurancemaupun penilaianagsessmehptyang dilakukan oleh
SPI PT. XYZ lebih difokuskan pada kecukupan pengendalian internal pada
seluruh fungsi dan aktivitas operasional perusahaan untuk meminimalisir
adanya kemungkinan risiko dalam aktivitas operasionalnya. Selain itu juga,
aktivitas audit atauassuranceyang dilakukan oleh fungsi SPI belum
menerapkan metodologi RBA dalam perencanaan audit sehingga aktivitas
audit dilakukan pada seluruh fungsi dan kegiatan operasional perusahaan.
Oleh karena itu, aktivitaassuranceatau audit yang dilakukan oleh fungsi
SPI belum difokuskan pada risiko-risiko utama perusahaan yang dapat
berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun
jangka panjang, sehingga aktivitas audit atmsurancemenjadi kurang

efektif dan tidak efisien.

Pengendalian Internal

Peranan SPI pada PT. XYZ dalam aktivissurancedan konsultasinya

terhadap pengendalian internal yang berdasarkan padatdiddard — 2130

adalah sebagai berikut:

1) SPI telah memastikan dan mengevaluasi keandalan dan integritas
informasi keuangan dan operasional. Dalam melaksanakan aktivitas
auditnya, fungsi SPI telah memastikan bahwa informasi keuangan yang
terdapat pada fungsi dan kegiatan operasional perusahaan dapat
diandalkan dan berintegritas. Oleh karena itu, fungsi SPI telah melakukan
penilaian atas kecukupan sistem akuntansi dan pengendalian operasional
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perusahaan mulai dari proses identifikasi, pengukuran, pengklasifikasian
dan pelaorannya.

SPI telah mengevaluasi dan memastikan efektivitas dan efisiensi
operasional perusahaan. Dalam aktivitas auditnya, fungsi SPI telah
memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan telah menggunakan
sumber daya secara efektif dan efisien. Fungsi SPI telah mengevaluasi
program kerja dan aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan
untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional telah sesuai
dengan apa yang direncanakan serta hasilnya telah sesuai atau konsisten
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atas kegiatan
operasional tersebut. Selain itu juga, fungsi SPI telah melakukan
identifikasi adanya kemungkinan peluang untuk dapat meningkatkan
kinerja operasional perusahaan dan memberikan rekomendasi-
rekomendasi atas permasalah yang terjadi dalam kegiatan operasional
tersebut.

SPI telah memastikan dan mengevaluasi keamanan atas aset-aset
perusahaan. Dalam aktivitas auditnya, fungsi SPI akan memastikan
keamanan dari aset-aset perusahaan dengan cara melakukan proses
verifikasi atas keberadaan aset-aset perusahaan. Selain itu juga, fungsi
SPI telah mengevaluasi kecukupan atas teknik-teknik pengamanan aset
perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

SPI telah memastikan kepatuhan fungsi-fungsi perusahaan terhadap
hukum, peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam aktivitas auditnya,
fungsi SPI akan memastikan bahwa sistem yang ada saat ini serta
kegiatan operasional yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan,
rencana, prosedur, hukun dan peraturan yang berlaku baik internal

maupun eksternal.

Berdasarkan hasil analisis di atas, fungsi SPI telah berperan dalam

pengendalian internal perusahaan melalui aktivisgssurance maupun

konsultasinya sesuai dengan II&tandard - 2130. Melalui aktivitas

assurancaya, SPI telah mengevaluasi kecukupan dan efektivitas atas sistem

pengendalian internal perusahaan untuk masing-masing fungsi dan kegiatan
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operasional perusahaan serta meningkatkan sistem pengendalian internal
meldui rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Akan tetapi, saat ini fungsi
SPI belum mengevaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian
internal perusahaan secara keseluruhan atau korporat. Oleh karena itu, SPI
telah berkoordinasi dengan SPI induk perusahaan yaitu SPI PT. Pertamina
(Persero) untuk melakukan penilaiaasgessmentatas kecukupan dan
efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan secara keseluruhan untuk

tujuan pelaporan keuangan atau ICoFR.

Dengan demikian berdasarkan hasil analisis di atas, fungsi SPI pada PT.
XYZ telah berperan dalam meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian internal melalui aktivitassurancedan konsultasinya yang
sesuai dengan lI/AStandard. Keseluruhan peranan SPI pada PT. XYZ terhadap
tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal berdasarkan
IIA Standard akan disajikan pada tabel 4.10. Akan tetapi peranan SPI tersebut
masih diperlukan penyempurnaan lagi, terutama peranannya terhadap manajemen
risiko. Fungsi  SPI belum melakukan evaluasi dan penilaasseSsmehtatas
kecukupan dan efektivitas sistem dan proses manajemen risiko perusahaan serta
melakukanassuranceatas tindakan mitigasi risiko terhadap risiko-risiko utama
perusahaan secara khusus. Hal ini dikarenakan fungsi SPI belum menggunakan
metodologi RBA dalam penyusunan rencana auditnya, sehingga aktivitas
assuranceatau audit yang dilaksanakan belum terfokuskan pada risiko-risiko
utama perusahaan yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan baik
jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, aktgsasancedan
konsultasi yang dilakukan oleh fungsi SPI pada PT. XYZ dalam meningkatkan
proses tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal

menjadi kurang efektif dan efisien.
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Peranan Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PT. XYZ Terhadap Corporate GovernanceéM anajemen Risiko dan
Pengendalian Internal Berdasarkan I1A Standard

No.

I1A Standard

SPI PT. XYZ

K elemahan dan Saran

Proses Tata K elola

P

Meningkatkan etika dan nilai-nilai
perusahaan

SPI merupakan bagian dari Komite Etika & GCG yaitu Kepg
SPI sebagai Ketua dan Koordinator Aset Jawa sebagai ang

Oleh karena itu, fungsi SPI telah mengawasi dan memastikan

bahwa Etika Kerja dan Bisnis (EKB) telah diketahui dan
dilaksanakan oleh seluruh organ, karyawan dan perusahaal
seluruh wilayah kerja perusahaan. Selain itu juga, SPI telah

berkoordinasi dengan fungsi terkait (Fungsi HRD dan Fungsi

Legal dalam menindaklanjuti pelanggaran etika yang terjad
perusahaan.

la -
gota.

N di

di

Memastikan efektivitas kinerja
manajemen dan akuntabilitas
perusahaan

SPI telah melaksanakan aktivie@ssurancaerhadap kegiatan
operasiobal perusahaan di seluruh fungsi dan unit kerja mu
dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

ai

pengendaliannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang

berlaku agar pengelolaan perusahaan dilaksanakan secara

efektif dan efisien sejalan dengan sasaran dan tujuan perusahaan

dari segi keuangan, sistem dan prosedur, pengendalian intg
penggunaan sumber daya, serta kepatuhan terhadap perat
dan ketentuan yang berlaku.

rnal,
iran

Mengkomunikasikan informasi
mengenai risiko dan pengendaliarn
kepada area-area yang sesuai

SPI telah memastikan bahwa pengendalian internal yang adssP1 tidak mengkomunikasikan informasi

pada seluruh fungsi dan unit perusahaan telah memadai da
aktivitas auditnya terhadap seluruh fungsi dan kegiatan
operasional perusahaan. Oleh karena itu, informasi menger
kecukupan pengendalian dan kemungkinan risiko yang timH
akibat adanya kelemahan pengendalian dikomunikasikan
kepada seluruh pemilik risiko atau manajemen seluruh fung
dan unit perusahaan.

Jamengenai risiko dan kecukupan pengendalia
langsung kepada area-area yang memiliki ris
asignifikan sesuai dengan profil risiko
uberusahaan, tetapi pada saat seluruh fungsi
perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya aktiy
siaudit langsung difokuskan pada area-area ya
memiliki risiko signifikan sesuai dengan profil
risiko perusahaan dan menggunakan metoda
Risk Based Aud{iRBA) dalam penyusunan

-

ko

itas
ng

logi

rencana auditnya.

Analisis peranan..., Sartika Dwi Waracanova, FE Ul, 2012

Universitas Indonesia



Tabel 4.10

176

Peranan Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PT. XYZ Terhadap Corporate GovernanceéM anajemen Risiko dan
Pengendalian Internal Berdasarkan I1A Standard (Sambungan)

No. IIA Standard SPI PT. XYZ Kelemahan dan Saran
4. | Mengkoordinasikan kegiatan dan| a. ‘Koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Komisaris -
mengkomunikasikan informasi di dan Direksi dilakukan melalui penyampaian Laporan
antara Dewan Komisaris, Hasil Penugasan dan Laporan Kinerja SPI secara
manajemen dan auditor eksternal berkala dan juga dalam keikutsertaan SPI dalam rapat-
rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan
secara berkala.
b. Koordinasi dan komunikasi dengan manajemen
dilakukan pada saat melaksanakan aktivitas audit atau
assuranceserta dalam penyampaian laporan hasil audit
dan monitoring tindak lanjut hasil audit.
c. Koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal
yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan BP MIGAS dilakukan pada saat
pelaksanaan audit serta monitoring tindak lanjut atag
hasil audit atau temuan oleh auditor eksternal.
5. | Mengevaluasi efektivitas tata kelo|la&SPI belum melakukan evaluasi dan penilaian atas kecukuSé masih memfokuskan pengawasan atas
teknologi informasi secara berkald dan efektivitas tata kelola teknologi informasi perusahaanpengelolaan dan sistem operasional perusahaan.
Oleh karena itu, SPI harus segera melakukan
evaluasi dan penilaian atas tata kelola teknologi
informasi yang dapat mendukung tujuan dan
strategi perusahaan.
B. | Manajemen Risiko
1. | Memastikan bahwa risiko SPI telah membantu manajemen dalam penyustisian -

signifikan telah dinilai

register, yaitu mengidentifikasi kejadian-kejadian risiko
yang mungkin terjadi pada proses bisnis dan kegiatan
operasional di seluruh fungsi perusahaan maupun pada

fungsi SPI sendiri. Selain itu, SPI telah memastikan bahwa

risiko-risiko signifikan yang telah teridentifikasi tersebut
telah dinilai dan dipetakan dengan benar ke dalam perin

gkat

kategori yang sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku.
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Tabel 4.10
Peranan Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PT. XYZ Terhadap Corporate GovernanceéM anajemen Risiko dan
Pengendalian Internal Berdasarkan I1A Standard (Sambungan)

I1A Standard SPI PT. XYZ K elemahan dan Saran

Memastikan bahwa tanggapan SPI telah mengevaluasi dan menilai atas kecukupan dan SPI belum memastikan bahwa rencana mitigasi
risiko yang dipilih telah sesuai efektivitas pengendalian internal yang ada pada seluruh| risiko atas risiko-risiko utama perusahaan sesua
dengan selera risiko perusahaan | fungsi di setiap proses bisnis dan kegiatan operasional | dengan profil risiko perusahaan dikarenakan
perusahaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa aktivitas audit belum terfokuskan pada risiko utama

pengendalian internal yang ada telah memadai dan efektifperusahaan. Oleh karena itu, SPI harus memastikan
untuk dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya risikbahwa rencana mitigasi risiko terutama risiko

utama perusahaan telah memadai dan sesuai.

Mengkomunikasikan informasi SPI telah mengkomunikasikan temuan-temuan audit atas -
mengenai risiko yang ditermukan | kelemahan pengendalian internal pada seluruh fungsi dan
secara tepat waktu kepada pemilik kegiatan operasional perusahaan. Temuan-temuan audi
risiko atau manajemen, Direksi dantersebut akan disampaikan kepada manajemen dan Dirgksi

Dewan Komisaris pada fungsi terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan serta
dilakukan monitoring hasil tindak lanjut atas temuan-tempuan
audit tersebut, kemudian selanjutnya adalah melaporkannya
kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui

Komite Audit.
Menilai dan mengevaluasi atas | SPI belum melakukan penilaian atas kecukupan dan SPI| belum melakukan penilaian atas kecukupan
kecukupan dan efektivitas proses | efektivitas sistem dan proses manajemen risiko secara | sistem manajemen risiko secara keseluruhan dan
manajemen risiko secara keseluruhan serta memberikan rekomendasi-rekomendgsmengembangkan sistem manajemen risiko
keseluruhan serta mengembangkamerbaikan untuk mengembangkan sistem manajemen risilg@rusahaan, dikarenakan aktivitas audit telah
proses manajemen risiko perusahaan. difokuskan pada kecukupan pengendalian internal
perusahaan atas seluruh fungsi dan kegiatan operasional

perusahaan. Oleh karena itu, SPI harus melakukan
penilaian atas kecukupan sistem manajemen risjko
perusahaan sehingga dapat memberikan
rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan proses
manajemen risiko agar selaras dengan tujuan dan
strategi perusahaan.
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Peranan Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PT. XYZ Terhadap Corporate GovernanceéM anajemen Risiko dan

Pengendalian Internal Berdasarkan I1A Standard (Sambungan)

No.

I1A Standard

SPI PT. XYZ

K elemahan dan Saran

Pengendalian I nternal

=10

Mengevaluasi kecukupan atas
keandalan dan integritas informas
keuangan dan operasional

SPI telah melakukan penilaian atas sistem akuntansi dan
pengendalian operasional perusahaan mulai dari proses

identifikasi, pengukuran, pengklasifikasian dan pelaporanr

ya.

Mengevaluasi kecukupan atas
efektivitas dan efisiensi operasion
perusahaan

a.
al

b.

SPI telah memastikan bahwa kegiatan operasional
perusahaan telah menggunakan sumber daya secara
efektif dan efisien.

SP| telah mengevaluasi program kerja dan aktivitas
operasional yang dilakukan oleh perusahaan dengan
tujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatal
operasional telah sesuai dengan yang direncanakan s
hasilnya sesuai atau konsisten dengan tujuan dan sas
yang telah ditetapkan.

sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional
perusahaan dan memberikan rekomendasi-rekomend
atas permasalahan yang terjadi dalam kegiatan
operasional tersebut.

SPI telah mengidentifikasi adanya kemungkinan peluTg

.|

El’ta
ran

Si

Mengevaluasi kecukupan atas
keamanan atas aset-aset perusah

aan

SPI telah memastikan bahwa keamanan dari aset-ase
perusahaan dengan melakukan proses verifikasi atas
keberadaan aset-aset perusahaan.

SPI telah mengevaluasi kecukupan atas teknik-teknik
pengamanan aset perusahaan yang telah dilakukan ol
manajemen.

eh

Mengevaluasi kecukupan atas
kepatuhan fungsi-fungsi perusaha
terhadap hukum, peraturan dan

SPI telah memastikan bahwa sistem yang berjalan atau a
adalam perusahaan serta kegiatan operasional yang dilaku
telah sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum

ketentuan yang berlaku

peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.

la di
kan
dan

Sumber: Telah diolah kembali dari data Satuan Pengawasan Internal PT. XYZ
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
A. Penerapan Corporate Governance, Manajemen Risiko dan Pengendalian
Internal
PT. XYZ secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG) . Akan tetapi, masih terdapat beberapa prinsip
yang penerapannya masih belum maksimal sehingga diperlukan adanya
penyempurnaan Yyaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penerapan
prinsip transparansi masi h belum maksimal dikarenakan terdapatnya beberapa
informasi material yang belum diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan, yaitu: (a) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris,
Direksi dan Komite Audit, (b) sistem penetapan remunerasi dan jumlah
remunerasi anggota Komite Audit, (c) frekuensi dan tingkat kehadiran rapat
anggota Komite Audit, dan (d) uraian mengenai sistem pengendalian internal.
Selain itu juga, informasi-informasi tersebut (Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan) hanya tersedia bagi pemangku kepentingan tertentu dan belum
tersedia bagi pemangku kepentingan secara luas di dalam website perusahaan.
Sedangkan penerapan prinsip akuntabilitas yang belum maksimal yaitu: (@)
belum jelasnya uraian tugas untuk tingkat asisten managjer ke bawah, (b)
Sandard of Procedure (SOP) untuk pelaksanaan tugas di unit kerja atas suatu
proses bisnis belum ditetapkan, dan (c) program Information Technology (1T)
Master Plan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi belum
ditetapkan.
Penerapan mangjemen risiko dan sistem pengendalian internal pada PT.
XYZ secara umum telah berdasarkan pada Framework The Committee of
Soonsoring Organizations (COSO). Penerapan manajemen risiko yang masih
belum maksimal yaitu pada komponen pemantauan (monitoring). Hal ini

dikarenakan belum dilakukannya penilaian (assessment) dan evaluasi atas
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proses dan sistem mang emen risiko oleh pihak independen baik dari internal
yaitu fungs Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Dewan Komisaris maupun
pihak eksternal. Selain itu, Dewan Komisaris belum membentuk Komite
Perencanaan dan Mangjemen Risiko yang dapat membantu untuk mengawasi
dan mengembangkan penerapan mangemen risiko perusahaan. Sedangkan
penerapan sistem pengendalian internal masih belum maksimal yaitu pada
komponen lingkungan pengendalian dan pemantauan (monitoring). Hal ini
dikarenakan belum ditetapkan dan terdokumentasinya Pedoman Sistem
Pengendalian Internal perusahaan. Selain itu juga, penilaian atau evaluas atas
kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh
SPI belum dilakukan secara keseluruhan sehingga Direksi belum memberikan
aserss atas kecukupan sistem pengendalian internal perusahaan secara
keseluruhan.

Satuan Pengawasan Inter nal

SPI PT. XYZ telah independen berdasarkan kedudukan dan penyampaian
laporannya. Akan tetapi dari segi kuantitasnya masih belum memada
sehingga menggunakan jasa outsourcing yaitu BPKP dalam melaksanakan
pengawasan pada seluruh fungs dan kegiatan operasiona perusahaan baik
operasi sendiri maupun kemitraan agar Iebih optimum dan efisien. Sedangkan
dari segi kualitasnya telah memadai yang terlihat dari tingkat pendidikan dan
kompetensinya. Seluruh personil SPI telah memiliki tingkat pendidikan
sarjana dan sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
pengawasan serta telah memiliki sertifikasi profesi yang seharusnya dimiliki
oleh para auditor internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Peranan Satuan Pengawasan Internal Terhadap Corporate Governance,
Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Fungs SPI pada PT. XYZ telah berperan dalam meningkatkan proses tata
kelola perusahaan, mangemen risko dan pengendalian internal melalui
aktivitas assurance dan konsultasinya sesuai dengan the Institute of Internal
Auditors (I1A) Sandard, kecuali dalam hal sebagai berikut: (a) SPI belum
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mengevaluasi atau menilai kecukupan dan efektivitas atas proses dan sistem
mangemen risko secara kesdluruhan serta mengembangkan sistem
mangjemen risiko perusahaan, (b) aktivitas assurance atau audit yang
dilakukan belum terfokuskan pada risiko-rissko utama perusahaan karena
belum diterapkannya metodologi Risk Based Audit (RBA), dan (c) aktivitas
assurance dan konsultasi yang dilakukan terhadap efektivitas pengendalian
internal masih bersifat parsial sehingga SPI baru mulai berkoordinasi dengan
SPI induk perusahaan.

5.2 Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk dijadikan bahan
pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. PT. XYZ harus melengkapi informasi-informasi mengenai kepemilikan
saham anggota Dewan Komisaris, Direks dan Komite Audit, sistem
penetapan remuneras dan jumlah remunerasi anggota Komite Audit,
frekuensi dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite Audit, serta uraian
mengenai sistem pengendalian internal pada Laporan Tahunan. Selain itu
juga, menyediakan informasi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ke
dalam website perusahaan sehingga dapat tersedia bagi  pemangku
kepentingan secara luas.

2. Direksi pada PT. XYZ harus segera menetapkan dan mendokumentasikan
Pedoman Sistem Pengendalian Internal, uraian tugas pada tingkat asisten
manajer ke bawah secara jelas, SOP untuk pelaksanaan tugas di unit kerja
atas proses bisnis, program IT Master Plan untuk mengembangkan teknol ogi
informasi serta memberikan asersi mengenai kecukupan atas pengendalian
internal perusahaan sehingga akuntabilitas perusahaan dapat berjalan dengan
baik.

3. Dewan Komisaris PT. XYZ sebaiknya membentuk Komite Perencanaan dan
Mangjemen Risiko sehingga dapat mengawasi dan mengembangkan sistem
manajemen risiko perusahaan.

4. SPI sebaiknya segera menerapkan metodologi RBA dalam penyusunan

rencana auditnya, sehingga aktivitas assurance akan terfokuskan pada
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pengawasan atas kecukupan pengendalian internal pada area yang memiliki
risiko signifikan sesuai dengan risiko-risiko utama perusahaan.

SPI sebaiknya melakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja jasa
outsourcing sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan
penugasan audit terhadap unit kerja dan kegiatan operasional dengan
menggunakan metodologi RBA.

SPI sebaiknya melaksanakan penilaian dan evaluasi atas kecukupan dan
efektivitas sistem mangemen risiko secara keseluruhan dan tata kelola
teknologi informasi serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk
mengembangkan manajemen risiko dan tata kelola teknologi informasi
perusahaan.

SPI  harus meningkatkan koordinasinya dengan SPI induk perusahaan
sehingga dapat memperkuat hubungan kerja antara SPI induk dan anak
perusahaan.
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